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Salam Hormat,
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah swt, dengan segala limpahan rahmat 
dan nikmat-Nya. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, Jurnal Ilmu Hukum AMANNA 
GAPPA Volume 20 Nomor 2, Juni 2011 kali ini, hadir tanpa mengangkat sebuah tema tertentu, 
namun redaksi secara umum mengangkat wacana seputar isu-isu hukum kontemporer. 
Sejumlah tulisan yang dimuat dalam edisi kali ini, antara lain: oleh Kadarudin, S.H., 
M.H., DFM., dengan tulisannya, “Hubungan Indonesia Dengan Prinsip Non Refoulement 
Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Selain itu, ada juga hasil penelitian M. Ilham 
Hermawan, S.H., M.H., dan Dian Purwaningrum Soemitro, S.H., M.Kn., dari Fakultas Hukum 
Universitas Pancasila mengenai, “Mekanisme Pemberhentian Presiden (Impeachment) Dan 
Kritik Subtansi Pengaturannya”. Dan masih banyak lagi tulisan menarik lainnya yang dimuat 
pada edisi kali ini.
Akhir kata, kehadiran jurnal ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, 
segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk 
mengisi kekurangan yang dijumpai dalam edisi kali ini.
Selamat Membaca.
Tim Penyunting
DARI REDAKSI
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PENDAHULUAN
Hukum Pengungsi Internasional adalah bagian dari hukum internasional. Hukum pengungsi 
internasional lahir demi menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi internasional di 
negara tujuan mengungsi. Selain memberikan perlindungan di negara tujuan, pengungsi 
internasional juga dilindungi oleh negara-negara yang dilewatinya dalam perjalanan ke 
negara tujuan mengungsi.
Pengungsi internasional dapat terjadi di setiap negara yang diakibatkan oleh kondisi-
kondisi yang membuat seseorang lebih memilih untuk berpindah (mengungsi) dari negara 
asalnya ke negara lain. Kondisi-kondisi yang dimaksud, adalah kondisi yang tidak aman 
bagi seseorang atau kelompok, apabila tetap berada pada wilayah negara asalnya, jadi demi 
keamanan dan keselamatan, orang atau kelompok tersebut memilih untuk berpindah dari 
wilayah negara asalnya ke wilayah negara yang lebih aman bagi mereka.
Hukum pengungsi internasional mengatur bahwa tidak semua orang atau kelompok 
yang berpindah dari satu wilayah negara ke wilayah negara lainnya dengan serta merta 
HUBUNGAN INDONESIA DENGAN PRINSIP 
NON REFOULEMENT DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM INTERNASIONAL
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Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PusHAM) Universitas Hasanuddin
E-mail: kadarudin.alanshari@gmail.com 
Abstract: Indonesia is restricted by the non-refoulement principle as a peremptory norm or 
jus cogens and international customery law. The principle of non refoulement has become 
erga omnes norm. Because Indonesia has ratified the Convention against Torture, Geneva 
Convention IV, and the International Covenant on Civil and Political Rights, this consequently 
affect Indonesia to hold the non refoulement principle.
Keywords: The Principle of Non Refoulement, International Law
Abstrak: Indonesia terikat dengan prinsip non refoulement karena selain sebagai peremptory 
norm atau jus cogens dan hukum kebiasaan internasional, prinsip non refoulement telah 
menjadi norma erga omnes, demikian pula karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi 
Anti Penyiksaan, Konvensi Jenewa IV, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, 
kesemuanya ini mengandung konsekuensi Indonesia menganut Prinsip Non Refoulement.
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dikategorikan sebagai pengungsi internasional. Banyak dari orang atau kelompok yang 
berpindah dari negaranya dengan cara yang ilegal. Ilegal dalam arti menjadi imigran gelap 
atau memasuki wilayah suatu negara (bukan negaranya) dengan cara yang tidak sesuai dengan 
aturan hukum internasional.
Masalah pengungsi merupakan persoalan paling pelik yang dihadapi masyarakat dunia 
saat ini. Banyak diskusi telah dilakukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk terus 
berusaha mencari cara-cara lebih efektif untuk melindungi dan membantu kelompok yang 
sangat rentan ini. Sejumlah orang menyerukan ditingkatkannya kerja sama dan koordinasi 
antar lembaga yang memberi bantuan, sebagian lain menunjuk pada celah-celah dalam 
peraturan internasional dan menghimbau disusunnya standar-standar dalam bidang ini lebih 
jauh lagi.
Bagaimanapun, setiap orang setuju bahwa persoalan ini merupakan masalah multi-
dimensional dan global. Oleh karenanya, setiap pendekatan dan jalan keluar harus dilakukan 
secara komprehensif dan menjelaskan semua aspek permasalahan, dari penyebab eksodus 
massal sampai penjabaran respon yang perlu untuk menanggulangi rentang permasalahan 
pengungsi, dari keadaan darurat sampai pemulangan mereka (repatriasi).1 
Dalam perdebatan ini, beberapa fakta tetap tidak dapat diingkari. Pertama, ketika 
sejumlah pemindahan massal masih mungkin untuk dicegah, tidak ada yang sukarela 
melakukannya. Tidak ada orang yang menyukai atau memilih menjadi pengungsi. Menjadi 
pengungsi berarti lebih buruk daripada menjadi orang asing. Pengungsi berarti hidup dalam 
pembuangan dan tergantung kepada orang lain untuk memperoleh kebutuhan pokok seperti 
makanan, pakaian dan perumahan. Informasi mengenai jumlah pengungsi di dunia, pembagian 
wilayah mereka, dan penyebab dari eksodus pada umumnya telah ada. Secara kronologis, 
informasi ini menyampaikan bahwa masalah pengungsi telah mengalami perubahan drastis 
dalam jumlah dan mutu selama lima dasawarsa terakhir.
Semenjak pembentukannya, PBB telah bekerja untuk melindungi para pengungsi di 
seluruh dunia. Pada 1951, saat Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
Pengungsi (yang dalam penulisan selanjutnya penulis singkat dengan kata UNHCR) didirikan, 
diperkirakan satu juta pengungsi berada dalam mandat UNHCR. Saat ini jumlah tersebut telah 
meningkat menjadi sekitar 17.5 (tujuh belas koma lima) juta pengungsi, di samping 2.5 (dua 
koma lima) juta pengungsi yang ditangani oleh bantuan PBB dan perwakilan pekerja untuk 
pengungsi Palestina di Timur Tengah (UNRWA), dan lebih dari 25 (dua puluh lima) juta 
orang mengalami pemindahan di dalam negeri.2 Pada tahun 1951, hampir seluruh pengungsi 
adalah orang Eropa. Saat ini sebagian besar pengungsi berasal dari Asia dan Afrika. Tidak 
1   Hak Asasi Manusia dan Pengungsi. Lembar Fakta Nomor 20 (http;//lem_fak-ham_dan_pengungsi.
pdf). Diakses pada hari Selasa, 14 Juni 2011, Pukul 20:00 WITA. Hlm. 1-2
2   Ibid.
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seperti dahulu, pergerakan pengungsi saat ini lebih banyak terjadi dalam bentuk eksodus 
massal daripada pelarian secara individual. 80% (delapan puluh persen) pengungsi saat ini 
adalah perempuan dan anak-anak.
Penyebab terjadinya eksodus juga telah berlipat ganda, berbeda dengan dahulu, 
sekarang dikarenakan bencana alam (ekologi) dan kemiskinan. Akibatnya, banyak pengungsi 
saat ini yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam konvensi sehubungan dengan status 
pengungsi. Hal ini menyangkut korban-korban pengejaran (persecution) karena alasan ras, 
agama, kewarganegaraan, anggota dari kelompok sosial atau pandangan politik tertentu. 
Situasi pengungsi telah menjadi contoh klasik sifat saling ketergantungan masyarakat 
internasional, terbukti bagaimana persoalan pengungsi satu negara dapat membawa akibat 
langsung terhadap negara lainnya. Hal ini juga merupakan contoh saling ketergantungan 
antara masalah itu. Ada hubungan yang jelas antara persoalan pengungsi dan masalah hak 
asasi manusia (HAM).
Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia bukan hanya sebagian di antara 
penyebab utama eksodus massal, tetapi juga menghilangkan adanya pilihan pemulangan 
secara sukarela selama hal tersebut terjadi. Pelanggaran terhadap hak kelompok minoritas 
dan pertikaian antar suku makin banyak menjadi sumber eksodus massal dan pemindahan di 
dalam negeri.3 Pengabaian hak minimum pada pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan 
di dalam negeri merupakan dimensi lain dari hubungan antara kedua masalah tersebut. 
Selama dalam proses mencari suaka, jumlah orang-orang yang menghadapi upaya-upaya 
pembatasan, yang menyebabkan mereka tidak mempunyai akses pada wilayah yang aman, 
semakin bertambah.
Pada sejumlah contoh, pencari suaka dan pengungsi ditahan dan dikembalikan dengan 
paksa ke daerah di mana jiwa, kemerdekaan dan keamanan mereka terancam. Beberapa 
di antara mereka diserang oleh kelompok bersenjata, atau dimasukkan menjadi anggota 
angkatan bersenjata dan dipaksa berperang untuk salah satu pihak atau pihak lainnya dalam 
pertikaian sipil. Pencari suaka dan pengungsi juga menjadi korban serbuan berdasarkan ras. 
Para pengungsi mempunyai hak yang harus dihormati sebelum, selama dan setelah proses 
pencarian suaka. Penghormatan terhadap HAM merupakan syarat yang penting untuk 
mencegah dan menyelesaikan masalah arus pengungsi saat ini. 
Oleh karena itu, masalah pengungsi telah menjadi isu internasional yang harus segera 
ditangani. Komitmen masyarakat internasional untuk menentang segala bentuk tindakan 
pelanggaran HAM berat, baik itu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, atau kejahatan 
lainnya, yang menjadikan cikal bakal lahirnya pengungsi.4 Sepanjang sejarah manusia di 
3   Ibid.
4   Kadarudin, Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi 
1951. Jurnal Hukum Internasional “Jurisdictionary” Vol. VI Nomor 1. Juni 2010. Makassar: Bagian Hukum 
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 2, Juni 2012
AMANNA GAPPA
141
belahan bumi manapun selalu terpaksa melarikan diri dari tempat kelahirannya dan mencari 
tempat	untuk	berlindung	dari	penganiayaan,	kekerasan,	maupun	konflik	bersenjata.	Namun	
baru pada awal abad ke-20 negara-negara menyadari bahwa untuk melindungi pengungsi 
dibutuhkan kerjasama global.5 Maka dalam bentuk penanganannya, masyarakat internasional 
berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang terkait 
dengan pengungsi, setiap negara dapat bertanggung jawab dan menjamin agar hak warganya 
dihormati, oleh karenanya perlindungan internasional hanya diperlukan, jika perlindungan 
nasional tidak diberikan atau tidak ada. Pada saat itu, tanggung jawab utama untuk memberikan 
perlindungan internasional terletak pada negara di mana individu mencari suaka. 
Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional 
sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk prinsip non refoulement 
sebagai norma yang harus dihormati dan wajib ditaati oleh semua negara. Akan tetapi 
dalam praktiknya, banyak negara-negara yang kemudian enggan menerima para pencari 
suaka dan pengungsi serta mengabaikan hak-hak asasi para pencari suaka dan pengungsi 
tersebut, bahkan melanggar prinsip mengenai larangan pengusiran atau pengembalian (non 
refoulement) yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Sebut saja negara Thailand, 
yang telah melanggar prinsip non refoulement yang ia lakukan kepada para pencari suaka 
Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh yang datang ke negaranya.
Seharusnya Myanmar dan Bangladesh (yang menyebabkan terjadinya arus pengungsi 
Rohingya) juga dapat bercermin kepada Kanada ataupun Australia yang tetap mempertahankan 
politik multikulturalisme yaitu tetap membiarkan kominitas-komunitas budaya tetap hidup 
berdampingan tanpa kehilangan identitasnya, kehidupan yang saling menghargai keyakinan 
dan pandangan budaya masing-masing diutamakan dalam persatuan yang dibentuk.6 Dapat 
dibayangkan, jika banyak negara melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh 
Thailand terhadap pengungsi yang datang ke wilayahnya. Ini berbanding terbalik dengan apa 
yang dilakukan oleh Indonesia yang telah banyak membantu para pengungsi yang datang 
ke wilayahnya, bahkan menangani para pengungsi tersebut berdasarkan penanganan sesuai 
yang diatur dalam Konvensi 1951 walaupun hingga saat ini (Mei 2012) Indonesia belum 
meratifikasi	Konvensi	1951.	
Beberapa penanganan yang dilakukan Indonesia, yaitu non diskriminasi terhadap 
pengungsi yang berasal dari negara manapun (Article 3 Konvensi 1951), penyatuan (Article 
20 Konvensi 1951), tempat tinggal (Article 21 Konvensi 1951), pendidikan (Article 22 
Konvensi 1951), pertolongan publik (Article 23 Konvensi 1951), serta larangan pengusiran 
Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (2010). Hlm. 114
5 UNHCR, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi 
Perhatian UNHCR. (Switzerland: Komisaris Tinggi PBB Untuk Urusan Pengungsi, 2005). Hlm. 5 
6 Hendra Nurtjahjo, Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen. (Jakarta: Rajawali Pers, 
2005). Hlm. 58
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atau pengembalian ke negara asal (non refoulement/Article 33 Konvensi 1951). Penanganan-
penanganan seperti ini sudah dilakukan oleh Indonesia mulai dari tahun 1975 hingga saat ini, 
didukung pula dengan salah satu pasal dalam konstitusi Indonesia pada Pasal 28G ayat (2) 
UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan 
derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”7
Ketika terjadinya perang saudara antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara (Vietkong),8 
tercatat sekitar 250 ribu pengungsi berlabuh/terdampar di Pulau Galang, Kepulauan Riau, 
Indonesia. Atas dasar kemanusiaan, pemerintah Indonesia memutuskan bekerjasama dengan 
UNHCR untuk membuat penampungan bagi para pengungsi Vietnam yang didanai oleh 
UNHCR. Selama 18 tahun para pengungsi tersebut bertempat tinggal di Indonesia hingga 
pada tahun 1996.
Peristiwa tersebut tidak sampai di situ saja, setelah pemulangan pengungsi dari Vietnam 
tersebut, Indonesia saat ini telah menjadi negara transit bagi para migran, pencari suaka dan 
pengungsi dengan negara tujuan Australia. Para imigran, pencari suaka dan pengungsi yang 
datang dari Aljazair, Afghanistan, Iran, Cina, Sri Lanka, hingga yang baru-baru ini, yaitu 
pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh sempat singgah, bahkan 
tinggal untuk beberapa waktu di Indonesia. Maka dari itu, permasalahan yang hendak 
diuraikan dalam tulisan ini, yaitu: Apakah yang dimaksud dengan prinsip non refoulement? 
Apa yang mendasari Indonesia terikat dengan prinsip non refoulement?
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Gambaran Prinsip Non Refoulement
Berdasarkan  Pasal 14 ayat (1) Universal Declaration of Human Right 1948 (Deklarasi 
Universal HAM),  setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka dari negara 
lain karena takut akan penyiksaan. Setiap pencari suaka-pun memiliki hak untuk tidak diusir 
atau dikembalikan secara paksa apabila mereka telah tiba di suatu negara dengan cara yang 
tidak lazim. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip non refoulement.
Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menyebutkan bahwa negara-
negara peserta konvensi ini tidak diperbolehkan untuk mengusir ataupun mengembalikan 
pengungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya dimana keselamatan dan kebebasan 
mereka terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial 
ataupun pandangan politiknya.9	 Selain	 itu,	 definisi	 yang	 hampir	 sama	 dikemukakan	 oleh	
7 Fandi Ahmad dan Tim Setia Kawan, UUD 1945 Amandemen  Pertama-Ke empat “1999-2002”. (Jakarta: 
Setia Kawan, 2004). Hlm. 23
8 Anonim. 2011. Kisah Pilu Manusia Perahu Vietnam (http://www.dewo.word press.com/2006/02/16/
kisah-pilu-manusia-perahu-vietnam). Diakses pada hari Selasa, 14 Juni 2011, Pukul 20:30 WITA 
9 Sulaiman Hamid, Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional. (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). Hlm. 96
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Michelle Foster,10 bahwa:
“The key protection in the refugee convention is non-refoulement, the obligation on 
states not to return a refugee to place in which he will face the risk of being persecuted.” 
(Inti dari perlindungan terhadap pengungsi adalah negara berkewajiban untuk tidak 
memulangkan para pengungsi ke negara asal dimana keselamatan mereka terancam 
karena adanya penyiksaan).
Prinsip non refoulement ini tidak hanya terdapat pada Konvensi 1951, namun 
juga tercantum secara implisit maupun eksplisit pada Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan 
(Convention Against Torture), Pasal 45 paragraf 4 Konvensi Jenewa IV (Fourth Geneva 
Convention) tahun 1949, Pasal 13 pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 
(International Covenant on Civil and Political Rights) 1966, dan instrumen-instrumen HAM 
lainnya. 
Prinsip inipun telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional 
(international customary law). Dalam arti, negara yang belum menjadi pihak (state parties) 
dari Konvensi 1951 pun harus menghormati prinsip non refoulement ini. Prinsip utama yang 
melatar belakangi perlindungan internasional bagi pengungsi, perangkat-perangkat kuncinya 
adalah Konvensi 1951 dan Protokol 1967.11 Ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalamnya 
meliputi:
a. Larangan untuk memulangkan pengungsi dan pencari suaka yang beresiko menghadapi 
penganiayaan saat dipulangkan (prinsip non-refoulement).
b. Persyaratan untuk memperlakukan semua pengungsi dengan cara yang non 
diskriminatif.
c. Standar perlakuan terhadap pengungsi.
d. Kewajiban pengungsi kepada negara tempatnya suaka.
e. Tugas negara untuk bekerja sama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsi-
fungsinya.
Namun	 lebih	 spesifik	 lagi,	 yang	 dimaksud	 dengan	 prinsip	 non-refoulement, yaitu 
meliputi:
a. Melarang pengembalian pengungsi dengan cara apapun ke negara atau wilayah dimana 
hidup atau kebebasannya terancam dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan 
dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.
b. Pengecualian hanya dapat dilakukan jika pengungsi yang bersangkutan merupakan 
ancaman bagi keamanan nasional atau yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas 
kejahatan yang serius, berbahaya bagi masyarakat namun tidak berlaku jika individu 
10   Michelle Foster, Protection Elsewhere: the Legal Implications of Requiring Refugees to seek Protection 
in Another State. Michigan Journal of International Law Volume 28:223 (2007). Hlm. 226
11   UNHCR, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi 
Perhatian UNHCR.  Op.Cit.  Hlm. 39
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tersebut menghadapi resiko penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, 
tidak manusiawi atau menghinakan.
c. Sebagai bagian dari hukum kebiasaan dan traktat, prinsip dasar ini mengikat semua 
negara.
Indonesia Terikat Prinsip Non Refoulement
Pengungsian merupakan suatu bentuk perpindahan penduduk yang mempunyai 
ciri berbeda daripada bentuk perpindahan penduduk lainnya. Ciri yang sedemikian itu 
membedakan pengungsi dengan kategori migran lainnya serta berpengaruh terhadap 
mekanisme perlindungan yang diterapkan kepada mereka. Perpindahan penduduk, baik 
yang berada di wilayah negara maupun yang sudah melintasi batas negara, merupakan 
peristiwa yang telah lama ada dalam sejarah manusia dan semakin sering terjadi sekarang 
ini. Dari sudut pandang negara penerima, arus pengungsian selain merupakan masalah 
kemanusiaan juga berdampak pada bidang keamanan, ekonomi dan keseimbangan sosial 
politik di negara tempat ia mengungsi. Masalah internal di suatu negara dan berkurangnya 
bantuan internasional bagi para pengungsi mengakibatkan semakin banyak negara menutup 
perbatasannya dari gelombang pengungsi dalam jumlah yang besar.
Terjadinya pengusiran terhadap para pengungsi, baik oleh negara yang telah menjadi 
pihak pada Konvensi 1951 maupun negara-negara yang belum menjadi pihak pada konvensi 
tersebut, telah meningkatkan penderitaan pengungsi menjadi semakin berkepanjangan. 
Beberapa negara pihak pada Konvensi 1951 bahkan mengusir para pengungsi dengan alasan 
para pengungsi tersebut dapat mengancam keamanan nasional atau mengganggu ketertiban 
umum di negara tersebut seperti yang dilakukan Irak terhadap pengungsi Palestina yang 
memasuki wilayahnya12 (padahal Irak belum atau tidak mengetahui bahkan belum bisa 
membuktikan secara pasti tentang motif kedatangan mereka dan apakah dapat mengancam 
keamanan negaranya atau tidak). 
Pengusiran	terhadap	pengungsi	yang	dilakukan	oleh	Irak	(negara	peratifikasi	Konvensi	
1951) berlawanan dengan ketentuan Pasal 33 Konvensi 1951 mengenai larangan pengusiran. 
Larangan pengusiran yang terkenal dengan istilah prinsip non refoulement merupakan suatu 
tonggak dalam hukum internasional, pasal tersebut menetapkan bahwa negara-negara pihak 
pada konvensi ini tidak boleh mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi, dengan 
cara apapun, ke perbatasan wilayah negara pihak yang akan mengancam kehidupan maupun 
kebebasan pengungsi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok 
sosial tertentu ataupun karena opini politiknya. Pasal 33 yang berisi prinsip non refoulement 
ini termasuk dalam pasal-pasal yang tidak dapat direservasi dan prinsip ini pun mengikat 
12   Lihat Berita “PBB Bertanggung Jawab Atas Pengungsi Palestina di Iraq”, 31 Januari 2012, (http://
penerang.com).
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negara-negara bukan peserta Konvensi 1951.
Walaupun Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi 1951, namun pada praktiknya, 
Indonesia secara konsisten telah menerapkan prinsip ini ketika menghadapi eksodus pengungsi 
Vietnam.	Pemerintah	sampai	saat	ini	belum	mengajukan	undang-undang	untuk	meratifikasi	
konvensi mengenai status pengungsi. Namun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(DPR RI) sepenuhnya mendukung Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 
2011-2014	 yang	 dicanangkan	 pemerintah,	 termasuk	 rencana	 untuk	 meratifikasi	 konvensi	
mengenai status pengungsi bahkan sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) 2010-2014.13 
Perlu	proses	dalam	meratifikasi	konvensi	tersebut	dan	UNHCR	menghargai	komitmen	
Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM. Indonesia sebagai negara yang strategis di peta 
dunia, dapat menjadi ‘negara asal’ ataupun ‘negara transit’ pengungsi dan hingga saat ini 
tidak pernah ditemukan kasus bahwa Indonesia menjadi negara tujuan akhir para pengungsi. 
Alasan Indonesia menangani pengungsi yang masuk ke wilayahnya adalah berdasarkan 
alasan kemanusiaan14 dan sebagai negara pelopor HAM di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, 
Indonesia sangat menghargai prinsip non refoulement yang wajib ditaati oleh semua negara 
tanpa terkecuali (norma erga omnes).
Prinsip non refoulement yang mencerminkan perlindungan minimum berdasarkan 
alasan kemanusiaan tercantum dalam Pasal 33 Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi. 
Pasal 33 ini mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu:15
1. Konvensi 1951 hanya mengikat negara-negara yang telah menjadi pihak pada konvensi 
tersebut. Berdasarkan Pasal I ayat (2) Protokol 1967, suatu negara yang tidak menjadi 
pihak pada Konvensi 1951 namun menjadi pihak pada Protokol 1967, juga terikat pada 
Pasal 2 hingga Pasal 34 Konvensi 1951. Dengan demikian, Pasal 33 Konvensi 1951 
mengikat negara-negara yang menjadi pihak pada Konvensi 1951 atau Protokol 1967, 
atau pada kedua instrument tersebut.
2. Konvensi 1951 bersifat kemanusiaan. Hal ini secara jelas tercantum dalam paragraf 
pembukaan Konvensi 1951 yang mengemukakan bahwa “PBB peduli pengungsi dan 
menjamin pengungsi mendapatkan hak-hak dasarnya serta kebebasannya sebagaimana 
yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal 
13   Dokumen Amnesty International Submission for the UPR of Indonesia.
14   Kadarudin, Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya di Wilayah Indonesia 
sesuai Konvensi 1951 (Convention Relating to the Status of Refugees). Makassar: Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, 2010. (Skripsi Tidak di Publikasikan).Hlm. 55
15   Jun Justinar, Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Hukum Internasional 
“Opini Juris” Volume III, September-Desember 2011, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian 
Internasional,	Kementerian	Luar	Negeri	RI).	Hlm.	19	–	20;	Lihat	juga	Sir	Elihu	Lauterpacht	&	Daniel	Bethlehem,	
The Scope and Content of the Principle of Non Refoulement, United Nations High Commissioner for Refugees, 
20 June 2001. Hlm. 20 - 21
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Hak-hak Asasi Manusia)”. Hal ini merupakan pengakuan dari seluruh negara terhadap 
aspek sosial dan kemanusiaan dari masalah pengungsi.
3. Larangan pengusiran mengandung hal yang khusus. Hal ini didukung oleh Pasal 42 
ayat (1) Konvensi 1951 yang mengecualikan Pasal 33 dari tindakan reservasi, dengan 
demikian larangan pengusiran dalam Pasal 33 Konvensi 1951 merupakan suatu 
kewajiban yang tidak dapat dikurangi sedikitpun (non-derogable) yang membangun 
esensi kemanusiaan dalam Konvensi 1951.
Sifat non-derogable larangan pengusiran ditegaskan kembali oleh Pasal VII ayat (1) 
Protokol 1967. Komite Eksekutif UNHCR bahkan lebih jauh menetapkan bahwa prinsip 
non refoulement merupakan kemajuan peremptory norm dalam hukum internasional. Prinsip 
non refoulement telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang bermakna 
seluruh negara, baik telah menjadi negara pihak maupun bukan, pada konvensi-konvensi 
pengungsi dan/atau hak asasi manusia (Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi Geneva IV) 
yang melarang pengusiran, berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi 
seseorang ke negara di mana hidup atau keamanan orang itu sungguh-sungguh berada dalam 
bahaya.16
Dalam sistem hukum internasional, konsep jus cogens atau yang sering juga disebut 
sebagai norma pemaksa dalam hukum internasional (peremptory norm of international law) 
adalah suatu ketentuan hukum yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional 
dan ketentuan hukum tersebut tidak dapat disimpangi atau dikalahkan oleh ketentuan hukum 
lain.17 Oleh karena itu, bersifat imperatif. Sebagai peremptory norm atau jus cogens, prinsip 
non refoulement harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah. 
Hak dan prinsip fundamen ini telah diadakan untuk kepentingan semua orang tanpa 
memandang apakah negara sudah menjadi pihak pada Konvensi 1951 atau belum dan tanpa 
memperhatikan apakah orang tersebut sudah diakui statusnya sebagai pengungsi atau tidak.18 
Oleh sebab itu, prinsip non refoulement juga telah menjadi kewajiban hukum yang dimiliki 
oleh negara terhadap masyarakat negara secara keseluruhan (norma erga omnes), sehingga 
pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menjadi perhatian tidak hanya negara korban, tetapi 
juga kepada semua anggota lain dari komunitas internasional.
1. Pengecualian dalam Penerapan Prinsip Non Refoulement
Pada praktiknya, penerapan prinsip non refoulement ini tidak bersifat mutlak atau 
absolut. Berdasarkan Pasal 33 ayat 2 Konvensi 1951, mengatur bahwa:
“Penerapan prinsip non refoulement tidak berlaku, bila pengungsi tersebut 
16   Ibid.
17   Sigit Riyanto, Prinsip Non Refoulement dan Relevansinya Dalam Hukum Internasional, “Jurnal 
Mimbar Hukum”, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010. Hlm. 441
18   Jun Justinar, Loc.Cit. Hlm. 20
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keberadaannya mengancam keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum di 
negara tempat ia mencari perlindungan.” 
Menurut Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951, larangan memaksa pengungsi kembali ke 
negara dimana ia mungkin mengalami persekusi tidak diterapkan kepada pengungsi yang 
mengancam keamanan negara, atau ia telah mendapatkan putusan akhir dari hakim atas 
kejahatan serius yang telah ia perbuat, serta membahayakan masyarakat negara setempat. 
Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk pengecualian yang sangat mendesak. Hal tersebut 
bermakna, apabila pengecualian tersebut akan diterapkan, maka harus dibuktikan bahwa 
terdapat hubungan langsung antara keberadaan pengungsi di suatu negara dengan keamanan 
nasional negara itu yang terancam19 (inilah yang tidak dapat dibuktikan oleh Irak ketika 
mengusir pengungsi asal Palestina yang memasuki ke wilayahnya).
Pada dasarnya penafsiran tentang ancaman bagi keamanan nasional merupakan 
kewenangan otoritas negara setempat sebagai pemegang kedaulatan. Namun demikian, 
penilian tentang adanya ancaman bagi keamanan nasional oleh negara setempat karena 
kehadiran pengungsi yang dilakukan secara kasus per-kasus, harus didasari oleh itikad baik 
(good faith).20 Pengusiran pengungsi yang sedemikian itu hanya akan dilakukan sebagai 
pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya. 
Kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan 
lain, pengungsi itu akan diizinkan menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya serta 
mengajukan banding kepada instansi yang berwenang. 
Pengecualian penerapan non refoulement mensyaratkan adanya unsur ancaman 
terhadap keamanan negara dan gangguan terhadap ketertiban umum di negara setempat. Bagi 
Indonesia, keamanan tidak hanya dalam konteks keamanan internal suatu negara, namun 
juga dalam sistem keamanan pangan, kesehatan, keuangan dan perdagangan.21 Ancaman 
meliputi hambatan, tantangan dan gangguan. Dalam arti sempit, ancaman dapat bersifat 
terencana ataupun residual. Ancaman terencana dapat berupa subversi (menggulingkan 
pemerintahan sah yang sedang berkuasa) maupun pemberontakan dalam negeri maupun 
infiltrasi	(penyusupan),	subversi,	sabotase	(pengrusakan)	dan	invasi	(penyerbuan	ke	wilayah	
Negara lain). Ancaman residual adalah berbagai keadaan dalam masyarakat yang merupakan 
kerawanan ekonomi, sosial dan politik yang apabila tidak ditangani secara tuntas pada 
waktunya, akan memicu kerusuhan yang dapat dipergunakan oleh unsur-unsur subversi atau 
pemberontak untuk kepentingannya.22
19   Ibid.
20   Sigit Riyanto, Loc.Cit.  Hlm. 447
21   Jun Justinar, Loc.Cit. Hlm. 21; J. Ann Tickner, “Re-visioning Security,” International Relations Theory 
Today (London: Ken Booth dan Steve Smith, eds., 1994), Hlm. 180
22   Ibid. Lihat juga Sjaafroedin Bahar dkk, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Tahap Lanjutan 
(Jakarta: Intermedia, 1994), Hlm. 68
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 2, Juni 2012
AMANNA GAPPA
148
Dapat dimaklumi bahwa arus pengungsi dalam jumlah besar dapat membebani 
perekonomian,	mengubah	keseimbangan	etnis,	menjadi	sumber	konflik,	yang	bahkan	dapat	
mengakibatkan kekacauan politik di tingkat lokal maupun nasional di suatu negara. Suatu 
negara berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan 
nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) dan jika dapat menghindari perang atau jika 
terpaksa berperang, dapat keluar sebagai pemenang.23
Sementara itu, ketertiban umum adalah suatu keadaan di mana pemerintah dan rakyat 
dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Mengingat unsur-unsur tersebut di 
atas, apabila Indonesia harus melakukan pengusiran pengungsi, maka beberapa peraturan 
perundang-undangan berikut sangat layak menjadi dasar pertimbangannya. Di antaranya, 
KUHP Buku Ketiga Bab II mengenai Pelanggaran Ketertiban Umum, Peraturan Presiden 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara 
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 
tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan serta 
peraturan pelaksananya.24
2. Mengikatnya Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia
a) Kewajiban Negara Terhadap Aturan Hukum Kebiasaan Internasional (Berdasarkan Aspek 
Moral dan Etika Dalam Penegakan Hukum Internasional)
Moral dan etika pada hakekatnya merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang 
menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan secara benar 
dan layak. Dengan demikian prinsip dan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan sikap yang benar 
dan yang salah yang mereka yakini. Etika sendiri sebagai bagian dari falsafah merupakan 
sistim dari prinsip-prinsip moral termasuk aturan-aturan untuk melaksanakannya.25
Dalam hukum internasional moral dan etika tersebut dikaitkan pada kewajiban subyek 
hukum internasional, antara lain seperti negara untuk melaksanakan dengan etikat baiknya 
ketentuan-ketentuan di dalam hukum internasional tersebut yang merupakan perangkat 
23  Ibid.
24  Ibid.
25   Sumaryo Suryokusumo, Aspek Moral dan Etika Dalam Penegakan Hukum Internasional. (Makalah, 
2003). Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manususia. Hlm. 
1; Lihat Juga Sinclair, John M. 1988. English Language Dictionary. London: Collins. Lihat juga Hornby, AS. 
2000. Oxford Edvanee Leaner’s Dictionary of Current English. London: Oxford University Press. Hlm. 174
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prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh 
masyarakat internasional.26 Seperti halnya prinsip larangan pemulangan kembali ke negara 
asal atau pengusiran para pencari suaka yang masuk ke dalam wilayah suatu negara (prinsip 
non refoulement). Sehubungan dengan hal itu, hukum internasional memberikan dasar hukum 
bagi pengelolaan secara tertib dalam hubungan internasional.
Negara sebagai subyek hukum internasional dan sebagai anggota masyarakat 
internasional sudah tentu harus menghormati dan melaksanakan bukan saja aturan hukum 
kebiasaan internasional (rules of international customary law) yang sudah merupakan aturan-
aturan hukum yang sudah diterima oleh masyarakat internasional secara luas, tetapi juga 
prinsip-prinsip hukum internasional yang tersusun dalam instrumen-instrumen internasional 
di mana negara tersebut menjadi pihak.
Aturan-aturan hukum kebiasaan internasional tersebut merupakan praktek-praktek 
umum yang sudah diterima oleh semua negara sebagai hukum yang hampir semuanya terdiri 
dari elernen-elemen yang bersifat konstitutif.27 Praktik-praktik negara tersebut bersifat tetap 
dan seragam dan membentuk suatu kebiasaan. Praktik-praktik tersebut telah meningkat 
pelaksanaannya secara universal karena banyak negara lagi yang telah menggunakannya 
sebagai kebiasaan seperti halnya prinsip non refoulement. Oleh karena itu, kekuatan 
mengikatnya adalah mengikat semua negara tanpa terkecuali, ini dikarenakan hukum 
kebiasaan internasional dianut oleh semua negara.
Sebelum hukum dibuat oleh negara maka dalam mengatur hubungan internasional telah 
digunakan kebiasaan-kebiasaan.28 Sebelum kebiasaan itu menjadi hukum, maka kebiasaan 
itu harus berlangsung dalam waktu yang cukup lama agar dapat memperoleh persetujuan 
bersama dari anggota masyarakat internasional. Kebiasaan sebagai suatu sumber hukum 
internasional pada umumnya telah diterima dan diakui oleh para ahli hukum baik dari dunia 
Barat maupun dunia Timur. Menurut pandangan Mahkamah Internasional untuk menjadikan 
suatu aturan hukum kebiasaan internasional, memang diperlukan suatu masa yang cukup 
panjang, dimana kepentingan negara-negara akan terpengaruh secara khusus dan aturan-
aturan tersebut dikenakan secara luas dan seragam.29
b) Prinsip Non Refoulement Sebagai Norma “Erga Omnes”
Prinsip non-refoulement juga mengikat negara-negara bukan peserta pada Konvensi 
1951 karena selain prinsip ini merupakan jus cogens dan peremptory norm dan sebagai 
26   Oppenheim Leuterpacht, dalam bukunya C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2002. Modul 
Hukum Internasional, Jakarta: Djambatan. Hlm. 5
27   Sumaryo Suryokusumo, (2003). Op.Cit. Lihat Juga Maryan Green, N.A. 1973. lnternational Law, Law 
of Peace.	(London:	MacDonald	&	Evans	Ltd,	2003).	Hlm.	18
28   Sumaryo Suryokusumo, (2003). Op.Cit. Lihat Juga Quincy Wright, Custom as Basis for InternationaI 
Law, in the Postwar World, Texas International Law Forum (Summer, 1966), No. 2
29   Sumaryo Suryokusumo, (2003). Op.Cit. Lihat Juga Karol Wolfke, Monograf berjudul Custom in 
Present International Law (Waesaw, 1964).
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hukum kebiasaan internasional, prinsip non refoulement juga diakui sebagai norma “erga 
omnes”. Sebagai jus cogens/peremptory norm dan hukum kebiasaan internasional, maka 
prinsip non-refoulement telah menjadi norma erga omnes sehingga daya ikatnya secara 
hukum melingkupi pula negara-negara yang tidak menjadi pihak pada Konvensi 1951.
c) Prinsip Non Refoulement Juga Diatur Dalam Beberapa Instrumen Internasional Tentang 
HAM
Prinsip non refoulement ini tidak hanya terdapat pada Konvensi 1951, namun juga 
tercantum secara implisit maupun eksplisit dalam Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan 
(Convention Against Torture), Pasal 45 paragraf 4 Konvensi Jenewa IV (Fourth Geneva 
Convention) tahun 1949, Pasal 13 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 
(International Covenant on Civil and Political Rights) 1966, yang kesemuanya telah 
diratifikasi	oleh	Indonesia.
d) Penerapan Prinsip Non Refoulement di Indonesia
Non refoulement tidak sama dengan deportasi ataupun pemindahan secara paksa. 
Deportasi ataupun pengusiran terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah karena 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara setempat atau ia menjadi 
tersangka perbuatan pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses peradilan. Prinsip 
non refoulement  secara tersirat dapat ditemukan pada Pasal 24 TAP MPR No. XVII / 1998 
mengenai HAM, Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 26-28 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
1999 tentang Hubungan Luar Negeri.30
Praktik penerapan prinsip non-refoulement ini di Indonesia dilaksanakan berdasarkan 
Surat Direktur Jenderal Imigrasi (untuk selanjutnya disebut dengan Surat Dirjen) Nomor 
F-IL.01.10-1297, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia RI dan Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, untuk memberikan 
petunjuk mengenai penanganan terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari 
suaka atau pengungsi. Surat tersebut menegaskan bahwa Indonesia secara umum menolak 
orang asing yang datang memasuki wilayah Indonesia, jika tidak memenuhi persyaratan 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
Hal tersebut wajar, mengingat setiap negara berhak menentukan orang asing mana saja 
yang diijinkan masuk ke wilayahnya. Kemungkinan masalah timbul dalam hal masuknya 
pengungsi, baik secara ilegal maupun legal, yang tidak boleh dikembalikan ke daerah yang 
membahayakan dirinya. Namun jika pengungsi tersebut terbukti melakukan tindak pidana, 
maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
30  Jun Justinar, Loc.Cit. Hlm. 22
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Pencegahan dan Penangkalan,31 Pemerintah berhak menangkal pengungsi tersebut masuk ke 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Surat Dirjen tersebut menegaskan pula jika terdapat orang asing yang menyatakan mencari 
suaka saat tiba di Indonesia, ia tidak dikenakan tindakan imigrasi berupa pendeportasian ke 
wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya. Isi surat ini sangat sesuai 
dengan prinsip non refoulement. Selanjutnya Surat Dirjen tersebut mengingatkan bahwa 
bila di antara orang asing dimaksud diyakini terdapat indikasi sebagai pencari suaka atau 
pengungsi, maka petugas setempat segera menghubungi pihak UNHCR untuk penentuan 
statusnya	(karena	penentuan	status	pegungsi	di	negara	bukan	peratifikasi	Konvensi	1951	dan	
Protokol 1967 tentang Status Pengungsi berada pada pihak UNHCR). Dalam hal kedatangan 
orang asing yang mencari suaka sedang diperiksa di tempat pemeriksaan Imigrasi yang jauh 
dari Kantor Perwakilan UNHCR, maka petugas harus melakukan koordinasi dan kesepakatan 
dengan penanggung jawab alat angkut sambil menunggu kedatangan pejabat perwakilan 
UNHCR.32
Selanjutnya, Surat Dirjen Imigrasi tersebut menetapkan bahwa orang asing yang telah 
memperoleh Attestation Letter (Surat Keterangan sebagai pencari suaka), pengungsi dan atau 
seseorang yang berada di bawah perlindungan UNHCR, tidak akan dipermasalahkan status 
izin tinggalnya selama di Indonesia. Apabila orang asing yang telah memperoleh status dari 
UNHCR sebagai pencari suaka atau pengungsi tersebut tidak mentaati ketentuan hukum, 
maka ia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Isi Surat Dirjen 
tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pasal 
42 undang-undang tersebut menyatakan bahwa tindakan keimigrasian dilakukan terhadap 
orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut 
diduga akan membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau 
mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengaturan hukum untuk menolak dan mengeluarkan orang asing tentu harus 
mempertimbangkan HAM sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 
dan	 konvensi-konvensi	 internasional	 yang	 sudah	 diratifikasi	 Pemerintah	 Indonesia.	 Jadi	
Pengaturan prinsip non refoulement di Indonesia secara praktis dilaksanakan berdasarkan 
Surat Dirjen Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 dengan memperhatikan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian serta peraturan terkait lainnya.
PENUTUP
Prinsip non refoulement mengikat semua negara (tanpa terkecuali), termasuk juga Indonesia. 
Prinsip non refoulement juga tidak hanya berlaku bagi pengungsi, namun juga berlaku 
31   Ibid.
32   Ibid.
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terhadap stateless persons dan pencari suaka. Oleh karena itu, prinsip inipun telah diakui 
sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (international customary law). 
Beranjak dari prinsip tersebut, negara yang belum menjadi pihak (state parties) dari 
konvensi-konvensi yang mengatur secara tegas mengenai prinsip non refoulement juga terikat 
dan wajib menghormati serta menerapkan prinsip non refoulement di negaranya masing-
masing, khususnya Indonesia yang sering dijadikan sebagai negara transit para pencari suaka 
dan pengungsi internasional.
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PENDAHULUAN
Secara historis, praktik impeachment itu untuk memproses pejabat-pejabat negara, yang 
terkait dalam kasus hukum terutama korupsi. Hampir seluruh negara-negara di dunia semua 
konstitusinya mengatur soal ini sebagai cara yang sah dan efektif untuk mengawasi jalannya 
pemerintahan agar tetap berada di jalur hukum dan konstitusi. Sehingga impeachment 
didesain sebagai instrumen untuk “menegur” perbuatan menyimpang, penyalagunaan dan 
pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik.1 
Dengan begitu, negara yang mengidealkan prinsip supremasi hukum dapat terhindar dari 
kemungkinan dipimpin oleh seorang yang kemudian berubah menjadi “tiran”.2 Karena setiap 
kekuasaan cenderung korup, apabila aturan hukum tidak memberikan batasan yang ketat dan 
rigit, maka biasanya kekuasaan akan disalahgunakan (abouse of power). 
1  Soimin, Impeachment (Presiden dan Wakil Presiden Indonesia), (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 11.
2 Ibid.
MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN 
(IMPEACHMENT) DAN KRITIK SUBTANSI 
PENGATURANNYA DI INDONESIA
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Abstract: The discourses about the government institutions has always been an interesting 
discussion. One of them concerning the impeachment of the President as the implementation 
of the executive power. The essential of the impeachment of the President influenced by the 
thought that the State which identically to the power needs for the restriction, supervision 
and balancing of the functions (check and balance) which aims to prevent the occurrence 
of distortion power. In the mechanism of Impeachment debate going on not only the law but 
also politic. Therefore, the role of the law becomes very important because there is a political 
influenced in the mechanism of the impeachment of the President. The law must be able to 
give a clear formulation. 
Keywords: Impeachment, President, Mechanism
Abstrak: Diskursus mengenai lembaga-lembaga negara selalu menjadi bahasan yang 
menarik. Salah satunya mengenai pemberhentian Presiden sebagai pelaksana kekuasaan 
eksekutif. Secara ensensial pemberhentian presiden dipengaruhi adanya pemikiran bahwa 
negara yang identik dengan kekuasaan perlu adanya pembatasan kekuasaan dan adanya 
fungsi pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan kekuasaan. Dalam mekanisme Impeachment tidak hanya terjadi 
perdebatan hukum akan tetapi juga politik. Oleh karena terdapatnya peran politik pada 
mekanisme pemberhentian presiden, maka peran hukum menjadi sangat penting. Hukum 
harus mampu memberikan rumusan yang jelas. 
Kata Kunci: Impeachment, Presiden, Mekanisme
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Impeachment bukan hanya merupakan permasalahan hukum akan tetapi juga politik. 
Hal ini dapat dilihat bahwa studi mengenai impeachment tidak hanya menjadi topik analis 
hukum tata negara, akan tetapi juga menjadi studi dalam ilmu politik, mekanisme impeachment 
sering disebut sebagai “political trial”. Keadaan ini dibuktikan adanya kegagalan-kegagalan 
impeachment di beberapa negara lebih ditentukan oleh proses politik. Menurut Baumgartner 
hal ini disebabakan oleh pengaturan impeachment yang telalu lemah yang diatur dalam materi 
konstitusi. Menurut Jody C. Baumgartner,3 terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi 
proses impeachment, yakni:
(1) The institutional balances of powers between the various branches of goverenment;
(2) The constitusional and statutory provisions for impeachment;
(3) The struktur of party politics;
(4) Presidential popularity prior to allegations of presidensial wrong doing; and
(5) Ather factor, including the media environment, ekonomic conditions and internasional 
pressure.
Dari 5 (lima) faktor tersebut, memang telihat bahwa mekanisme impeachment tidak 
hanya dipengaruhi oleh proses hukum tetapi juga politik. Bahkan, menurut Naoko Kada 
mekanisme impeachment merupakan bagian dari proses politik, walaupun telah menjadi 
pembahasan esklusif bagi para ahli hukum.4
Jika dikaitkan dengan pendapat Jody C. Baumgartner, maka faktor perimbangan 
kekuasaan institusional antara cabang kekuasaan pemerintah dan pengaturan konstitusi 
sangatlah penting. Maka, kontruksi teori pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and 
balancesharus menjadi dasar penyusunan mekanisme pemberhentian presiden secara 
konstitusional yang sesuai dengan konsep negara hukum.5 Itu sebabnya, semua sistem 
kekuasaan memerlukan kontrol dan pengimbang agar supaya kekuasaan tidak disalahgunakan 
oleh penguasa. Sehingga memunculkan suatu pemikiran harus adanya pembatasan kekuasaan 
negara dengan timbulnya pemikiran Negara Hukum yang didalamnya tersermin supermasi 
hukum (supermacy of law) dan persamaan di depan hukum (equality before the law)
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pemberhentian Presiden “Impeachment”
Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat beberapa ahli yang mebedakan berhenti dan 
diberhentikan. Makana berhenti, menurut Jimly Asshiddiqie mencakup 3 (tiga) pengertian 
3 Jody C. Baumgartner, Introduction: Comparative Presidential Impeachment, dalam Edt. Jody C. 
Baumgartner, Checking Executive Powers (Presidensial Impeachment in Comparative), (London: Praeger 
Publisher, 2003), hlm. 7. 
4 Naoko Kada, Comparative Presidential Impeachment: Conclusions, dalam Edt. Jody C. Baumgartner, 
Checking Executive Powers (Presidensial Impeachment in Comparative), (London: Praeger Publisher, 2003), 
hlm. 7.
5 Sapuan, Op. Cit., hlm. 62.
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yaitu: (1) berhenti karena mengundurkan diri secara sepihak, (2) berhenti dengan mengajukan 
permintaan atau permohonan berhenti, dan (3) berhenti karena diberhentikan.6
Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie membedakan mekanisme pemberhentian menjadi 
dua yakni penggantian dan pemakzulan keduanya merupakan bagian pemberhentian dalam 
arti luas. Permakzulan adalah tindakan hukum yang bersifat retributif yang didasarkan atas 
pembuktian hukum. Konsep pemakzulan ini merupakan tindakan penghukuman terhadap 
pelanggaran yang telah dilakukan. Karena tindakan bersifat retributif dan melihat ke belakang 
(backward looking). Sedangkan penggantian merupakan tindakan politik dan hukum yang 
bersifat preventif, proaktif dan antisipatif. Sifat tindakan penggantian itu dapat dikatakan 
preventif, proaktif dan antisipatif karena pertimbangannya lebih melihat ke depan (forward 
looking).7 Maka, perlu dibedakan pengertian berhenti, diberhentikan, dan memberhentikan. 
Berhenti mengandung pengertian meletakan jabatan atau pekerjaan. Sedangkan diberhentiakan 
atau dapat dihubungkan dengan memberhentikan, yakni dalam kaitannya kalimat aktif dan 
pasif, mengandung pengertian menghentikan atau memperhentikan.
Selain itu, pemberhentian presiden disebut sebagai impeachment. Kata, impeachment 
berasal dari bahasa Inggris, yakni “to impeach”. Dalam kamus bahasa Inggris, “to impeach” 
itu artinya “memanggil” atau “mendakwa” untuk meminta pertanggungjawaban. Selain itu, 
menurut Webster’s NewWorld Dictionary istilah to impeach berarti “to bring (a public official) 
before the proper tribunal on the charges of wrongdoing”.8 Berdasarkan pengertian tersebut 
impeachment, berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban 
atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukannya seorang pejabat negara dalam masa 
jabatan. 
Pengertian impeachment seringkali salah dipahami, sehingga seolah-olah mekanisme 
impeachment itu identik dengan pemecatan atau pemberhetian langsung.9 Padahal, mekanisme 
impeachment merupakan permintaan pertanggungjawaban yang tidak selalu berakhir 
dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban. 
Maka, mekanisme impeachment ini hanyalah sarana untuk memungkinkan dilakukannya 
pemberhentian terhadap pejabat publik, tetapi hasilnya tergantung proses pembuktian hukum 
dan proses politik yang menentukan kemungkinan dilakukan atau tidaknya pemberhentian 
itu.
6 Jimly Asshiddiqie, “Konsolidasi naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat”, (Jakarta: Pusat 
Kajian HTN UI, 2002), hlm. 14.
7 Jimly Asshiddiqie, “Pemberhentian dan Penggantian Presiden” dalam 70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid 
(Intregitas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum), Editor oleh A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurjahjo, 
(Jakarta: Pusat Studi HTN, 2000), hlm.  151.
8 Victoria Neufeldt, Webster`s New Dictionary, (New York: Prentice Hall, 1991), hlm. 676.
9 Dalam praktik impeachment yang pernah dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses 
impeachment yang berakhir dengan berhentinyaseorang pemimpin negara. Salah satunya adalah Presiden 
Lithuania, Rolandas Paskas. Di Amerika pernah terjadi beberapa kali proses impeachment... Namaun tidak 
berakhir dengan berhentinya Presiden. Winarno Yudho, ed all, Op. Cit. hlm. V.
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Terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadi hal pengkajian mengenai impeachment 
yakni: 1). Obyek impeachment; 2). Alasan impeachment; 3). Pproses impeachment.10 Setiap 
negara dapat dipastikan memiliki perbedaan pengaturan impeachment, yang dapat dilihat 
dari konstitusi mereka. Pada beberapa negara obyek impeachment tidak hanya terbatas pada 
pemimpin negara, seperti presiden atau perdana mentri. Akan tetapi juga terhadap pejabat 
tinggi negara, seperti hakim atau pimpinan lembaga-lebaga negara. Begitu pula dengan 
alasan impeachment. Jika dilihat dari materi muatan konstitusi negara-negara, mekanisme 
impeachment tidak selalu terjadi karena alasan pidana, tetapi juga dapat terjadi karena alasan 
pelanggaran konstiusi (violation of the constitution). Bahkan, alasan pidana juga memiliki 
variasi yang berbada pula. Begitu pula dengan prosesnya, secara umum proses impeachment 
merupakan proses peradilan tata negara, yang melibatkan lembaga legislatif dan yudikatif. 
Ketiga hal tersebut, akan di bahasa lebih lanjut di bawah ini.
Presiden sebagai obyek impeachment
Mekanisme impeachment dalam sistem ketatanegaraan di dunia, seringkali digunakan 
untuk melakukan pemberhentian jabatan yang berada pada kekuasaan eksekutif (executive 
of powers).11 Pemenggang kekuasan eksekutif dalam teori hukum tatanegara dapat diemban 
oleh Presiden atau Perdana Menteri. Kebedaaan keduanya berkaitan dengan sistem perintahan 
suatu negara yang kemudian berakibat pada bentuk pertanggungjawaban.
Menurut Soimin, pada negara yang bermodel sistem pemerintahan presidensial atau 
sistem pemerintahan parlementer, keduanya memiliki pranata kontrol kekuasaan yakni 
impeachment atau pertanggungjawaban. Pada sistem pemerintahan presidensial pranata 
yang digunakan dalam melakukan pengawasan adalah impeachment sedangkan sistem 
pemerintahan parlementer adalah pertanggungjawaban. Jika dilihat dari fungsi pengawasan 
impeachment atau pertanggungjawaban memang sama, akan tetapi keduanya memiliki 
esensi yang berbeda.
Perbedaan utama antara sistem presidensil dan parlementer, pada pokoknya menyangkut 
4 (empat) hal, yaitu: a). Terpisah tidaknya kekuasaan seremonial dan politik (fusion of 
ceremonial and political powers); b). Terpisah tidaknya personalia legislatif dan eksekutif 
(separation of legislatif and eksekutif personels); c). Tinggi redahnya corak kolektif dalam 
sistem pertanggungjawbannya (lack of collective responsibility); dan d). Pasti tidaknya 
jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (fixed term of office).12
10   Winarno Yudho, ed all, Op. Cit. dalam kutipan yang ketiga bukan proses akan tetapi mekanisme. 
Penggunaan istilah proses merupakan ubahan penulis.
11   Soimin, Op. Cit., hlm. 2.
12   Jimly Asshiddiqie Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah 
(telaah perbandingan konstitusi berbagai negara), Cet.1, (Jakarta: UI-PRESS, 1996), hlm. 82.
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Dalam sistem pemerintahan Presidensial, tidak ada pemisahan antara fungsi kepala 
negara dan fungsi kepala pemerintahan, kedua fungsi tersebut dijalankan oleh Presiden.13 
Presiden pada sistem Presidensil dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui badan 
pemilihan dan memiliki masa jabatan yang ditentukan oleh konstitusi.14 Dalam keadaan normal, 
kepala pemerintahan dalam sistem Presidensial tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri 
oleh badan legislatif masa jabatan Presiden fix term. Oleh karena itu, dibentuk mekanisme 
impachment sebagai sara kotrol badan legislatif terhadap Presiden. 
Pada sistem pemerintahan parlementer, terdapat pemisahan antara kepala negara dengan 
kepala pemerintahan. Hampir seluruh negara yang menganut sistem ini dapat dipastikan 
seorang kepala pemerintahan dipilih dari keanggotaan parlemen. Pada negara monarchy, 
dapat dipastikan kepala negaranya seorang raja, menurut Duguit berdasarkan keturunan. 
Sedangkan pada negara yang berbentuk Republik, di mana kepala negaranya diemban oleh 
Presiden pada setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda-beda dan Presiden memiliki 
masa jabatan yang telah ditentukan.15 Keberadaan Raja sebagai kepala negara, tidak lepas 
dari kenyataan sejarah. Sistem pemerintahan parlementer terbentuk karena pergeseran 
sejarah hegemoni kerajaan.16
Oleh karena itu, sistem parlementer juga mengenal mekanisme impeachment terhadap 
Presiden. Akan tetapi, ketentuan impeachment tidak menjadi hal yang penting pada sistem ini, 
dikarenakan Presiden hanya memiliki kedudukan simbolik sebagai pemimpin yang mewakili 
segenap bangsa dan negara. Secara historis sistem parlementer yang meperkenalakan 
makanime impeachment terhadap penjabat publik. 
13   Menurut pendapat Alan R. Ball salah satu ciri pemerintahan Presidensil adalah “The Presiden is both 
nominal and political head of State” Alan R. Ball, Modern Politic and Governmet, (New York: Macmillan 
Student Editiond, 1971), hlm. 24.
14   Negara Amerika merupakan acuan bagi sistem Presidensil. Sistem pemisahan kekuasaan dan sistem 
check and balance menjadi konsekwesi terbentuknya sistem pemerintahan Presidensil. Moh. Kusnardi dan 
Harmally Ibrahim, Op. Cit.,hlm. 177.Menurut von Mettenheim dan Rockman sebagaimana dikutip Rod hague 
dan Martin Harrop sistem Presidensil memiliki beberapa ciri yakni : (1) popular elections of the Presiden who 
directs the goverenment and makes appointments to it. (2) fixed terms of offices for the Presiden and the assembly, 
neither or which can be brought down by the other (to forestall arbitrary use of powers). (3) no overlaping in 
membership between the executive and the legislature.Rod hague dan Martin Harrop, Comperative Government 
and Politics an introduction, 5 ed, (New York: Palgrave, 2001), hlm. 237.
15    Pengisian jabatan Presiden pada negara republik pada sistem parlementer di sebagian negara diatur di 
dalam konstitusi mereka. Beberapa negara memilih secara langsung Presiden mereka, dipilih oleh parlement 
atau oleh suatu badan pemilihan. Sedangkan untuk masa jabatan Presiden sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) 
tahun.Ibid., hlm. 242.
16   Ciri umum pemerintahan parlementer, sebagaimana dijelaskan S.L Witman dan J.J Wuest, yakni: (1) It 
is based upon the diffusions of powers principle. (2) There is mutual responsibility between the the executive and 
the legislature; hance the executive may dissolve the ligislature or he must resign together with the rest of the 
cabinet whent his policies or no longer accepted by the majority of the membership in the legislature. (3)There 
is also mutual responsibility between the executive and the cabinet. (4) theexecutive (Prime Minister, Premier, 
or Chancellor) is chosen by yhe titular head of the State (Monarch or Presiden), accorfing to the support of 
majority in the legislature. Shepherd L. Witman dan John J. Wuest, Comperative Government, (Newyersy: 
Littleffield,	Adams	&	Co,	1963),	hlm.	8-9;	sebagaimana	pula	dikutip	suwoto	Mulyosudarmo	dalam	Suwoto	
Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan (Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nakwasara), (Jakarta: PT. 
Garamedia, 1997), hlm. 21.
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Menurut Charles L. Black mekanisme impeachment dikembangkan dari tradisi inggris 
yang bersistem parlementer.17 Akan tetapi mekanisme impeachment sudah mulai ditinggalkan 
karena adanya mekanisme “mosi tidak percaya”. Oleh karena itu, mekanisme “mosi tidak 
percaya”, yang menjadi unsur penting dalam sistem ini. Pada sitem parlementer kepala 
pemerintahan diemban oleh Perdana Menteri, dan terjadi percapuran kekuasaan yakni Perdana 
Mentri dan kabinetnya dibentuk dari anggota parlement yang terpilih. Menurut Alfred Stepan 
dan Cindy Skack,18 pemerintah harus mendapatkan mayoritas lembaga legislatif. Di dalam 
perjalanannya, pemerintah bisa jatuh melalui mosi tidakpercaya dari lembaga legislatif.
Pada sistem parlementer, kedudukan Presiden hanya sebagai kepala negara dimaksud 
bahwa Presiden hanya memiliki kedudukan simbolik sebagai pemimpin yang mewakili 
segenap bangsa dan negara. Di beberapa negara, kepala negara juga memiliki kedudukan 
seremonial tertentu seperti pengukuhan, melantik dan mengambil sumpah Perdana Menteri 
beserta para anggota kabinet, dan para pejabat tinggi lainnya, mengesahkan undang-undang, 
mengangkat duta dan konsul, menerima duta besar dan perwakilan negara-negara asing, 
memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehalibitasi. Selain itu, pada negara-negara yang 
menganut sistem multi partai, kepala negara dapat mempengaruhi pemilihan calon Perdana 
Menteri.19
Terdapat beberapa faktor adanya impeachment pada sistem pemerintahan Parlementer 
atau campuran, yakni:20
a. Faktor struktural (structural factors) termasuk latar belakang sejarah (historical 
backgraoud) yang menciptakan kemandirian jabatan Presiden, hal ini pada akhirnya 
mempengruhi keseimbangan kekuasaan atara Presiden, eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif dan memiliki pengaruh yang besar (potensi) atas suatu kemunculan 
pemberhentian Presiden (impeachment).
b. Pengaturan konstitutional dan undang-undang, walaupun pengaturan pemberhentian 
Presiden memiliki pengaturan yang sulit, dan dalam beberapa hal lebih sulit dibanding 
pengaturan lain.
c. Dalam hal faktor struktural yang berupa pengaturan sistem pemilihan Presiden dan 
partai politik, khususnya didalam legislatif.
17  Charles L. Black, Impeachment, ( New Haven dan London: Yale University Press, 1998), hlm. 5. 
Tradisi Impeachment lahir pada zaman Mesir Kuno dengan istilah iesangelia yang berarti “kecenderungan 
kearah pengasingan diri” yang kemudian di adposi oleh pemerintahan Inggris. Sapuan, Impeachment Presiden, 
(Yogyakarta: STAIN Press, 2010), hlm. 58.
18  Alfred Stepan dan Cindy Skach, Constitusional Frameworks and Demokratic Consolidation: 
Parlementarianism and Presidentialism, dalam Journal of World Politics, Vol.46, No. 1, 1993, hlm. 3.
19  Ibid.,hlm. 76-81.
20   Jody C Baumgartner, Toppling King Boris? Presidensial Impeachment in Russia, 1999. Paper submitted 
for review to Presidential Studies Quarterly, July, 2002.
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Dasar impeachment
Pada setiap negara, sebab terjadi lowongnya jabatan Presiden berbeda-beda dan 
memiliki variasi yang beragam. Alasan lowongnya jabatan Presiden pada umumnya dapat 
berupa:	kematian;	pengunduran	diri;	kesehatan	fisik	dan	mental;	mengidap	penyakit	yang	
berkepanjangan; ketidakmampuan melaksanakan kewajibannya; pelanggaran hukum; 
penghiyanatan; penyuapan; korupsi; kejahatan berat dan pelanggaran konstitusi. Dari 
beberapa sebab tersebut, impeachment merupakan salah satu lowongnya jabatan Presiden.
Dalam teori hukum tata negara, pemberhentian Presiden selalu diidentikan dengan 
pelanggaran pidana. Tetapi jika dilihat dari materi muatan konstitusi negara-negara, 
impeachment tidak selalu terjadi karena alasan pidana, melainkan juga dapat terjadi karena 
alasan pelanggaran konsitusi (violation of the constitution). Bahkan pada beberapa negara 
impeachment sama sekali tidak mengatur alasan pidana, tetapi hanya mengatur pelanggaran 
konsitusi, seperti Armenia dan India. Menurut Soimin,21 alasan hukum yang dijadikan dasar 
pendakwaan impeachment dapat dibagi menjadi dua, yakni alasan hukum pidana dan alasan 
hukum tata negara.
Tabel 1. Alasan Pemberhentian Presiden di Berbagai Negara
Negara Pemberhentian
Amerika Serikat Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors
Armenia Violation of the Constitution
Belarus Violates the Constitution or commits a crime and relieved of office prematurely
Bulgaria High treason, or a violation of the Constitution
Finlandia Guilty of treason or high treason, or a crime against humanity, permanety unable to carry out the duties
Gerorgia Violation of the Constitution, high treason or other capital crimes
India Violation of the Constitution
Italia Treason or attempts to overthrow the Constitution
Jerman Violation of this Constitution or any other federal statute
Liberia Treason, bribery and other felonies, violation of the Constitution or gross misconduct
Perancis High treason
Philiphines Violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust
Russia High treason or some other grave crime
Adapun yang menjadi dasar alasan impeachment di Indonesia, adalah: (1) Pengkhianatan 
terhadap negara; (2) Korupsi; (3) Penyuapan; (4) Tindak pidana berat lainnya; (5) Perbuatan 
tercela; (6) Apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.
21   Soimin, Op. Cit., hlm. 34.
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Proses impeachment
Mekanisme impeachment  secara umum merupakan salah satu kekuasaan yang dipegang 
oleh lembaga legislatif, walaupun terdapat variasi lainnya. Sebenarnya sebagai bentuk dari 
fungsi kontrol parlemen atas tindak-tanduk setiap pejabat publik yang telah diberikan amanat 
oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila pada masa jabatannya 
pejabat publik tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi, maka 
terhadap yang bersangkutan dapat dihadapkan pada mekanisme impeachment yang mengarah 
pada jabatannya.
Jody	 C.	 Baumgartner	 mengklasifikasikan	 tiga	 bentuk	 mekanisme	 impeachment, 
yakni: legislatif impeachment, campuran (legislatif dan yudikatif) impeachment dan 
bentuk laninnya. Kekuasaan legislatif berkaitan dengan stuktur unicameral dan bicameral, 
sedangkan kekuasaan yudikatif berkaitan dengan Supreme Court, Constitusional Court dan 
High Court of Justice.22 Menurut Soimin, beberapa negara melibatkan Constitusional Court 
dalam mekanisme impeachment bahkan cenderung memberikan kewenangan tunggal kepada 
Constitusional Court. Bahkan Soimin menegaskan bagi negara-negara yang memiliki dua 
lembaga pemegang kekuasan yudikatif, yaitu Constitusional Court dan High Court, maka 
besar kecederungannya Constitusional Court yang terlibat dalam maekanisme impeachment.23 
Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Lithuania, Jerman, Republik Slovakia, Chechnya 
dan Italia adalah negara yang yang melibatkan Constitusional Court dalam mekanisme 
impeachment.
Selain itu, menurut tim peneliti Mahkamah Konstitusi, sidang impeachment merupakan 
sidang politik, sehingga padanya tidak dekenakan sanksi pidana denda maupun kurungan.24 
Akan tetapi, seorang yang telah di impeachment, dapat disidang kembali dalam peradilan 
umum dengan proses penuntutan yang dimulai dari awal sesuai dengan dakwaan yang 
diajukan kepada Presiden.25 Dalam mekanisme impeachment, tim peneliti Mahkamah 
Konstitusi menilai penting mebedakan antara fungsi penuntut dan fungsi pemutus. Hal ini 
untuk mencegah terjadinya kesewanang-wenangan dalam proses peradilan tersebut.26 
Untuk mendukung pernyataan tersebut, dicontohkan sistem bikameral seperti di 
Amerika Serikat, Perancis dan Jerman. Pada negara tersebut kedua kamar parlemen yang 
ada dibagi atau masing-masing menjalan satu dari kedua fungsi tersebut secara seimbang. 
Jika senat yang diberikan hak untuk menutut, maka yang menjatuhkan vonisnya adalah DPR 
22   Jody C. Baumgartner, Introduction: Comparative Presidential Impeachment, dalam Edt. Jody C. 
Baumgartner, Checking Executive Powers (Presidensial Impeachment in Comparative), (London: Praeger 
Publisher, 2003), hlm. 139.
23   Soimin, Op. Cit., hlm. 37.
24   Winarno Yudho, ed all, Op. Cit. hlm. 28
25   Ibid.
26   Ibid., hlm. 33.
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dan sebaliknya.27
Peneliti Mahkamah Konstitusi, membagi 2 (dua) arti penting proses pendakwaan, 
yaitu:28
a. Aspek penuntutan atau permintan pertanggungjawaban yang dihubungkan dengan 
dugaan kesalahan yang dilakukan, dan
b. Aspek pembuktian kesalahan dan kemapuan yang bersangkutan untk bertanggung 
jawab.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada sistem pemerintahan presidensial, dugaan 
kesalahan itu harus dikaitkan dengan pelanggaran norma hukum. Hanya pelanggaran 
yang bersifat hukum sajalah yang dapat dijadikan alasan untuk mendakwa atau menuntut 
pertanggungjawaban Presiden dengan kemungkinan diberhentikan dari jabatannya. Oleh 
karena itu, menurut tim peneliti Mahkamah Konstitusi proses pembuktian kesalahan yang 
timbul karena pelanggran kesalahan yang bersifat hukum harus dilakukan menurut prosedur 
hukum tertentu oleh lembaga peradilan. Tim peneliti Mahkamah Konstitusi mencontohkan 
mekanisme impeachment di Amerika Serikat, walaupun dilakukan dalam sidang parlemen 
akan tetapi dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.29
Secara lebih tegas tim peneliti Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk 
memisahkan proses politik dan proses hukum di mana dakwaan terhadap Presiden adalah 
alasan pidana. Dalam proses hukum pidana harus dibuktikan ada atau tidaknya kesalahan 
yang didakwaakan, maka proses impeachment lebih tepat dilakukan oleh lembaga pengadilan, 
yakni Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Bagi negara yang telah memiliki 
Mahkamah Kostitusi, maka proses pembuktiannya tidak di Mahkamah Agung, melainkan 
Mahkamah Konstitusi.30
Akan tetapi menurut Black, walaupun dasar alasan impeachment adalah pidana, 
beberapa ahli menilai mekanisme impeachment yang dilaksanakan pada persidangan 
senat sama sekali bukanlah persidangan pidana.31 Menurut Black, permasalahan tidaklah 
perlu dipertanyakan dalam bentuk umum. Karena permasalahan bukan terletak apakah 
impeachment merupakan “crimanal proceeding” atau bukan dan apakah impeachment 
merupakan “judicial proceeding” atau bukan. Akan tetapi, memastikan bahwa impeachment 
pada beberapa hal harus diperlakukan seperti peradilan pidana, dan pada hal yang lainnya 
tidak.32
27   Ibid.
28   Ibid.
29   Ibid.
30   Ibid. 35.
31   Charles L. Black, Op. Cit., hlm 15.
32   Ibid.
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Impeachment Dalam UUD NRI 1945 
Salah satu ketentuan fundamental yang lahir dari perubahan UUD NRI 1945, yakni 
mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.33 Hal ini sebenarnya merupakan 
konsekuensi logis dari adanya kesepakatan untuk mempertahankan sistem presidensial 
dengan menyempurnakan ciri-ciri sistem presidensial.34
Pemberhentian Presiden secara konstitusional diatur dalam Pasal 7A UUD NRI 1945, 
yang menyatakan:
“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila 
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila 
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” 
Berdasarkan Pasal 7A dapat disimpulkan secara singkat bahwa alasan pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat terjadi hanya dengan adanya pelanggaran hukum 
atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
Pelanggaran hukum yang terkait dengan 5 (lima) kategori yakni penghianatan terhadap 
negara, korupsi, peyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.35
Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi, menentukan pengertian dan alasan pemberhentian sebagai berikut:
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
a) Penghiyanatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara 
sebagimana diatur dalam undang-undang.
b) Korupsi dan penyuapan adalah tindakan pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana 
diatur dalam undang-undang
c) Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
d) Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/
atau Wakil Presiden.
33   Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5. Hal ini dapat dilihat 
adanya beberapa ketentuan yang diatur secara konstitusional antara lain: (1) Proses pemilihan Presiden yang 
dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945. (2) Priodisasi jabatan Presiden 
hanya dapat dijabat dua kali oleh orang yang sama sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UUD 1945. (3) Presiden 
dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur di dalam 
Pasal 5 UUD 1945.
34   Berdasarkan sidang tahunan MPR 1999 seluruh fraksi MPR membuat kesepakatan tentang arah 
perubahan UUD 1945, yaitu: 1. Tidak merubah pembukaan UUD 1945; 2. Mempertahankan bentuk 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Mempertahankan sistem pemerintahan Presidensiil (dengan 
menyempurnakannya sesuai ciri-ciri sistem presidensiil). 4. Memindahkan hal-hal yang normatif yang ada 
dalam Penjelasan UUD 1945; dan 5. Menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 
1945.  KHN, Gagasan Amandemen UUD 1945 (suatu rekomendasi), (Jakarta: KHN, 2008), hlm. 170.
35 Jimly Asshiddiqie, Komentar atas Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: 
Sinar	Grafika,	2009),	hlm.	32.
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e) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD NRI 1945.
Sedangkan prosedur pemberhentian Presiden melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 
sebagaimana diatur di dalam Pasal 7B UUD NRI 1945. Di atas telah dijelaskan apa yang 
menjadi alasan Presiden diberhentikan. Sedangkan prosedur pemberhentian diatur dalam 
Pasal 7B UUD NRI 1945, sebagai berikut:  
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih 
dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/
atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 
melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi 
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya 
dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-
adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan 
puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah 
Konstitusi. 
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau 
terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan 
sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan 
usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis 
Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 
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(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/
atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan 
Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui 
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau 
Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Keberadaan perumusan pasal tersebut bertujuan untuk menghilangkan multitafsirdalam 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.36 Kenyataan sejarah pemberhentian 
Presiden sebelum perubahan UUD NRI 1945 menimbulkan polemik ketatanegaraan 
Indonesia.37 Hal ini dikarenakan pengaturan pemberhentian Presiden sebagaimanayang 
diatur dalam TAP MPR III/MPR/1978,38 TAP MPR Nomor VII/MPR/1973,39 dan Penjelasan 
UUD NRI 1945 menurut pendapat beberapa ahli hukum tata negara mengandung pengertian 
Presiden diberhentikan karena alasan politik.40
Akan tetapi, perumusan mekanisme pemberhentian Presiden seteleh perubahan 
UUD NRI 1945 dinilai masih juga memiliki permasalahan hukum. UUD NRI 1945 tidak 
mengatur lebih jauh mengenai makna alasan pemberhentian. Makna alasan pemberhentian 
memang diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi.41 Akan tetapi, masih memerlukan penjabaran lebih jelas, 
seperti penghianatan terhadap negara. Perlu adanya analisis akademis terkait makna dari 
36   Kalau semula, Presiden dapat diberhentikan karena alasan pelanggaran haluan negara yang bersifat 
politis, maka sekarang ditegaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan karena 
alasan hukum saja. Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, (Jakarta: 
Pusat Studi HTN, 2002), hlm. 10.
37  Pemberhentian Presiden Soekarno yang digantikan oleh Soeharto berawal dari penolakan pertanggung 
jawaban Presiden yang disebut Nakwasara.Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 
Presiden Soekarno diberhentikan dan diganti dengan Presiden Soeharto. Adapun yangmenjadi pertimbangan 
hukum pemberhentian Presiden soekarno sebagai mandataris MPR tidak dapat memenuhi pertanggung 
jawaban konstitusional, yakni tidak dapat menjalankan haluan negara dan Putusan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.Pemberhentian Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dilatarbelakangi adanya kasus dana milik Yanatera 
Bulok dan kasus dana bantuan Sultan Brunai Darusalam. Kedua kasus ini melahirkan memorandum DPR serta 
ditindak lanjuti dengan Sidang Istimewa MPR, yang berakhir dengan diberhentikannya K.H Abdurrahman 
Wahid.Dalam pemberhentian K.H Abdurrahman Wahid terdapat dua hal yang menjadi alasan pembehentian 
adalah melanggar UUD 1945 Pasal 9 mengenai sumpah jabatan dan Melanggar Ketetapan MPR Nomor XI/
MPR1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana tertuang 
dalam memorandum pertama dan kedua. 
38   Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Kedudukan dan 
Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Anatr Lembaga-Lemabaga Tinggi Negara, 
TAP MPR Nomor III/MPR/1978, TAP MPR Nomor III/MPR/1978 ini menggantikan TAP MPR Nomor VI/
MPR/1973.
39   Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Keadaan Presiden 
dan/atau WakilPresiden Republik Indonesia Berhalangan, TAP MPR Nomor VII/MPR/19783.
40   Menurut Jimly Asshiddiqie saat memaparkan hasil kerja Tim Ahli Bidang Hukum Panitia Ad Hoc 
(PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR di Jakarta, pemberhentian Presiden pada masa mendatang sebaiknya 
dilakukan bukan atas keputusan politik, melainkan cukup dengan alasan telah melanggar hukum. “Presiden 
ke depan jangan lagi dijatuhkan karena alasan politik, tetapi cukup karena alasan hukum”. Jimly Asshiddiqie, 
“Jangan Lagi Berhentikan Presiden Karena Politik”, dalam Suara Pembaharuan (30 Maret 2001): 1.
41   Indonesia, Undang-Undang Tentang Mahkamah Kosntitusi, UU No. 24, LN No. 98Tahun 2003, TLN. 
No. 4316, Pasal 10.
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penghianatan terhadap negara, begitu pula dengan makna perbuatan tercela.
Di dalam Pasal 10 ayat (3), yang dimasud dengan perbuatan tercela adalah perbuatan 
yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengertian “perbutan 
tercela” ini menimbulkan suatu ketidak jelasan, apa yang menjadi suatu dasar perbuatan 
Presiden	dan/atau	Wakil	Presiden	dapat	merendahkan	martabatnya.	Difinisi	yang	dirumuskan	
dalalam undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut secara konsep masih mengandung 
multitafsir,42 undang-undang tersebut tidak memberikan batasan yang tegas atas istilah 
perbuatan tercela.43 Secara tegas tim peneliti Mahkamah Konstitusi menyatakan bentuk-
bentuk dari konsep perbuatan tercela ini sangat beragam dan mengundang perdebatan yang 
panjang44 dan dapat menjadi pandangan suyektif terutama dalam lembaga politik di DPR.
Selain alasan pemberhentian, UUD NRI 1945 juga tidak mengatur masalah teknis 
prosedur pemberhentian. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan 
fungsi pengwasan DPR. Dalam menjalankan fungsi pengawasan apabila DPR menemukan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden perbutannya menyimpang dari Pasal 7A maka DPR dapat 
minta pendapat Mahkamah Konstitusi. Penyimpangan yang dilakukan Presiden dan/atau 
Wakil Presiden berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR tersebut di atas apakah terhadap 
peristiwa hukum yang dilakukan sebelum atau sesudah menjabat Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. 
Begitu pula proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi, terdapat perbedaan pendapat 
terhadap apa yang dibuktikan, yakni pendapat DPR atau perbatan Presiden. Berdasarkan 
rumusan Pasal 7B ayat (1) UUD NRI 1945 kewajiban Mahkamah Konstitusi memeriksa, 
mengadili dan memutuskan pendapat DPR. Kewajiban ini menimbukan kesan Mahkamah 
Konstitusi hanya melakukan judicialitation of politic terhadap pendapat DPR.45 
Menurut tim peneliti Mahkamah Konstitusi, obyek sengketa yang menjadi fokus 
pemeriksaan Mahkamah Konstitusi adalah pendapat DPR. Olehnya itu, Mahkamah Konstitusi 
tidak mengadili Presiden sebagai pribadi yang melakukan tindak pidana.46 Sedangkan menurut 
rumusan Pasal 7B ayat (5), mengadung makna bahwa yang dibuktikan Mahkamah Konstitusi 
adalah perbuatan Presiden yakni Presiden sebagai pribadi. Begitu pula dalam Pasal 36 ayat 
(2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
42   Soimin, Impeachment (Presiden & Wakil Presiden Indonesia), (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 44.
43   Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden (alasan tindak pidana pemberhentian presiden menurut 
UUD 1945), (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 63. Penggunaan istilah “perbuatan tercela” juga digunakan 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden Pada Pasal 5 butir i. Dalam undang-undang tersebut juga tidak dijelasakan. 
44   Winarno Yudho, ed all, Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: 
Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2005), hlm. 70. Dalam kesimpulan 
tim peneliti MK mempertegas kembali bahwa, alasan-lasan pemebrhentian presiden masih memiliki penafsiran 
yang luas dan dapat saja subyektif terutama dalam suatu lembaga politi di DPR.
45   Soimin, Op. Cit., hlm 35
46   Ibid., hlm 93
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Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,47 yang 
menyatakan, usulan DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa 
Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan 
yang diputusakan Mahkamah Konstitusi bukan dugaan DPR, melainkan perbuatan Presiden.
Proses memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi 
dan proses tersebut menggunakan hukum acara tersendiri sebagaiman diatur dalam Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus 
Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal 
ini berarti proses persidangannya secara khusus,48 proses persidangan khusus tersebut dinilai 
bertentangan dengan asas hukum tata negara yakni asas persamaan di depan hukum (equality 
before the law).49
Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dapat berupa permohonan tidak diterima, membenarkan pendapat DPR atau 
permohonan ditolak. Apabila keputusan MK membenarkan pendapat DPR, maka MPR wajib 
menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR, sebagaimana dijelasakan dalam Pasal 
7B ayat (6) UUD NRI 1945.
Terhadap prosedur tersebut, beberapa ahli hukum tatanegara berpendapat prosedur 
ini dapat menimbulkan permasalahan. Pertama, bagaimana apabila MPR menyatakan 
bahwa Presiden tidak bersalah, maka terjadi suatu perbedaan keputusan dengan Mahkamah 
Konstitusi. Kedua, dengan diberikannya kesempatan kepada Presiden untuk menyampaikan 
penjelasan maka seolah-olah MPR adalah tingkat kedua pembuktian pelanggaran hukum 
yang dilakukan Presiden. Menurut Tim Mahkamah Konstitusi keputusan yang diambil oleh 
suara terbanyak di MPR dapat berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan 
Mahkamah	Konstitusi	tidak	memiliki	sifat	final	mengikat.	
Secara sosiologis, dampak atas perbedaan putusan di dua lembaga akan menimbulkan 
kebingungan di masyarakat.50 Selain itu, hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip supermasi 
hukum (supremacy of law) karena keputusan hukum yang kememudian dilajutkan dalam 
proses politik dapat dibatalkan.51 Moh. Mahfud MD, menilai hal ini mengakibatkan banyak 
47   Indonesia, Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No. 27, LN No.123Tahun 2009, TLN. No. 
5043, Pasal 36.
48   Winarno Yudho, ed all, Op. Cit., hlm. 4
49   Ibid., hlm 4 dan 9
50   Ibid., hlm. 87
51   Sapuan, Impeachmen Presiden, (Yogyakarta, STAIN Press dab Hexagon, 2010), hlm. 145. Selain tiu, 
menurut soimin, proses impeachment bermula dari prises politik di DPR, lalu proses hukum di MK, kemudian 
diputuskan dalam proses politik di MPR. Soimin, Op. Cit., hlm. 113.
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kalangan menilai dalam proses pemberhentian presiden fungsi Mahkamah Konstitusi 
menjadi lemah atau sumir.52 Selain itu, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
21 Tahun 2009 membuka kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden ke 
persidangan pidana, perdata dan/atau tata usaha negara, bagaimana apabila peristiwa pidana 
yang dibuktikan di persidangan pidana tidak terbukti sedangkan pendapat Mahkamah 
Konstitusi memutusakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melanggar hukum.
PENUTUP
Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis menilai masih perlu adanya penelitian 
yang lebih mendalam mengenai permasalahan mekanisme pemberhentian Presiden, yang 
analisanya dikaitkan dengan asas-asas hukum tata negara. Begitu pula proses pembuktian 
di Mahkamah Konstitusi, terdapat perbedaan pendapat terhadap apa yang dibuktikan, yakni 
pendapat DPR atau perbuatan Presiden. 
Selain itu, perumusan mekanisme pemberhentian Presiden yang diatur dalam UUD 
NRI 1945 juga masih memiliki titik lemah permasalahan hukum. Hal tersebut disebabkan, 
UUD NRI 1945 tidak mengatur lebih jauh mengenai makna alasan pemberhentian. Masih 
diperlukan penjabaran lebih jelas, seperti terhadap ketentuan mengenai penghianatan 
terhadap negara, baik dari sisi praktis maupun analisis akademis apa yang dimasud dengan 
penghianatan terhadap negara, begitu pula dengan makna perbuatan tercela.
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Teknologi 
dan manusia memiliki hubungan simbiosis dengan perkembangan globalisasi. Berbagai 
kemudahan didapatkan dari kecanggihan teknologi. Salah satu kecanggihan teknologi yang 
mengalami perkembangan pesat dewasa ini ialah perkembangan akses internet dari waktu 
ke waktu. 
Secara historis, internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an.1 Internet 
menawarkan berbagai macam fasilitas dan kecanggihan di dalamnya, sehingga masyarakat 
pun berlomba-lomba untuk menggunakannya. Internet menjelma sebagai kebutuhan yang 
cukup penting pada saat ini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh MarkPlus 
Insight, menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia ditahun 2011 mencapai 55 juta 
orang. Dibanding penduduk Indonesia yang diperkirakan sekitar 240 juta jiwa, 23% sudah 
1 Blogdetik. Pengertian dan manfaat Internet. . Diakses Pada tanggal 15 Oktober 2012. Pada pukul 
22.10 Wita.
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Abstract: The problem in this research is how a violation of copyright in cyberspace? legal 
awareness and how to respect the copyright on cyberspace? This study uses empirical 
research type (sociological). The results of this study indicate that the lack of legal awareness 
led law enforcement of copyright in cyberspace is not effective. It is characterized by the 
increasingly widespread copyright violations particularly in cyberspace.
Keywords: Copyright, Cyberspace
Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pelanggaran hak 
cipta pada cyberspace? dan bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai 
hak cipta pada cyberspace? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empirik (sosiologis). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat 
menyebabkan penegakan hukum terhadap hak cipta di cyberspace tidak efektif. Hal ini 
ditandai dengan semakin maraknya pelanggaran hak cipta khususnya pada cyberspace.
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terpenetrasi koneksi internet yang kebanyakan di kota-kota besar.2 Hal ini menunjukkan 
bahwa kebutuhan masyarakat pada internet sangat tinggi. 
Hal ini tidak terlepas berbagai manfaat yang diberikannya, seperti sarana komunikasi 
tanpa batas, media informasi terkini, serta paket hiburan yang lengkap. Fasilitas yang 
ditawarkan internet beragam, di antaranya: browsing/surfing, e-mail (electronic mail), 
mailing list, inter relay chat (chatting), newsgroup. Pada realitasnya masih banyak manfaat 
yang diperoleh dari cyberspace3 atau dunia maya yang tercipta lewat jaringan internasional 
(interconnection Networking) yang disebut dengan internet. Fasilitas yang paling sering 
digunakan pengguna internet ialah browsing/surfing. Layanan browsing/surfing menampilkan 
suatu situs/website guna mencari suatu informasi. 
Browsing/surfing dapat digunakan dalam keadaan koneksi di internet diartikan 
sebagai	aktifitas	menjelajah/membuka	situs	(website) yang ada dalam dunia maya,4 dengan 
menggunakan fasilitas browsing seseorang bisa mendapatkan apa yang dikehendakinya. Pada 
fasilitas ini tidak hanya berupa informasi yang berupa kata-kata yang dapat diperoleh namun 
sebuah informasi yang sudah dalam bentuk kompleks berupa konten digital yang tidak lain 
merupakan hasil ciptaan dari seseorang atau sekelompok orang berupa format digital seperti 
lagu	dan	film.	
Masalah yang muncul kemudian ialah, di saat pengguna internet menggunakan 
fasilitas browsing, lalu mengambil atau mendownload konten digital dari sebuah situs link 
share (penyedia alamat internet) illegal	 berupa	 lagu	dan	film	yang	 tidak	mempunyai	hak	
lisensi,5 sehingga pemegang hak cipta tidak mendapatkan royalti dari hasil ciptaannya. 
Dalam melahirkan suatu intellectual property atau hak kekayaan intelektual, maka dapat 
dipastikan bahwa seseorang akan mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak 
sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, negara memberikan perlindungan hukum kepada penemu 
2 Daily Social. Survei Pengguna Internet di Indonesia.  http://dailysocial.net/post/survei-markplus-
insight-pengguna-internet-di-indonesia-55-juta. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2012. Pada pukul 22.15 
WITA.
3  Cyber Space	 pertama	 kali	 diperkenalkan	 oleh	William	Gibson	 seorang	 penulis	 fiksi	 ilmiah	 (Science 
fiction) dalam novelnya yang berjudul Neuromancer. Pada perkembangan selanjutnya seiring dengan meluasnya 
penggunaan komputer istilah ini kemudian dipergunakan untuk menunjuk sebuah ruang elektronik (electronic 
space), yaitu masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi jaringan komputer (interconnected computer 
networks). Pada saat ini, cyberspace sebagaimana dikemukakan oleh Cavazos dan Morin adalah: “...represents 
a vas array of computer systems accessible from remote physical locations”.Aktivitas yang potensial untuk 
dilakukan di cyberspace tidak dapat diperkirakan secara pasti. Sebab, kemajuan teknologi informasi berjalan 
terlalu cepat dan sulit diprediksi. Namun, saat ini kita mengenal ada beberapa aktivitas utama yang sudah 
dilakukan di cyberspace seperti Commercial On-line Services, Bulletin Board System, Conferencing Systems, 
Internet Relay Chat, Usenet, Email list, dan entertainment.Oleh karena orang kemudian menyimpulkan bahwa 
cyberspace itu tidak lain adalah Internet. Dengan karakteristik seperti ini kemudian ada juga yang menyebut 
“cyber space” dengan istilah “virtual community” (masyarakat maya) atau “virtual world” (dunia maya).
4   Madcoms. 2010. Menggenggam Dunia dengan Internet. Yogyakarta : Andi. Hlm. 55
5  Lisensi berdasarkan Pasal Angka 1-4 Undang-Undang Hak Cipta adalah izin yang diberikan oleh 
pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak 
ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
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atau penciptanya serta untuk dalam jangka waktu tertentu memberi perlindungan hukum 
kepada penemu atau penciptanya, serta untuk dalam jangka waktu tertentu memberi hak 
eksklusif mengekspoilitasi hak cipta tersebut guna meraih kembali segala sesuatu yang telah 
dikeluarkan.6
Perlindungan hukum yang diberikan negara untuk pemegang hak cipta ialah berupa 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya 
disingkat UUHC) yang memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam 
melakukan pengumuman dan perbanyaknya ciptaannya sebagai upaya menjamin hak 
ekonomi pencipta atas ciptaannya. Esensi dalam UUHC ialah mengelompokkan bentuk 
perlindungannya dalam tiga kelompok. Pertama, perlindungan hak cipta ditujukan terhadap 
hak moral pencipta atas karya ciptaannya sehingga timbul moral rights atau hak moral 
pencipta. Kedua, perlindungan ekonomi atas karya cipta pencipta sehingga timbul hak 
ekonomis atau economic rights kepada pencipta. Ketiga, perlindungan terhadap hak yang 
terkait dengan hak cipta atau kebih dikenal dengan istilah elated rights. 
Pada pelanggaran hak cipta di cyberspace, pengguna internet cenderung mendownload 
konten	 digital	 berupa	 lagu	 dan	 film	 untuk	 konsumsi	 pribadi.	 Namun,	 permasalahan	 lain	
yang timbul ialah selain mendowload untuk konsumsi pribadi, pengguna internet juga 
memperjualbelikannya tanpa lisensi dari sipemegang hak cipta/pemegang lisensi. Hal ini 
tentu sangat merugikan pencipta atau pemegang lisensi hak cipta karena dengan hitungan 
menit	 sebuah	 lagu	 atau	 film	 yang	 didownload dapat dengan mudah diperbanyak dan 
diburning  dalam sebuah CD (compact disk) atau VCD (video compact disk) dan diperjual 
belikan secara umum tanpa adanya royalti yang diberikan kepada sipemegang hak/pemegang 
lisensi. Tentu saja hal ini melanggar hak ekonomis dari sipemegang hak/pemegang lisensi 
yang telah diatur oleh UUHC.
Di Makassar, pada bulan September 2012, Satuan Reskrim Polrestabes Makassar 
menyita 20 ribu keping CD dan VCD bajakan dari razia yang dugelar di sejumlah pasar-pasar 
dan	mall.	CD	dan	DVD	bajakan	ini	terdiri	dari	lagu-lagu	dan	film-film	hasil	download-an 
dari internet.7
Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya di bidang hak cipta menjadi 
perbincangan oleh banyak negara terutama Amerika Serikat atas pembajakan yang terjadi 
pada hak cipta. Negara-negara yang merasa dirugikan menempatkan Indonesia sebagai 
Priority Watch List sebagaimana juga yang diberlakukan pada negara-gara Cina, Argentina 
dan Rusia.
6      Rooseno Harjowidigdo. 2005. Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman. Jakarta 
: Percetakan Negara RI. Hlm. 33
7     Jurnal Nasional. Ribuan Keping VCD Bajakan Di sita.  Dikutip pada laman website: http://www.jurnas.
com/halaman/16/2011-12-02/191005. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2012 pada pukul 22.50 Wita.
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Pada karya seni suara/musik sebenarmnya telah cukup lama para pencipta lagu berteriak 
nyaring karena karya-karyanya telah dibajak habis-habisan sampai pada puncaknya para 
pencipta lagu tidak mau lagi mencipta karya-karya baru, sebab tidak lama kemudian bajakan-
bajakan hasil download-an  dari internet kemudian dijual berupa CD (compact disk) atau VCD 
(video compact disk) dan dijual di mana-mana. Selain pencipta, kerugian pula dirasakan oleh 
perusahan rekaman karena CD original yang diproduksi kurang diminati di pasaran, sehingga 
tidak sedikit dari perusahan rekaman harus “gulung tikar”. Sesuai dengan teori insentif yang 
merupakan landasan bagi perlindungan konsumen menyebutkan bahwa insentif diberikan 
kepada penemu dan pencipta yang telah berhasil melahirkan karya intelektualnya itu guna 
merangsang	upaya	atau	kreatifitas	dalam	melakukan	penemuan	dan	penciptaan	lebih	lanjut.
Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi telah menindak lanjuti 
pengaduan dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dengan melakukan langkah 
bijaksana dengan memblokir 20 situs-situs download gratis. Akan tetapi, situs-situs illegal 
yang baru bermunculan kembali, sehingga Kementrian Komunikasi dan Informasi kesulitan 
untuk memblokir semua situs illegal.8
Fakta di atas mencerminkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum terhadap 
pelanggaran hak cipta pada cyberspace. Masyarakat yang belum memahami pelindungan 
hak cipta secara penuh dan didukung oleh kesadaran hukum yang belum memadai seringkali 
menyalahartikan bahwa perlindungan hak cipta justru menunjukkan fakta begitu tingginya 
sifat individualistik manusia yang kadang dianggap tidak sejalan dengan budaya menghargai 
hak cipta. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Prinsip Dasar Hak Cipta
Justifikasi	perlindungan	HaKI	dapat	digambarkan	dengan	ungkapan	sederhana.	Intinya,	
setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil 
darinya, ia tak lebih dari seorang budak.9 Ungkapan ini menjadi semakin penting mengingat 
dalam perspektif HaKI, apa yang dihasilkan sepenuhnya berasal dari otak atau kemampuan 
intelektual manusia. Perlindungan Hak Cipta diarahkan agar memungkinkan penggunaan 
ciptaan berlangsung tertib dan memberi manfaat ekonomi pada pencipta serta mendorong 
setiap orang untuk saling menghargai hak cipta dari orang lain.
8 Didik Purwanto. “Kemenkominfo memblokir 20 situs “download” musik illega. http://tekno.kompas.
com/read/2012/05/16/0915566/Kominfo.Blokir.20.Situs.Download.Musik.Ilegal. Diakses pada tanggal 10 
Oktober 2012 pada pukul 22. 47 WITA.
9        David I. Bainbridge,1995.  Cases & Materials in intellectual Property Law. London : Pitman Publishing. 
Hlm 7.
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Pada konsteks ciptaan, perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk memberikan apresiasi 
kepada si pencipta dan memberikan pembelajaran pada masyarakat untuk menghargai 
hak seseorang atas apa yang telah ia ciptakan. Perlindungan Hak Cipta diarahkan agar 
memungkinkan penggunaan ciptaan berlangsung tertib dan memberi manfaat ekonomi pada 
pencipta serta mendorong setiap orang untuk saling menghargai hak cipta dari orang lain. 
Di Indonesia Hak Cipta telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang No 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:
“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan 
atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa:
“Hak Cipta untuk mengumumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 
secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Pada perlindungan Hak Cipta melekat hak ekslusif di dalamnya, sebagai hak ekslusif 
(exclusive rights). Hak cipta mengandung dua esensi hak,10 yaitu: hak ekonomi (economic 
rights) dan hak moral (moral rights). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk 
mengumumkan (performing rights) dan hak untuk memperbanyak (mechanical rights). 
Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan 
hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaanya, termasuk judul ataupun anak 
judul ciptaan.11 Keduanya lazim disebut right of peternity dan right of integrity. 
Mengikuti konsepsi pengaturan Konvesi Bern, Undang-Undang Hak Cipta menegaskan 
bahwa ciptaan adalah setiap kaya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan 
ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Sejauh menyangkut kriteria keaslian, hal itu telah dibahas 
dalam konsep orisinalitas. Selebihnya, perlu diulas lingkup ciptaan yang dilindungi Hak 
Cipta yang menjangkau ketiga bidang ciptaan di atas. 
Dalam kaitan ini, ketentuan Pasal 12 yang mengatur jenis-jenis ciptaan yang 
dilindungi, sesungguhnya telah menyiratkan lingkup ciptaan dalam urutas jenis-jenis 
ciptaan sesuai dengan kelompok bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Termasuk dalam 
lingkup	ilmu	pengetahuan	adalah	buku,	program	komputer,	pamflet,	perwajahan	atau	layout 
karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Di samping itu, ciptaan yang 
berupa ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain. Selebihnya, alat peraga yang dibuat untuk 
kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
10  Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undnag-
undang atau aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia)
11  Ibid. hlm 47
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 2, Juni 2012
AMANNA GAPPA
175
Ciptaan yang termasuk dalam lingkup seni meliputi lagu atau musik dengan atau tanpa 
teks,	 drama	 atau	 drama	 musikal,	 tari,	 koreografi,	 pewayangan	 dan	 pantomin.	 Selain	 itu,	
ciptaan	seni	rupa	dalam	segala	bentuk	seperti	seni	lukis,	gambar,	seni	ukir,	seni	kaligrafi,	seni	
pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, juga termasuk didalamnya. Selebihnya, karya 
arsitektur,	peta		seni	batik,	fotografi,	dan	sinematografi.	Adapun	yang	termasuk	dalam	karya	
sastra meliputi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil 
pengalihwujudan. Rincian jenis-jenis ciptaan ini pada dasarnya tidak exhaustive. Artinya, 
di luar yang telah secara ekplisit tercantum, dapat saja “ditambahkan” dengan jenis ciptaan 
lainnya sepanjang ciptaan itu memang merupakan karya ilmu pengetahuan, atau karya seni 
dan sastra.
Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Pada Cyberspace
Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur jenis-jenis ciptaan yang 
dilindungi, sesungguhnya telah menyiratkan lingkup ciptaan dalam urutan jenis-jenis ciptaan 
sesuai dengan kelompok bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang termasuk dalam 
lingkup	ilmu	pengetahuan	adalah	buku,	program	komputer,	pamflet,	perwajahan	atau	lay out 
karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Di samping itu, ciptaan yang 
berupa ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain. Selebihnya, alat peraga yang dibuat untuk 
kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
Ciptaan yang termasuk dalam lingkup seni meliputi lagu atau musik dengan atau tanpa 
teks,	 drama	 atau	 drama	 musikal,	 tari,	 koreografi,	 pewayangan	 dan	 pantomin.	 Selain	 itu,	
ciptaan	seni	rupa	dalam	segala	bentuk	seperti	seni	lukis,	gambar,	seni	ukir,	seni	kaligrafi,	seni	
pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, juga termasuk didalamnya. Selebihnya, karya 
arsitektur,	peta	,	seni	batik,	fotografi,	dan	sinematografi.	Adapun	yang	termasuk	dalam	karya	
sastra meliputu terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil 
pengalihwujudan. 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkembangan teknologi turut mempengaruhi 
hasil	dari	karya	seni.	Karya	seni	yang	dimaksud	dalam	hal	ini	adalah	lagu	dan	film.	Lagu	dan	
film	saat	ini	dengan	mudah	dapat	didapatkan	pada	cyberspace dengan cara men-download. 
Pelanggaran hak cipta pada cyberspace melalui sebuah proses yang cukup panjang dan 
melibatkan banyak pihak. Proses tersebut bermula dari seseorang yang meng-upload12 konten 
digital	dari	lagu	maupun	film	ke	sebuah	situs	yang	tidak	resmi.	Kemudian	dengan	mudahnya,	
pengguna internet dapat membuka situs tersebut dan men-download,13 konten digital tersebut 
secara gratis. Tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi pengguna internet tersebut dapat 
12  Proses memasukkan konten digital kedalam internet.
13	 	Aktifitas	mengambil/mengunduh	file	dari	cyberspace tanpa ijin dari sepemilik lisensi/Pencipta.
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memperbanyaknya dengan cara mem-burning,14 sehingga pada akhirnya dapat dijual.
Pada proses penguploadan hingga penjualan, telah terjadi banyak pelanggaran hak 
didalamnya. Hak yang dilanggar yakni, hak moral, hak ekonomis dan hak terkait. Pelanggaran 
tersebut sangat marak terjadi saat ini mengingat prosesnya yang mudah dan murah. 
Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan, da sebagian 
lainnya mengatahui akan tetapi tidak memiliki kesadaran untuk tidak melakukannya. Hal ini 
terjadi disebabkan oleh berbagai faktor non hukum, seperti faktor ekonomi.
Analisis Mengenai Kesadaran Hukum Terhadap Penegakan Hak Cipta Pada Cyberspace
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara jelas melindungi hak-
hak pencipta yang melekat pada hasil ciptaannya. Hak-hak tersebut terbagai menjadi tiga 
yaitu : hak ekonomi, hak moral dan hak terkait. Pada realitasnya terdapat pelanggaran hak 
cipta pada cyberspace (dunia maya) yang secara jelas telah dilindungi oleh Undang-undang 
Hak Cipta. Fenomena ini mengakibatkan banyaknya CD maupun VCD bajakan yang beredar 
di pasaran hasil dari download	-an	hak	cipta	berupa	lagu	dan	film	di	cyberspace
Maraknya pelanggaran hak cipta di cyberspace dapat melahirkan isu bahwa undang-
undang hak cipta belum dapat bersinergi dengan struktur maupun kultur budaya masyarakat 
Indonesia. Kesimpulan sementara adalah pelanggaran hak cipta semakin marak terjadi karena 
kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya menghargai hasil karya ciptaan 
orang lain. Selain itu, faktor non hukum sangat berperan dalam kasus ini. 
Kesadaran hukum sangat mempengaruhi efektivitasnya pemberlakuan suatu undang-
undang. Menurut  Widjaya, Kesadaran hukum adalah keadaan dimana tidak terdapatnya 
benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi 
dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, 
alaupun pengekangandari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-
undangan. 
Kesadaran hukum suatu masyarakat mempengaruhi tingkat kefektivitasan suatu undang-
undang. Berbicara mengenai efektivitas hukum tidak terlepas membicarakan dan mengkaji 
mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Jika suatu aturan hukum ditaati 
maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut efektif. Namun tetap dapat dipertanyakan lebih 
jauh	mengenai	derajat	efektifitasnya.	Untuk	mengetahui	mengenai	derajat	efektifitas	suatu	
aturan hukum dapat kita lihat pada hubungan teori ketaatan hukum dari H.C Kelman yaitu 
Compliance (taat karena sanksi), Identification (taat karena menjaga hubungan baik), dan 
nternalization (taat karena nilai intrinsic yang dianut).
14	 	Proses	pemindahan	file/konten	digital	kedalam	kaset	CD	atau	VCD.
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Faktor non hukum juga turut mempengaruhi penegakan hukum undang-undang hak 
cipta. Berdasarkan Teori Sibernartika Talcott Parson, sistem sosial merupakan suatu sinergi 
antara berbagai sub sistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. 
Adanya hubungan yang saling keterkaitan, interaksi dan saling ketergantungan. Contoh, 
keterkaitan antara hukum, agama, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, sosial yang tak 
dapat terpisahkan dan saling berinteraksi. 
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, suatu undang-undang dapat ditegakkan jika 
memuat unsur-unsur sebagai berikut, yakni :
a). Pemahaman masyarakat terhadap substansi dari undang-undang.
b). Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
c). Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
d). Faktor sarana atau failitas yang mendukung penegakan hukum.
e). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
f). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada 
     karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Jika berdasarkan teori Sarjono Soekanto, undang-undang akan efektif, jika memuat 
keenam unsur diatas dan faktor terpenting adalah suatu undang-undang dapat bersinergi 
dengan kebudayaan dan lingkungan tempat undang-undang itu akan diterapkan.
Indonesia sebagai salah satu anggota dari masyarakat internasional tidak akan 
terlepas dari perdagangan internasional. Sekarang ini negara sebagai pelaku perdagangan 
internasional terorganisasikan dalam sebuah wadah yang disebut World Trade Organization 
(WTO). Salah satu konsekuensi dari keikutsertaan sebagai anggota WTO, maka semua 
negara peserta termasuk Indonesia diharuskan menyesuaikan segala peraturan di bidang 
HaKI dengan standar TRIPs. Dengan kata lain bahwa aturan-aturan HaKI di Indonesia harus 
mengadopsi ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip yang ada dalam TRIPs.15 
Gambaran di atas menunjukkan bahwa perlindungan HaKI saat ini mempunyai 
karakter tersendiri. Artinya, karakter perlindungan tersebut tumbuh secara internasional 
melalui konvensi-konvensi internasional, tetapi bermula dan berakar dari negara-negara 
individu secara mandiri sebagai subjek hukum internasional. Sebaliknya, dalam penerapan 
selanjutnya masing-masing negara mengadopsinya dengan memperhatikan akar budaya dan 
sistem hukumnya masing-masing, artinya  implementasi perlindungan HaKI pada pendekatan 
masing-masing negara. 
Hak Cipta yang merupakan bagian dari HaKI pun dalam penerapannya menyesuaikan 
15  Hasbir Paserangi. Perlindungan Hak Cipta Softwer Komputer di Indonesia. Jurnal hukum no. Edisi 
khusus vol. 18 oktober 2011: 20 - 35
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dengan akar budaya serta kultur dari masyarakat itu sendiri. Namun, fakta di lapangan 
membuktikan bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum mampu meng-cover prilaku 
masyarakat yang belum memiliki kesadaran mengenai hakikat dari menghargai ciptaan dari 
orang lain. 
Selain itu, faktor non hukum, seperti faktor ekonomi, turut mempengaruhi penegakan 
undang-undang tersebut. Masyarakat Indonesia sebagian besar masih berada dalam taraf 
kemiskinan, padahal hiburan merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting. Sehingga 
masyarakat lebih memilih untuk mengunduh (download) lagu	maupun	 film	 secara	 gratis	
tanpa ijin dari pemegang lisensi/pencipta. Tidak hanya sampai di situ, masyarakat juga 
bahkan mengedarkannya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
PENUTUP
Pelanggaran hak cipta berupa proses peng-upload, pengunduhan, hingga pem-burning-an 
marak terjadi dikarenakan prosesnya yang mudah dan murah serta kurangnya pengetahuan 
masyarakat mengenai undang-undang hak cipta tersebut. Minimnya tingkat kesadaran 
masyarakat tentang menghargai hasil karya atau ciptaan dari orang lain juga menjadi penyebab 
utama. Penegakan hukum pada undang-undang hak cipta, khususnya pada cyberspace harus 
bersinergi dengan kultur masyarakat maupun budaya pada masyarakat Selain itu, perlu pula 
sinergitas antara aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga penegakan hukum dapat 
menjadi efektif.
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PENDAHULUAN
Latar belakang desentralisasi sesungguhnya adalah adanya keinginan untuk mendekatkan 
pelayanan pemerintah yang lebih dekat berdasarkan kainginan dan masyarakat masing-
masing, hal ini untuk meningkatkan pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi 
masyarakat lokal, yang tentunya juga akan bermuara pada kekuatan ekonomi politik ditingkat 
pusat. 
 Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di 
definisikan	sebagai	penyerahan	kewenangan.	Dalam	kaitannya	dengan	sistem	pemerintahan	
Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan 
karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma 
pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung 
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Abstract: Local governance in the conduct of governmental affairs has a relationship with 
the central government and with other areas of government. These relationships include 
the relationship of authority, finance, public services, the utilization of natural resources, 
and other resources. The scope of reflexive law perspective on the relationship of authority 
between the central and local government is to analyze the nature of regional autonomy in 
the implementation of the government. It is necessary to confirm the existence of regulatory 
autonomy, so the area is clearly implementing autonomous government in the absence of 
central government meddling is a policy for the benefit of society.
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Abstrak: Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan, meliputi 
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah 
yang bersangkutan. Perspektif hukum refleksif terhadap hubungan kewenangan antara 
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah adalah dengan menganalisis hakikat 
otonomi daerah di dalam pelaksanaan pemerintahan. Olehnya itu, perlu adanya regulasi 
yang mempertegas eksistensi otonomi daerah, sehingga daerah dengan jelas melaksanakan 
pemerintahan yang bersifat otonom tanpa adanya ikut campur pemerintah pusat yang 
bersifat kebijakan untuk kepentingan masyarakat masing-masing. 
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jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah. 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
diharapkan membuat masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan 
kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-
masing. Sebab,  perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah tersebut mengakibatkan daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai 
untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Dengan adanya regulasi terhadap pelimpahan kewenangan pusa ke daerah maka 
pemerintah darah harus mempersiapakan diri untuk mengelolah potensi sumberdaya alam 
dan potensi sumber daya manusia. Antara potensi sumber daya manusia dan potensi sumber 
daya alam harus seiring sejalan sebab, potensi sumber daya manusia tanpa dibarengi dengan 
potensi sumber daya alam daerah hanya akan menjadi “jajahan” dengan daerah lain atau 
koorporaktokrasi, demikian sebaliknya potensi sumberdaya manusia tanpa pengelolaan 
sumberdaya alam maka daerah akan menjadi tidak terkelolah dengan baik.
Otonomi daerah merupakan aroma segar daerah yang dapat terbebas dari kehendak 
dan keinginan pemerintah pusat,  selama sistem sentralisasi seolah pemerintah pusat yang 
lebih tahu tentang kebutuhan dan keinginan daerah. Hal tersebut menjadi cikal bakal dalam 
agenda reformasi sehingga masyarakat menuntut haknya di dalam pengelolaan daerah daerah 
masing-masing.
Harapan dan kenyataan tidak lah akan selalu sejalan. Tujuan atau harapan tentu akan 
berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan juga berjalan baik. 
Namun ketidaktercapaian harapan itu nampak nya mulai terlihat dalam otonomi daerah yang 
ada di Indonesia. Masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah 
di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan 
awal dari otonomi daerah dapat tercapai.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang muncul adalah bahwa dengan 
pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah justru pusat masih tetap ikut andil dengan 
persoalan daerah. Sehingga daerah tidak mampu menjalankan pemerintahan secara mandiri 
berdasarkan keinginan dan kepentingan masyarakat. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pembagian Kekuasaan 
Menurut Miriam Budiardjo,1 kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti 
bahwa, “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the 
1 Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998. hlm. 35-36
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ruled). Berarti dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang 
tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”.2 
sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai 
wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini 
dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan 
bahkan yang diperkuat oleh Negara.3 
Ferrazi,4	 mendefinisikan	 kewenangan	 sebagai	 hak	 untuk	 menjalankan	 satu	 atau	
lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan 
(administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. Kekuasaan dalam arti 
hukum yang dimaksud perlu adanya pemisahan dan pembagian yang proporsional guna 
dalam menjalankan pemerintahan sebagai bentuk pelayanan publik dan pembangunan 
nasional perlu dilakukan. 
Menurut Jimly Asshiddiqie,5 pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu sama-
sama merupakan konsep mengenai pemisahan kekuasaan (separation of power). Secara 
akademis, dapat dibedakan antara pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian 
luas, konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) itu juga mencakup pengertian 
pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah division of power (distribution 
of power). Pemisahan kekuasaan merupakan konsep hubungan kekuasaan yang bersifat 
horizontal, sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara horizontal, 
kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan 
fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan judikatif. Sedangkan 
dalam konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau division of power) kekuasaan 
negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan ‘atas-bawah’.
Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie,6 mengatakan bahwa di lingkungan negara federal 
seperti Amerika Serikat, istilah ‘distribution’ atau ‘division of power’ itu biasa digunakan 
untuk menyebut mekanisme pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara 
bagian. Di negara yang berbentuk kesatuan (unitary state), pengaturan mengenai pembagian 
kewenangan antara pusat dan daerah juga disebut ‘distribution of power’ atau ‘division of 
power’. Oleh karena itu, secara akademis, konsep pembagian kekuasaan itu memang dapat 
dibedakan secara jelas dari konsep pemisahan kekuasaan dalam arti yang sempit tersebut. 
2 Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu 
Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Surabaya: Universitas Airlangga, 
1990. hlm. 30
3 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, 
Yogyakarta: Kanisius, 1990. hlm. 52
4 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 
2007. hlm. 93
5 Jimly Asshiddiqie, Makalah, Otonomi Daerah Dan Parlemen Di Daerah, Banten, 2 Oktober 2000, 
hlm. 1 
6  Ibid. hlm. 2 
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Keduanya tidak perlu dipertentangan satu sama lain, karena menganut hal-hal yang memang 
berbeda satu sama lain.
Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah adalah: 
1. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, 
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, 
peradilan,	moneter	dan	fiskal,	agama,	serta	kewenangan	bidang	lain;	
2. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional 
dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan 
keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan 
dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta 
teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional; 
3. Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka 
desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, 
sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang 
diserahkan tersebut; 
4. Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka 
ekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang 
dilimpahkan tersebut; 
5. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam 
bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan 
dalam bidang pemerintahan tertentu   lainnya; 
6. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang 
tidak atau belum dapat  dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; 
7. Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam 
bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; 
8. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya 
dan bertanggung  jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Kewenangan Daerah di wilayah laut meliputi: (a) 
Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah 
laut tersebut; (b) Pengaturan kepentingan administratif; (c) Pengaturan tata ruang; 
(d) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau 
yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan (e) Bantuan penegakan 
keamanan dan kedaulatan negara; 
9. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh 
sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi. Pengaturan lebih lanjut mengenai batas 
laut diatur dengan Peraturan Pemerintah; 
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10. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan 
pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan seperti kewenangan 
dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan 
fiskal,	 agama,	 serta	 kewenangan	 bidang	 lain	 yang	mencakup	 kebijakan	 tentang	
perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana 
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian 
negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan 
sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi 
nasional; 
11. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mencakup kewenangan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi. Bidang pemerintahan 
yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi 
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, 
industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, 
koperasi, dan tenaga kerja; 
12. Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam 
rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta 
sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan 
mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah. Setiap penugasan ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan.
Konsep Desentralisasi 
Siendentopf,7 berpendapat bahwa desentralisasi adalah suatu istilah yang memiliki 
pengertian konotasi yang berbeda bagi masyarakat yang berbeda atau bagi masyarakat 
yang sama dalam konteks atau situasi yang berbeda. Sedangkan menurut Bagir Manan,8 
secara umum desentralisasi merupakan ‘bentuk atau tindakan memencarkan kekuasaan atau 
wewenang dari suatu organisasi, jabatan, atau pejabat.
Koesoemahatmadja,9 menguraikan bahwa desentralisasi terbagi dua, yaitu ambtelijke 
decentralisati/deconsentratie (dekonsentrasi) dan staatkundige decentralisatie (desentralisasi 
ketatanegaraan). Sementara desentralisasi ketatanegaraan yang merupakan penyerahan 
kekuasaaan perundang-undangan dan pemerintahan (regelende en besturende bevoegheid) 
kepada daerah otonom, juga terbagi dua yakni, desentralisasi teritorial (territoriale 
7 Siedentopf, Heinrich. Desentralization for Rural Development: Goverment Approaches and People’s 
Initiatives in Asia and The Pacific. Building from Below Local Initiatives for Decentralized Development in 
Asia and Pacific. Vol	1.	Kuala	Lumpur:	Asian	and	Pacific	Development	Centre.	1987.
8 Bagir Manan. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 
Yogyakarta, 2001, hlm. 10
9 RDH Koesoemahatmadja, Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Binacipta, 
Bandung, 1979, hlm. 15
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decentralisatie) dan desentralisasi fungsional (functionele decentralisatie). Desentralisasi 
teritorial mencakup autonomie (otonomi) dan medebewind atau zelfbestuur (tugas 
pembantuan). Dengan perkataan lain, baik otonomi maupun tugas pembantuan, keduanya 
masuk dalam lingkup desentralisasi. 
Van Der Pot, sebagaimana dikutip dalam Bagir Manan,10 membagi desentralisasi 
menjadi desentralisasi teritorial yang menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada 
wilayah, sedangkan desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan yang 
didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.
 
Mengenai desentralisasi, Van der Pot memandang, 
tidak semua peraturan dan penyelenggaraaan pemerintahan dilakukan dari pusat (central).
 
Pelaksanaan pemerintahan dilakukan baik oleh pusat maupun berbagai badan otonom. 
Badan-badan otonom ini dibedakan antara desentralisasi berdasarkan teritorial (territoriale 
decentralisatie) dan desentralisasi fungsional (functionaeele decentralisatie). Bentuk 
desentralisasi itu dibedakan antara otonomi dan tugas pembantuan. 
Penggolongan desentralisasi dilakukan oleh Amrah Muslimin,11 menurutnya, 
desentralisasi terbagi ke dalam tiga golongan, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi 
fungsional dan desentralisasi kebudayaan.
 
Desentralisasi politik adalah “pelimpahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah 
tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam 
daerah-daerah tertentu”.
 
Menurut Bagir Manan,12 pengertian desentralisasi politik tersebut 
sama dengan desentralisasi teritorial karena faktor ‘daerah’ menjadi salah satu unsurnya.
 
Mengenai desentralisasi kebudayaan, Amrah Muslimin,13 mengartikan bahwa memberikan 
hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan 
kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dan lain-lain). Dalam kebanyakan 
Negara kewenangan ini diberikan pada kedutaan-kedutaan asing demi pendidikan warga 
negara masing-masing negara dari keduataan yang bersangkutan.
Desentralisasi telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang universal 
dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa 
tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat 
kondisi	geografis,	kompleksitas	perkembangan	masyarakat,	kemajemukan	struktu	sosial	dan	
budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Di negara yang berbentuk kesatuan tidak mungkin ada daerah yang bersifat staat. 
Konsekwensinya adalah timbul hubungan hukum antara pemerint pusat dan pemerintah 
daerah. Hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya negara 
10 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, 
Jakarta, 1994, hlm. 21
11 Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 5
12 Bagir Manan. Op.cit. hlm. 22 
13 Amrah Muslimin. Op.cit. hlm. 5-6
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berkembang seperti Indonesia, tergantung pada sistem yang digunakan dalam pengaturan 
hubungan tersebut. Secara teoritis, ada dua model sistem yang dapat digunakan, yakni model 
sistem sentralisasi dan model sistem desentralisasi. Kedua sistem tersebut hanyalah terbatas 
sebagai model, sebab di seluruh dunia dewasa ini tidak ada satu negara yang secara ekstrim 
pemerintahannya bersifat sentralisasi atau sebaliknya desentralisasi penuh.14
Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum tujuan tersebut 
dapat	diklasifikasi	ke	dalam	dua	variabel	penting,	yaitu	pertama	peningkatan	efisiensi	dan	
efektivitas	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 (yang	 merupakan	 pendekatan	 model	 efisiensi	
struktural/structural efficiency model) dan kedua peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan model partisipasi/
participatory model). 
Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam tujuan-ujuan 
desentralisasinya, tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi terhadap arah pertumbuhan 
(direction of growth) yang akan dicapai melalui desentralisasi. Dalam konteks Indonesia, 
desentralisasi telah menjadi konsensus pendiri bangsa. 
Pada Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan menjadi 
Pasal 18, 18A dan 18B memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi. Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi, dan daerah Provinsi itu 
dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. 
Amanat dan konsensus konstitusi ini telah lama dipraktikkan sejak kemerdekaan Republik 
Indonesia dengan berbagai pasang naik dan pasang-surut tujuan yang hendak dicapai melalui 
desentralisasi tersebut. Bahkan Sampai saat ini, kita telah memiliki 7 (tujuh) undang-undang 
yang mengatur pemerintahan daerah, yaitu: UU No. 1 Tahun 1945; UU No. 22 Tahun 1948; 
UU No. 1 Tahun 1957; UU No. 18 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 
1999; UU No. 32 Tahun 2004; dan terakhir UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan 
Daerah.
Desentralisasi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan 
merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diartikan sebagai 
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara utuh dan bulat dilaksanakan 
pada daerah kabupaten dan kota. Pengertian ini sesuai dengan hakekat dari desentralisasi, 
yakni “delegation of authority and responsibility”. 
Pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya merupakan manifestasi dari 
sistem desentralisasi dalam pemerintahan di suatu negara. Konsep desentralisasi itu sendiri 
14  Muchsan. Kajian Yuridis Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi yang Seluas-
luasnya. Makalah Seminar Nasional. Otonomi Daerah dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis. Yogyakrta: FE 
UPN Veteran. 1999.
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dalam ilmu administrasi publik merupakan sebuah pendekatan dan teknik manajemen 
yang berkenaan dengan fenomena tentang pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 
(delegation of authority and responsibility) dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi 
kepada yang lebih rendah. Kebijakan desentralisasi menyangkut perubahan hubungan 
kekuasaan di berbagai tingkat pemerintahan. 
Desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengacu kepada pembentukan 
suatu area yang disebut daerah otonom yang akan merupakan tempat atau lingkup dimana 
kewenangan yang diserahkan dari pusat akan diatur, diurus, dan dilaksanakan. Daerah otonom 
tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Urusan-
urusan tersebut mula-mula sebagai urusan pemerintah pusat, kemudian setelah diserahkan 
kepada daerah menjadi urusan daerah yang sifatnya otonom. 
Otonomi Daerah
Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, “autos” yang berarti sendiri dan “namos” 
yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian, Otonomi Daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas, 
maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan sendiri. Sedangkan Koesoemahatmadja, dalam Rozali Abduilah,15 
berpendapat bahwa perkembangan sejarah di Indonesia otonomi selain mengandung arti 
perundangan (regeling), juga mengandung arti pemerintahan (bestuur). Sedangkan istilah 
otonomi dalam bahasa belanda berarti pemerintahan sendiri (zelfregering) yang oleh Van 
Vollenhoven,16 dibagi atas zelfwetgeving (membuat undang-undang sendiri), zelfitvoering 
(melaksanakan sendiri), zelfrechtspraak (mengadili sendiri), dan zelfpolftie (menindaki 
sendiri).
Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, otonomi 
daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan 
bahwa Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti 
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar 
yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 
untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat 
yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut 
15  Rozali Abduilah, Otonomi luas dengan pemilihan kepala daeah secara langsung.Jakarta: PT Raja 
Grafindo	Persada,	2003,	hlm.	9
16  Rozali Abduilah, Loc.cit.
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dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi 
nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan 
berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi 
untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan 
demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. 
Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang 
dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian 
otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Menurut James W Fesler,17 otonomi daerah bukanlah tujuan melainkan suatu instrumen 
untuk mencapai tujuan. Instrumen tersebut haruslah digunakan secara arif oleh kepala daerah 
tanpa	harus	menimbulkan	konflik	antara	pusat	dan	daerah,	atau	antar	provinsi	dan	kabupaten/
kota karena jika demikian, makna otonomi daerah menjadi kabur. Dalam kondisi demikian, 
kepala daerah harus waspada terhadap munculnya hubungan antar tingkat pemerintahan yang 
bergerang dalam saling ketidakpercayaan, atau suasana kurang harmonis seperti munculnya 
egoism masing-masing tanpa menyadari bahwa fungsi pemerintahan hanya meliputi tiga 
hal, yaitu pelayanan kepada masyarakat (public services); membuatkan pedoman/arah atau 
ketentuan kepada masyarakat (regulation); dan pemberdayaan (empowerment).
Beranjak dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada 
prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu: (1) Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri; (2) Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti 
peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka 
pemerintahan nasional; (3) Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya 
sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan 
menggali sumber pembiayaan sendiri.
Jadi tujuan pemberian otonomi daerah adalah: (1) Peningkatan pelayanan masyarakat 
yang semakin baik; (2) Pengembangan kehidupan demokrasi; (3) Keadilan; (4) Pemerataan; 
(5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam 
rangka keutuhan NKRI; (6) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat; (7) Menumbuhkan 
prakarsa	dan	kreatifitas,	meningkatkan	peran	serta	masyarakat,	mengembangkan	peran	dan	
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Krisis Hukum Formal Atas Hubungan Kewenangan Antar Pemerintahan Pusat dan 
Daerah
Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentu banyak yang 
17  J. Kaloh, Kepala Daerah, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 16
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menimbulkan pro dan kontra, paling tidak antara daerah yang mempunyai potensi darah dan 
daerah yang tidak memilki potensi alam. Daerah yang memiliki potensi alam dan potensi 
sumber daya manusia tentulah akan menerima otonomi sebagai bagian penting di dalam 
menata kehidupan masyarakat secara mandiri berdasarkan kepentingan masyarakat masing-
masing, namun sebaliknya, daerah yang tidak memilki potensi alam dan potensi sumber 
daya manusia yang memadai tentunya adakan tidak menerima otonomi daerah, dengan dalil 
bahwa adanya pengurangan subsidi dari pemerintah pusat. 
Sistem otonomi daerah seolah diarahkan pada kompetisi tiap daerah untuk memberikan 
pelayanan dan pembangunan secara mandiri. Namun, daerah yang notabene kurang memiliki 
sumber daya alam maka tentunya menjadi pekerjaan berat untuk harus mengimbangi 
daripada daerah yang sudah memilki potensi sumberdaya alam. Sehingga, sebagai konsep 
kiranya daerah tidak ada yang tetinggal dalam hal pembangunan, maka pemerintah pusat 
harus memberikan perimbangan keuangan yang adil, hal tersebut berdasar pada ideologi 
negara pada sila ke lima pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 
Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang 
menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Tujuan otonomi 
daerah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani 
urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan mempelajari, memahami dan 
merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pemerintah 
hanya berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.
Desentralisasi	 diperlukan	 dalam	 rangka	 peningkatan	 efesiensi	 dan	 efektifitas	
penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai wahana pendidikan politik di daerah. Untuk 
memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional. Untuk mewujudkan demokrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Untuk memberikan peluang 
kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Sebagai 
sarana bagi percepatan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang 
bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan 
otonomi haruslah mantap.
Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik 
cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting 
atau pinggiran. Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan 
dengan dalih pemerataan pembangunan. Sistem sentralisasi justru mendapatkan manfaat 
dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan 
kewenangan tersebut tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan 
yang tidak menguntungkan tersebut.
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 Ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan bila dibiarkan berkepanjangan akan 
berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Pertama, adanya eksploitasi 
pendapatan daerah; Kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah 
yang belum mantap. Ketiga,  penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum 
memadai. Keempat, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya 
pelaksanaan otonomi daerah. Kelima, korupsi di daerah. Keenam, adanya potensi munculnya 
konflik	antar	daerah.
Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup 
untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Daerah harus membayar 
seluruh gaji seluruh pegawai daerah, pegawai pusat yang statusnya dialihkan menjadi 
pegawai daerah, dan anggota legislatif daerah. Di samping itu, daerah juga dituntut untuk 
tetap menyelenggarakan jasa-jasa publik dan kegiatan pembangunan yang membutuhkan 
biaya yang tidak sedikit.
Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam 
pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi 
pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah 
muncul inherent risk, risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, 
bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah.
Banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan 
daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah pola 
ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena kekuatan koersif yang dimiliki oleh institusi 
pemerintahan; sebuah kekuatan yang tidak applicable dalam negara demokratis modern. Pola 
peninggalan kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena ketidakmampuan pemerintah 
dalam mengembangkan sifat wirausaha (enterpreneurship).
Instensifikasi	perolehan	pendapatan	yang	dilakukan	pusat	terhadap	daerah	cenderung	
bersifat eksploitatif, hal semacam itu  justru akan banyak mendatangkan persoalan baru 
dalam jangka panjang, dari pada manfaat ekonomis jangka pendek, bagi daerah. Hal tersebut 
dikarenakan  beratnya beban yang harus ditanggung warga masyarakat. Meskipun satu item 
pajak atau retribusi yang dipungut dari rakyat hanya berkisar seratus rupiah, akan tetapi jika 
dihitung secara agregat jumlah uang yang harus dikeluarkan rakyat perbulan tidaklah kecil, 
terutama jika pembayar pajak atau retribusi adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan 
memadai. 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya diatur dalam 
UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 juga memberikan kerangka yang 
cukup ideal bagi terwujudnya keadaan politik lokal yang dinamis dan demokratis di setiap 
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daerah. Namun, praktik-praktik politik yang menyusul setelah itu masih belum sepenuhnya 
memperlihatkan adanya otonomi yang demokratis. 
Dari hal tersebut yang menjadi faktor belum maksimalnya otonomi daerah di tingkat 
daerah diliputi beberapa faktor, yaitu: 
Pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi 
kepada pemerintahan di daerah. Ketidakseriusannya dapat dilihat dari pembiaran pemerintah 
pusat terhadap berbagai peraturan perundang-undangan lama yang tidak lagi sesuai dengan 
UU otonomi yang baru. Padahal, ada ratusan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan 
berbagai peraturan lainnya yang harus disesuaikan dengan kerangka otonomi daerah yang 
baru. Ketiadaan aturan pelaksanaan baru yang mendukung otonomi daerah yang demokratis 
menjadikan kedua UU menyangkut otonomi daerah itu mandul dan tak efektif. Sementara di 
tingkat daerah, ketiadaannya telah melahirkan kebingungan.
Kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di 
kalangan sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat 
kuat. Hal ini tentu saja bukan sesuatu yang diinginkan apalagi menjadi tujuan pelaksanaan 
otonomi daerah. Bagaimanapun, fenomena “putra daerah” itu begitu meruak di berbagai 
daerah. Hubungan pusat dan daerah juga masih menyimpan ancaman sekaligus harapan. 
Menjadi sebuah ancaman karena berbagai tuntutan yang mengarah kepada disintegrasi 
bangsa semakin besar.
Rematerialisasi Hubungan Kewenangan Antar Pemerintahan Pusat dan Daerah
Laica Marzuki,18 mengatakan, bentuk negara (de staatsvorm) Republik Indonesia secara 
utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan 
yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan desentralisatie, dijalankan atas dasar 
otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 18 ayat (1) dan 
(5) UUD 1945.
Dengan demikian, dalam hal penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah 
pusat kepada daerah otonom secara delegasi, untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan memberikan konsekuensi bahwasanya pemerintah pusat kehilangan 
kewenangan dimaksud. Semua beralih kepada daerah otonom, artinya menjadi tanggungjawab 
pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan 
sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
menetapkan, bahwasanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, 
meliputi: a.) politik luar negeri, b.) pertahanan, c.) keamanan, d.) yustisi, e.) moneter dan 
fiskal,	f.)	agama.
18  M. Laica Marzuki, Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jurnal Konstitusi Vol. 4 
Nomor	1	Maret	2007,	Jakarta:	Sekretariat	Jenderal	&	Kepaniteraan	Mahkamah	Konstitusi	RI.
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Sehingga pemerintah pusat tidak boleh mengurangi, apalagi menegasikan kewenangan 
pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah otonom. Namun demikian, daerah 
otonom-daerah otonom tidak boleh melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI. Betapa pun 
luasnya cakupan otonomi, desentralisasi yang mengemban pemerintahan daerah tidaklah 
boleh meretak-retakkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tuntutan akan kualitas yang memadai belum sepenuhnya terpenuhi sehingga akan 
menghambat proses penyelenggaraan otonomi daerah karena aparatur yang akan bersentuhan 
langsung dengan tugas yang akan dilaksanakan,sehingga penyelenggaraan otonomi daerah 
belum sesuai dengan yang di harapkan.
Pada intinya, masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri, 
terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilihan kebijakan yang tidak 
populer	melalui	 intensifikasi	pajak	dan	perilaku	koruptif	pejabat	daerah	sebenarnya	sudah	
ada sejak lama dan akan terus berlangsung. Dari rasionalitas hukum modern ini, hukum 
harus memperhatikan masyarakat dengan segala aspeknya. Perubahan hukum tidak saja 
memperhatikan aspek atau dinamika internal dari hukum, tapi juga pula mempertimbangkan 
dinamika eksternal. Perubahan hukum tanpa memperhatikan dinamika eksternalnya, seperti 
a law with aut society (hukum tanpa masyarakat).19
PENUTUP
Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan 
segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Di mana untuk mewujudkan keadaan 
tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan 
kepada	daerah	untuk	mengidentifikasikan,	merumuskan,	dan	memecahkannya,	kecuali	untuk	
persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam 
perspektif keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Maka	 dari	 itu,	 pemerintahan	 daerah	 dalam	 rangka	 meningkatkan	 efisiensi	 dan	
efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan 
pemerintahan dan antar pemerintah daerah, di samping potensi dan keanekaragaman yang 
terdapat di setiap daerah.
19 Gunther Tuebner, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law,	Law	&	Society	Review,	Vol.	17,	
No. 2. 1983, hlm. 258
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PENDAHULUAN 
Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat sentral di dalam kurun waktu  pembangunan 
dewasa ini dan sering hal itu menimbulkan perbincangan dan diskusi yang berkepanjangan 
oleh berbagai kalangan masyarakat. Korupsi telah merupakan penyakit kronis di Indonesia. 
Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, 
menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi dan mengabaikan moral, oleh 
karena itu harus segera diberantas.1
Usaha penanggulangan tindak pidana korupsi  sangat diprioritaskan karena korupsi 
dipandang  dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangi 
tercapainya tujuan nasional, mengancam upaya mewujudkan keadilan sosial, merusak citra 
aparatur yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia 
dan lingkungannya. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela oleh 
1 ST. Harun Pudjiarto. 1994. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,	Raja	Grafindo	:	Jakarta.		Hlm.	4-5.
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Abstract: Corruption is a disease that is undermining the well-being of society, hamper the 
implementation of development, harming the economy and ignoring the moral, therefore it 
must be eradicated soon. The strategy for the eradication of criminal acts of corruption can 
be done through means of penal and non penal. Both of these require integrity means the 
apparatus of State both in personal organisers as well as institutional departing from moral 
values and ethics as well as  in the legislation.
Keywords: Corruption, Strategy, Eradication 
Abstrak: Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan 
rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi dan mengabaikan 
moral, oleh karena itu harus segera diberantas. Strategi pemberantasan tindak pidana 
korupsi dapat dilakukan melalui sarana penal dan non penal. Kedua sarana ini membutuhkan 
integritas aparat penyelenggara negara baik secara personal maupun kelembagaan yang 
beranjak dari nilai-nilai moral dan etika serta dinormatifkan dalam peraturan perundang-
undangan.  
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negara manapun, karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi 
perekonomian negara. 
Namun, realita pada saat ini di Indonesia telah banyak ditemui kasus-kasus korupsi 
tersebut, sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong perekonomian 
negara ini ke dalam jurang keterpurukan dan berpengaruh langsung pada pelbagai krisis, 
khususnya krisis ekonomi dan kepercayaan.2
Untuk mencegah  terjadinya tindakan penyelewengan bagi penyelenggara negara 
telah ada instrumen-instrumen hukum yang berfungsi mencegah dan mengontrol sekaligus 
mengancam apabila melakukan tindakan melawan hukum. Intrumen-instrumen hukum itu 
antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (UUPTPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, keberadaan 
instrumen hukum ini ternyata belum efektif  membuat seseorang  “mengurungkan”  niatnya 
untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
Kritik terhadap substansi hukum khususnya Undang-undang No. 30 Tahun 2002 pun 
mulai muncul misalnya    perdebatan dengan materi  dalam Pasal 68 UU KPK. Pasal  tersebut 
memberi wewenang KPK mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus 
korupsi yang proses hukumnya belum selesai saat KPK terbentuk. Namun, dipersoalkan oleh 
Bram Hade Manoppo yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat KPK menjadikan 
dirinya tersangka kasus dugaan korupsi pembelian helikopter MI-2 buatan Rostov Rusia 
yang terjadi pada bulan Juli 2001, jauh sebelum KPK terbentuk tanggal 27 Desember 2003.3
Pasal 6 huruf c UU KPK  juga dimohonkan uji materi ke MK karena dianggap oleh 
pemohon bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap 
orang berhak atas  pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pemohon menilai, bahwa adanya Pasal 6 huruf-c 
UU KPK telah menjadikan KPK sebagai lembaga superbody yang bukan hanya memiliki 
otoritas tanpa batas yang bermuara pada pelanggaran HAM, tetapi juga telah mengacaukan 
sistem hukum yang berlaku di Indonesia. 
Menurut pemohon, melekatnya fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
sekaligus (satu atap) dan melekatnya pula fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
pada lembaga kepolisian dan kejaksaan, merupakan bentuk “kerancuan hukum” dan tidak 
adanya “kepastian” hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam 
proses penegakan hukum di bidang korupsi. Padahal  menutut pemohon, ketidakpastian 
hukum dalam penegakan hukum, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 28D Ayat 
2 Andi Abu Ayyub Saleh. 2003 . Mengoptimalkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK. Makalah Peneri-
maan dalam Calon Pimpinan Penerimaan KPK : Jakarta. Hlm. 1.
3 Marwan Mas. 2010. Mendorong keberanian dan profesionalitas  Komisi Pemberantasan Korupsi.  Univer-
sitas 45: Makassar. Hlm. 4
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(1) UUD 1945.4
Kesulitan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini disebabkan pula 
oleh faktor aparat penyelenggara negara. Lembaga-Lembaga vertikal, (Polisi, Peradilan, 
Pajak, Imigrasi, Bea Cukai, Militer dll), masih dipersepsikan sangat korup. Menurut versi 
Transparansi Indonesia, bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga paling tinggi  tingkat 
inisiatif meminta suap (100%),  disusul Bea Cukai (95%), Imigasi (90%), BPN (84%), Polisi 
(78%) dan Pajak (76%).5
Kasus dugaan korupsi yang terjadi pada lembaga kejaksaan, pengadilan, kepolisian, 
Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah, aparat pemerintah baik pusat maupun 
daerah pun banyak terjadi, sehingga menimbulkan munculnya rasa tidak percaya terhadap 
penyelenggara negara dan terhadap aparat penegak hukum. Sikap skeptis terhadap kegagalan 
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya disuarakan oleh kalangan pakar dan 
media massa, melainkan juga dibicarakan di kalangan lapisan masyarakat bawah. Kondisi 
ini sangat sesuai dengan penyataan yang pernah dikemukakan oleh Robert Klit Gaard,6 pada 
tahun 1991 yang menyatakan, “Corruption is one of the foremost problems in the developing 
world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century.” 
Menurutnya, korupsi telah menjelma menjadi salah satu masalah yang paling besar di negara 
berkembang, dan  masalah itu semakin menarik perhatian begitu kita memasuki dekade 
terakhir abad ke-20. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Penegakan Hukum (Law Enforcement)
Seorang pembuat sistem yang hendak memasangkan tubuh hukum yang hidup pada 
skemanya yang logis analitis harus bekerja menerut suatu mekanisme atau cara tertentu. 
Satu	 dari	 himpunan	 ilmu	 hukum	 adalah	 sifat,	 sistem	 dan	 dasar	 filsafat	 dari	 situasi,	 yang	
di dalamnya seseorang menagih orang lain supaya ia memberikan atau melakukan sesuatu 
untuk melakukan sesuatu. Dari hal ini, lahirlah suatu istilah kewajiban atau secara lebih luas 
disebut pertanggungjawaban hukum.7
Dalam sebuah negara, setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan 
masing-masing menginginkan supaya kepentingan tersebut terpenuhi. Namun, dipenuhinya 
suatu kepentingan biasanya menuntut pemenuhan kepentingan yang lain sehingga kepuasan 
4 Ibid. Hlm. 6
5 Hasil Survey Lembaga Transparansi Internasional (TI) tahun 2010 yang dimuat dalam http://www.huku-
monline.com/klinik/detail/lt4cc69e823d092/beda-kewenangan-kpk,-kepolisian-dan-kejaksaan-selaku-pe-
nyelidik-dan-penyidik 
6 Dalam Busse. 1996, The Perception of Corruption: A market Discipline Corruption Model (MDCM), Goi-
zueta Business School, Emory University. Atlanta. Georgia:  U.S.A. Hlm. 3
7 Franz Magnis Suseno. 1985. Etika masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Kanisius: Yogyakarta. Hlm. 79
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setiap orang mustahil bisa tercapai. Dalam rangka menjaga keutuhan sistem dari adanya 
berbagai gejolak yang diakibatkan perselisihan kepentingan itulah diperlukan pranata negara 
sebagai pihak yang mengatur, menyesuaikan dan menentukan prioritas bagi terpenuhinya 
kepentingan serta tujuan berbagai pihak. Negara sebagai suatu bentukan permanen yang 
terdiri dari orang-orang yang hidup bersama dalam suatu territorial dan organisasi di bawah 
suatu pemerintahan yang bebas dari kontrol luar serta membentuk dan memberlakukan 
hukum dalam batas-batas wilayah negara tersebut. Di dalam sebuah negara terdapat 
kedaulatan yang mensyaratkan kebebeasan eksternal dan otoritas internal atau kebebasan 
untuk memberlakukan hukum dan memaksakan ketaatan.8 Dari hal inilah dikenal yang 
disebut sebagai penegakan hukum. 
Pengertian penegakan hukum berbeda dengan penegakan keadilan. Penegakan 
hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian “law enfocement” dalam arti sempit, 
sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan 
keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi “court of law” 
dalam arti pengadilan hukum dan “court of justice” atau pengadilan keadilan. Bahkan 
dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan 
istilah “Supreme Court of Justice”.9
Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto,10 terdapat lima faktor yang sangat 
mempengaruhi penegakan hukum, kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, sehingga 
merupakan esensi dari penegakan hukum, dan merupakan tolak ukur dari efektivitas 
penegakan hukum. Kelima faktor tersebut, adalah:
1. Faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana   hukum tersebut berlaku atau di 
terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan pada 
karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
pelaksanaan atau penegakan hukum, cukup banyak dan bervariasi. Akan tetapi, keseluruhan 
faktor tersebut, faktor manusia yang menjalankan penegakan hukum itu sangat dominan 
untuk menentukan apakah penegakan hukum (pelayan penegakan hukum) itu berhasil atau 
tidak.
8 Wahyudi Kumorotomo. 2010. Etika Administrasi Negara. Rajawali Press : Jakarta. Hlm. 56
9 Djarot M. Subroto. 2001. Peran Polisi dalam Pembangunan. Sinar Persada : Jakarta.  Hlm. 63
10 Soerjono Soekanto. 1993. Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum. Citra Aditya Bhakti : Bandung. 
Hlm. 5-6
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Integritas Personal dan Kelembagaan sebagai Landasan Penentuan Strategi 
Pemberantasan Korupsi 
Integritas Personal
Tindak pidana korupsi merupakan satu perbuatan menyimpang. Teori Perilaku 
Menyimpang (Differential Association Theory) dari Edwin H. Sutherland, menjelaskan bahwa 
perilaku menyimpang/kriminal diajarkan dan dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang 
yang menyimpang/kriminal lainnya, seperti teknik kejahatan, alasan, motif, rasionalisasi dan 
sebagainya.11 Dalam terjadinya korupsi, peneliti mengutip beberapa teori, yaitu:
1. Teori Vroom hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi 
yang dimiliki. Kinerja (performance) seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya 
(ability) dan motivasi (motivation). Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat 
keahlian (skill) dan tingkat pendidikan (knowledge) yang dimilikinya. Jadi, dengan 
tingkat motivasi yang sama seseorang dengan skill dan knowledge yang lebih tinggi 
akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh 
harapan (expectation) orang yang bersangkutan dan nilai (value) yang terkandung 
dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang adalah ingin kaya, maka ada 
dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif maka, dia akan 
melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika 
dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara 
untuk menjadi kaya salah satunya dengan melakukan korupsi.12
2. Teori Kebutuhan Maslow tersebut menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling 
mendasar (bawah) yaitu hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kebutuhan 
paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan (physical needs). 
Selanjutnya kebutuhan keamanan adalah perumahan atau tempat tinggal, kebutuhan 
sosial adalah berkelompok, bermasyarakat, berbangsa. Ketiga kebutuhan paling bawah 
adalah kebutuhan utama (prime needs) setiap orang. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, 
kebutuhan seseorang akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri yaitu 
keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokratis dan lainya.13 Kebutuhan 
paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, misalnya kebutuhan 
untuk diakui sebagai kepala, direktur maupun walikota yang dipatuhi bawahannya. 
Jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya pun adalah 
kebutuhan mendasarnya, maka apa pun akan dia lakukan untuk mencapainya, termasuk 
dengan melakukan tindak pidana korupsi.
11 Amir Syamsuddin. 2008. Integritas Penegak Hukum. Penerbita Kompas. Jakarta. Hlm. 54
12 Victor H.Vroom dalam Carl Joachim Fiedrich. 2004. Filsafat Hukum, Perspektif Historis. Nusa media. Ja-
karta. Hlm. 21
13 Ibid. 
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3. Teori Klitgaard bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (crime of 
calculation) bukan hanya sekedar keinginan (passion). Seseorang akan melakukan 
korupsi jika hasil  yang didapat dari korupsi lebih tinggi dari hukuman yang didapat 
dengan kemungkinan  tertangkapnya yang kecil.14
4. Teori Jack Bologne (GONE). Greedy, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku 
korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportuniy, 
sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi. Needs, sikap mental yang tidak 
pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposes, 
hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera 
pelaku maupun orang lain. 15 
Tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari individu-individu yang ada dalam 
penyelenggara negara. Individu tersebut merupakan bagian penting dalam mencegah 
korupsi baik dalam hal mencegah tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas dan 
kewajiban maupun mencegah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu lain dalam 
suatu lembaga.  Seorang Individu tidak bisa dilepaskan dari 2 (hal) yakni kepribadian dan 
kemampuan personal.  
a. Kepribadian 
Kepribadian menunjuk pada pengaturan sikap-sikap seseorang untuk berbuat, berpikir, 
dan merasakan, khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi 
suatu keadaan. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang dimiliki seseorang 
apabila berhubungan dengan orang lain.  Secara umum yang dimaksud kepribadian adalah 
sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakan dengan orang lain.16   
Selama bertahun-tahun banyak peneliti yang coba merumuskan berbagai teori yang 
paling tepat dalam menggambarkan kepribadian manusia. Salah satu teori yang cukup dikenal 
adalah  Big Five Personality Theory oleh Warren Norman. Munculnya teori ini tidak terlepas 
dari berbagai perdebatan dan penelitian diantara para ahli dan peneliti, dan setelah beberapa 
dekade para peneliti melakukan konsensus dan kesepakatan terhadap teori  Big Five dengan 
mengklasifikasikan	 kepribadian	 manusia	 kedalam	 5	 faktor	 yaitu	 	 neuroticsm, openness, 
concientiousness, extraversion,  dan  agreebelness. 
Kelima faktor ini merupakan ringkasan dari 35 faktor yang dikemukakan oleh Cattel 
sebelumnya dan kemudian diringkas menjadi 5 faktor oleh Norman pada tahun 1963 sebagai 
berikut:17
14 Romli Atmasasmita. 1992. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Eresco. Jakarta. Hlm. 65
15  Ibid. 
16  Ibid. Hlm. 87
17 Oliver P. John. 1999. The Big-Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives. 
Handbook of personality: Theory and research (2nd ed.).  New York: Guilford (in press). Hlm. 32
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The “big five” are broad categories of personality traits. While there is a significant 
body of literature supporting this five-factor model of personality, researchers don’t 
always agree on the exact labels for each dimension. However, these five categories are 
usually described as follows: 
1. Extraversion: This trait includes characteristics such as excitability, sociability, 
talkativeness, assertive ness and high amounts of emotional expressiveness.
2. Agreeableness: This personality dimension includes attributes such as trust, 
altruism, kindness, affection, and other prosocial behaviors.
3. Conscientiousness: Common fea tures of this dimension include high levels of 
thoughtfulness, with good impulse control and goal-directed behaviors. Those high 
in conscientiousness tend to be organized and mindful of details.
4. Neuroticism: Individuals high in this trait tend to experience emotional instability, 
anxiety, moodiness, irritability, and sadness.
5. Openness: This trait features characteristics such as imagination and insight, and 
those high in this trait also tend to have a broad range of interests.
Jadi dalam pandangan Norman, terdapat 5 (lima) faktor utama dari kepribadian 
manusia, yakni:
1. Extraversion		(E).	Faktor	ini	mengidentifikasi	individu	yang	memiliki	ciri		intensitas	
interaksi interpersonal yang tinggi, asertif, dan kemampuan bersenang-senang 
individu.
2. Agreeableness  (A). Faktor ini melihat kualitas  personal individu dalam dari pikiran, 
perasaan dan perbuatan. Individu yang memiliki kepribadian ini biasanya kooperatif 
dan dapat dipercaya .
3. Conscientiousness  (C). Faktor ini melihat motivasi, pendirian serta kemampuan 
mengorganisasikan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan.
4. Neuroticism	 (N).	 Faktor	 ini	 mengidentifikasi	 individu	 yang	memiliki	 ciri	 rentan	
terhadap masalah psikologis seperti stress, mudah mengalami rasa sedih, takut dan 
cemas yang berlebihan, memiliki dorongan yang berlebihan.
5. Openness (O). Faktor ini melihat keterbukaan individu untuk mencari, menghargai 
dan mengeksplorasi pengalaman baru. 
Unsur-unsur yang memengaruhi kepribadian seseorang tersebut  akan menentukan cara 
berpikir, cara bertindak dan cara berprilaku dari seseorang.18 F.G. Robbins  mengemukakan 
ada lima faktor yang menjadi dasar kepribadian, yaitu sifat dasar, lingkungan prenatal, 
perbedaan individual, lingkungan, dan motivasi.19
18 Paul B. Horton dalam Walter Mischel. 1999. Introduction to Personality, (6th ed.), Harcourt Brace College 
Publishers, Holt, Rinchart and Winston, U.S.A,  Hlm. 537.
19 Romli Atmasasmita. 1992. Op cit. Hlm. 34
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b. Kemampuan Personal 
Kepribadian personal bukan satu-satunya fokus dalam menilai integritas personal, 
kemampuan dari personal menjadi faktor kedua yang sangat mempengaruhi integritas 
individu. Kemampuan personal dalam hal ini tampak pada kemampuan dalam bentuk 
pengetahuan dan pemahaman, cara pandang terhadap suatu masalah, kemampuan untuk 
berkomunikasi dan berinteraksi. 
Kemampuan, menurut Chaplin adalah daya kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan. 
Robbins mengemukakan beberapa bentuk kemampuan, yaitu kemampuan intelektual dan 
kemampuan	fisik.20 Kemampuan  aparat  pelaksana  secara  sederhana  berarti  kecakapan, 
kemampuan dan ketangkasan. Menurut pengertian ini terlihat bahwa Kemampuan aparat 
pelaksana berhubungan dengan suatu kemampuan yang harus dimiliki seseorang berupa 
kualitas yang terdiri dari keahlian dan ketrampilan. 
Selanjutnya, Pamudji mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan 
dalam hubungannya dengan pekerjaan adalah suatu keadaan pada seseorang yang secara 
penuh kesungguhan berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan, sehingga 
menghasilkan sesuatu yang optimal. Keadaan yang dimaksud menuntut adanya kualitas 
yang harus dimiliki aparat pelaksana. 
Ada  tiga  jenis  kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang agar dapat  melakukan 
tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, yaitu (1) kemampuan teknik, (2) kemampuan 
hubungan antar manusia dan (3) kemampuan konseptual.  Kemampuan personal itu dapat 
ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan dalam berbagai bentuk seperti (1) latihan jabatan, 
(2) seminar, (3) konferensi, (4) simposium, (5) coaching dan (6) pendidikan akademis.21
Integritas personal dari aparat penyelenggara Negara berkaitan erat dengan intergitas 
lembaga penyelenggara negara. Pada saat individu menjadi bagian dari sebuah struktur maka 
struktur memegang peran yang penting bagi integritas personal. Kepribadian seseorang sulit 
untuk diubah namun kepribadian tersebut dapat dikendalikan, agar hal-hal negatif yang 
dapat mempengaruhi prilaku personal sebagai bagian dari struktur dapat diatasi. Oleh karena 
itu, dalam kaitan dengan integritas personal, peneliti memnandang bahwa terdapat beberapa 
strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:
Perbaikan dalam Seleksi Penerimaan Aparat Penyelenggara Negara. Aparat 
penyelenggara Negara merupakan pintu gerbang dalam pelaksanaan fungsi-fungsi sebuah 
lembaga penyelenggara Negara dan memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak 
pidana korupsi. Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa secara personal, 
individu memiliki kepribadian dan kemampuan yang akan mempengaruhi perilaku individu 
20 Pamudji. 1982. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bina Aksaea. Jakarta. Hlm. 65
21 Ibid. 
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tersebut. 
Kepribadian dan kemampuan sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan 
korupsi sehingga sebelum seeorang diterima sebagai aparat penyelenggara negara, 
kepribadian dan kemampuan calon aparat penyelenggara Negara merupakan faktor utama 
yang harus dipertimbangkan pada saat seleksi. 
Saat ini, aparat penyelenggara Negara untuk pemerintah dan aparat pengadilan, 
dilakukan dengan mekanisme penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui instansi 
masing-masing, penerimaan  aparat penyelenggara negara untuk legislatif dilakukan dengan 
pemilihan umum. Mekanisme penerimaan atau seleksi bagi aparat penyelenggara Negara 
merupakan pintu gerbang bagi upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. 
Perekrutan calon pegawai negeri sipil  kini masih diwarnai  kecurangan. Dengan 
melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta menjual kursi dalam 
penerimaan pegawai di lingkungan birokrasi. Dalam logika sederhana, seorang calon 
Pegawai Negeri Sipil yang menggunkan cara penyuapan untuk lolos sebagai PNS pada saat 
telah berhasil lolos, langkah pertama yang akan ia lakukan adalah mengembalikan sejumlah 
uang yang telah dikeluarkannya untuk menjadi PNS. Prilaku penyuapan oleh seorang calon 
PNS akan melahirkan aparat-aparat  penyelenggara Negara yang rentan melakukan tindak 
pidana korupsi. 
Selain dalam recruitment PNS, pemilihan umum dalam rangka pencalonan anggota 
DPRD pun diwarnai dengan praktik-praktik yang dapat menjadi benih yang subur bagi 
tumbuhnya korupsi. Politik uang dalam meraih suara pada pemilihan umum akan melahirkan 
suatu dorongan bagi calon anggota DPRD yang terpilih untuk mengembalikan sejumlah 
dana yang telah dikeluarkannya untuk dapat terpilih. Selain itu, dukungan partai politik serta 
sector-sektor swasta ketika masih dalam pemilihan umum akan mendorong anggota DPRD 
terpilih untuk mengutamakan kepentingan mereka di atas kepentingan Negara. 
Aparat penyelenggara Negara yang bersih dapat diupayakan melalui seleksi 
penerimaan pegawai negeri dan mekanisme penjaringan calon anggota DPRD yang bersih. 
Dalam pandangan peneliti, dibutuhkan sebuah reformasi dalam proses seleksi calon aparat 
penyelenggara Negara. 
Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999, 
penerimaan dilakukan oleh Departemen atau instansi masing-masing dan dengan adanya 
otonomi daerah, untuk pegawai negeri di daerah, penerimaan PNS dilakukan oleh Pemerintah 
daerah masing-masing. Penerimaan pegawai negeri dengan mekanisme seperti ini menurut 
peneliti membuka pintu yang sangat lebar bagi tindak pidana korupsi dalam penerimaan 
CPNS dan menutup pintu bagi penerimaan pegawai negeri yang objektif. Oleh karena 
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itu, untuk penerimaan aparat penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 
penerimaan melalui satu pintu perlu dipertimbangkan. Dibutuhkan sebuah lembaga khusus 
yang independen dan memiliki standar kemampuan untuk melakukan seleksi terhadap seluruh 
penerimaan PNS di Indonesia. Pihak instansi masing-masing tidak ikut terlibat dalam proses 
seleksi tersebut. Penerimaan PNS melalui satu lembaga khusus ini akan memberikan dampak 
pada seleksi yang objektif di mana para PNS nantinya benar-benar PNS yang professional, 
memiliki kepribadian dan kemampuan yang kondusif bagi terciptanya penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan berwibawa.
Mekanisme yang sama seharusnya diterapkan pula dalam pencalonan bakal  calon 
anggota DPRD. Sebelum partai politik mencalonkan maka seharusnya dilakukan test kepada 
para bakal calon oleh lembaga yang independen sehingga hanya calon yang benar-benar 
memiliki kepribadian dan kemampuan yang handal yang akan ikut bersaing pada pemilihan 
umum.  
Untuk dapat mewujudkan proses seleksi aparat penyelenggara Negara yang baik, maka 
perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian 
dan Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Pola penerimaan dan seleksi aparat penyelenggara Negara yang bersih oleh lembaga 
independen, pemberian motivasi kerja yang positif melalui reward and punishment, serta 
pengendalian melalui pengawasan dan pemberian sanksi akan melahirkan prilaku yang 
tampak pada komitmen, profesionalisme dan tanggungjawab jawab aparat penyelenggara 
negara. Pembahasan pemberantasan tindak pidana korupsi harus berangkat dari pembahasan 
mengenai integritas personal sebagaimana pandangan Satjipto Rahardjo22 bahwa pembahasan 
penegakan hukum yang hanya berpegang pada keharusan-keharusan yang tercantum dalam 
ketentuan hukum hanya akan memperoleh gambaran streotipis yag kosong dan hanya akan 
terisi jika dikaitkan dengan pelaksanaan konkret oleh manusia secara individu. 
Dikemukakan pula oleh Van Doorn23 bahwa lembaga merupakan kebersamaan dan 
keterikatan sejumlah manusia yang tidak hanya keluar dari kerangka organisasi, tetapi juga 
terjatuh di luar skema organisasi disebabkan ia cenderung untuk memberikan tafsirannya 
sendiri mengenai fungsi-fungsiorganisasi berdasarkan kepribadian, asasl usul sosial dan 
tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya serta keyakinan politik dan pandangan 
hidupnya. 
Dari pandangan di atas, penulis berpandangan bahwa pembahasan mengenai integritas 
personal sebagai dasar untuk pemberantasan korupsi merupakan hal yang urgen karena 
22  Satjipto Rahardjo. 2009. Op cit. Hlm. 26
23  Ibid. 
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meskipun seseorang merupakan bagian dari suatu lembaga, dalam kedudukannya   seorang 
aparat penyelenggara Negara cenderung melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut 
tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi faktor-faktor tertentu sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya yaitu kepribadian dan kemampuan. 
Integritas Kelembagaan
Dalam uraian di atas, telah disebutkan bahwa dalam rangka pemberantasan korupsi 
maka perlu ditempuh strategi berupa pemberian motivasi dan pengendalian internal kepada 
aparat penyelenggara negara. Upaya ini tidak bisa dilakukan secara personal dalam suatu 
lembaga sehingga peran lembaga menjadi urgen untuk mengambil langkah-langkah yang 
dapat mendukung terciptanya integritas personal sekaligus integritas lembaga dalam rangka 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Untuk dapat mewujudkan integritas penyelenggara negara dalam pemberantasan tindak 
pidana korupsi maka beberapa hal yang peneliti fokuskan adalah kepemimpinan, pengaturan 
perilaku dalam lembaga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
1. Kepemimpinan
Lembaga penyelengara Negara merupakan sebuah organisasi. Secara sederhana, 
organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama 
yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada.   Pemimpin dalam sebuah 
lembaga penyelenggara negara merupakan pemimpin yang bersifat resmi (formal 
leadership) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan dan kepadanya 
diberikan suatu weenang rasional (legal).24 Kewenangan yang diberikan kepada eorang 
pemimpin lembaga penyelenggara Negara berada dalam batasan-batasan yang diatur oleh 
peraturan perundang-undangan dan secara internal diatur oleh kode etik.
Kepemimpinan dalam sistem kepartaian  dalam pandangan beberapa ahli merupakan 
salah satu ruang yang kerap kali dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. Balas budi 
dari para pemimpin yang terpilih melalui pemlihan umum menjadi salah satu modus 
yang kerap mewarnai kehidupan pemerintahan di Indonesia saat ini. Penyebab timbulnya 
korupsi	dikemukakan	pula	oleh	Alvin	Toffler,	sebagai	berikut:
“The fact is that, no matter how many parties run against one another in elections, 
and no matter who gets the most votes, a single party always win. It is the Invisible 
Party of bureaucracy.”
Dikemukakan pula bahwa:
“Despite a media focus on individual politicians, Atwater’s remark underlines the 
degree to which even the most popular and highly placed leader is a captive of the 
‘system’. This system, of course, is not capitalism or socialism, but bureaucratism.”
24  Ibid. 
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Untuk dapat menjadi pemimpin yang efektif maka seorang pemimpin harus mempunyai 
sandaran-sandaran kemasyarakatan dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 
konflik	dan	masalah	yang	terjadi	dalam	suatu	kelompok.25
Pandangan lain dikemukakan oleh Peter F. Drucker, bahwa pemimpin yang 
efektif itu bukan yang pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai,  Pemimpin 
efektif  tergambar dari hasil kerjanya bukan dari atribut-atributnya. Dalam kaitan dengan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, peran dari pimpinan lembaga penyelenggara 
Negara sangat urgen untuk mengatur dan mengarahkan aparat penyelenggara Negara 
untuk bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku. 
Pola rekrutmen pemimpin bangsa ke depan haruslah benar-benar didasari oleh prestasi 
moralnya di masa lalu dan ditunjang pula oleh kemampuan skill dan kompetensinya, 
tidak berdasarkan hubungan ikatan keluarga, ikatan kedaerahan, ikatan alumni, ataupun 
ikatan primordial lainnya.
Para pemimpin kedepan harus mampu menunjukkan keteladanan, dan konsistensi 
antara apa yang diucapkan dan dianjurkannya dengan yang dilakukannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Misalnya ia menganjurkan rakyat untuk jujur, sederhana dan 
bekerja keras, pemimpin tersebut harusiah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-
hari.	Selain	itu,	ia	harus	menjadi	pola	ukuran	profil	tokoh	yang	taat	beribadah,	pola	hidup	
yang secerhana, dan bersahaja dan pekerja ulet yang tangguh dan disiplin.
2. Pengaturan perilaku yang jelas  
Moralitas dan etika merupakan dua hal yang sangat penting dalam sebuah lembaga yang 
merupakan gabungan dari personal-personal yang memiliki kepribadian, kemampuan dan 
perilaku yang berbeda-beda. Namun, sebagai sebuah organisasi, maka standar perilaku 
dari para aparat penyelenggara Negara perlu ditetapkan sebagai pedoman bagi aparat 
penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan menjadi acuan dari 
jajaran pimpinan untuk memberikan reward and punishment. 
Setiap lembaga penyelenggara Negara dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya didasarkan 
para peraturan perundang-undangan. Namun peraturan perundang-undangan ini hanya 
terbatas melakukan pengaturan terkait dengan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. 
Dibutuhkan sebuah pengaturan internal yang membatasi aparat penyelenggara Negara 
dalam melakukan tindakan sehingga senantiasa berjalan sesuai peraturan perundang-
undangan, nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika yang hidup dalam masyarakat. 
Dalam pelaksanaan fungsi lembaga sebagai pengontrol terhadap aparat penyelenggara 
Negara, terdapat 2 (standar) prilaku yang harus ditetapkan, yaitu tata tertib dan kode 
etik. Etika dan moral menjadi faktor yang menyebabkan aparat penyelenggara  negara 
25  Soejono Soekanto. 1990. Op cit. Hlm. 321
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tidak maksimal kinerjanya dan kurang tanggung jawab terhadap tugas dan kerjanya dalam 
mewujudkan sosok pemerintah yang bertanggung jawab kepada yang diperintah.Masalah 
etika merupakan suatu masalah yang harus dipandang dalam konteks sistem.  Etika  tidak 
terjadi dengan sendirinya. Etika pada dasarnya merupakan suatu rangkaian sikap, 
keyakinan dan perasaan mengenai  suatu hal yang dianut dan dijalankan oleh satu  bangsa 
pada satu masa. Etika  itu telah dibentuk oleh sejarah satu bangsa dan melalui proses yang 
berkelanjutan dari aktivitas sosial, ekonomi dan politik. Pola sikap yang telah dibentuk 
dalam pengalaman masa lalu memiliki efek mendesak yang penting mengenai tingkah 
laku politik masa datang. Pengaruh tersebut akan menuntun setiap individu dalam peranan 
politiknya, isi tuntutan politiknya dan tanggapan terhadap hukum.  26
Etika akan membentuk tindakan individu yang menjalankan peran  yang melingkupi 
sistem politik dan hukum serta sosial.  Setiap tindakan individu dipengaruhi juga oleh 
proses dinamis pengalaman-pengalaman  dari masyarakat. Oleh sebab itu, kode etik 
mempengaruhi perilaku individu dalam  pelaksanaan tugas dan kewajibannya. 
Beberapa lembaga penyelenggara negara telah memiliki kode etik dan tata tertib 
seperti Pengadilan, Kejaksaan, advokat dan DPRD. Namun, untuk birokrasi atau aparat 
pemerintah, belum memiliki standar etika tersendiri dalam bentuk kode etik termasuk 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang masih menunjukkan inkonsistensi dalam masalah 
kode etik karena penegakan kode etik di KPK ternyata dilakukan dengan tebang pilih 
sebagaimana dikemukakan oleh O.C. Kaligis, dalam Kompas 6 Agustus 2011:
Komisi Pemberantasan Korupsi tidak konsisten menegakkan prinsip-prinsip etika. 
Jika KPK konsisten, KPK seharusnya membentuk Komite Etik saat pimpinan KPK, 
Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto terjerat kasus hukum yang kemudian 
dideponir oleh Kejaksaan Agung. Mengapa KPK membentuk komite etik untuk kasus 
Nazaruddin, tetapi tidak bikin (Komite Etik) waktu kasus Bibit dan Chandra.
Untuk mewujudkan konsistensi dari Lembaga Penyelenggara Negara, maka perlu 
dilakukan pengaturan mengenai keharusan setiap lembaga penyelenggara negara untuk 
menyusun kode etik dan dewan kehormatan dalam rangka penegakan kode etik tersebut. 
Integritas antar lembaga
Pada ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara 
yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada Pasal 2 disebutkan bahwa 
26  Mahfud MD. Op cit. Hlm. 12
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penyelenggara negara meliputi: 
a. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara
b. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara
c. Menteri 
d. Gubernur
e. Hakim
f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dan
g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara lebih jelas untuk Pasal 2 dijelaskan pada bagian penjelasan khususnya Pasal 2 
angka 6, yang dimaksud dengan “pejabat Negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya 
Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar 
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan/Walikota. Kemudian pada penjelasan 
Pasal 2 angka 7 yang dimaksud dengan “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah 
pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan 
terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:
a. Direksi, Komisi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan 
Badan Usaha Milik Daerah;
b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
d. Pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan dilingkungan Sipil, Militer dan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Jaksa 
f. Penyidik
g. Panitera Pengadilan; dan
h. Pimpinan dan bendaharawan proyek.
Ketentuan dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 tersebut menunjukkan bahwa 
lembaga penyelenggara negara memiliki jumlah yang banyak sehingga dalam upaya 
pemberantasan korupsi, dibutuhkan dua bentuk integrasi antara lembaga penyelenggara 
negara yaitu melalui koordinasi dan sinkronisasi yang akan bermuara para pemberantasan 
tindak pidana korupsi yang terpadu.
Integritas dengan masyarakat 
Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi tertuang dalam Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
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Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi. Masyarakat memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, antara lain:
a. Peran sebagai feeder atau penyuplai informasi di mana masyarakat  mengambil 
inisiatif untuk melaporkan, membeberkan dan memberikan informasi kepada aparat 
penegak hukum terhadap kemungkinan terjadinya praktek korupsi.   
b. Peran sebagai trigger atau pemicu. Rendahnya inisiatif aparat penegak hukum 
dalam membongkar kasus-kasus korupsi telah melahirkan kekecewaan panjang dari 
masyarakat. Kebekuan ini kadangkala diterobos dengan memberikan informasi adanya 
dugaan korupsi kepada media massa supaya diketahui masyarakat luas. Strategi ini 
menjadi sangat penting untuk membentuk opini atau persepsi masyarakat bahwa di 
satu tempat diduga kuat terjadi praktek korupsi. Situasi ini diharapkan akan dapat 
memaksa aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret. 
Meskipun diakui strategi tersebut mengandung resiko besar, misalnya dituntut dengan 
pencemaran nama baik, namun upaya itu tetap tidak bisa ditinggalkan.
c. Peran sebagai controller (pengawas).  Dalam keterbatasan, masyarakat  tetap memiliki 
energi yang luar biasa untuk mengawal proses pengusutan kasus korupsi  yang sedang 
dilakukan oleh aparat. Kegiatan unjuk rasa, dengar pendapat, diskusi publik, audiensi 
dan lain sebagainya merupakan sarana yang kerap digunakan kelompok masyarakat 
untuk mendorong percepatan penanganan korupsi. Memastikan bahwa pemberantasan 
korupsi berjalan sesuai dengan harapan merupakan langkah yang tidak mungkin 
diabaikan ditengah-tengah situasi aparat penegak hukum yang belum banyak berubah.
Untuk dapat tetap meningkatkan pera masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana 
korupsi, salah satu undang-undang yang harus konsisten dalam impelementasinya, yaitu 
UU No. 13 Tahun 2006,27 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK).
27 Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan MPR 
No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme,  yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur ten-
tang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat TAP MPR tersebut, maka Badan Legislasi DPR RI kemudian 
mengajukan sebuah RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani 
oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Pada Rapat Paripurna ke-13 
DPR RI Periode 2004-2009,  yakni tanggal 1 February 2005 telah  disetujui sebuah Program Legislasi Nasi-
onal. Ada  sebanyak  284 rancangan undang-undang (RUU) disetujui untuk dijadikan prioritas pembahasan 
untuk  periode 2005-2009.  Dari 284 rancangan  undang-undang (RUU) tersebut, 55 diantaranya  ditetapkan 
sebagai rancangan undang-undang prioritas yang akan dibahas oleh DPR dan  Pemerintah. Dari 55 RUU 
yang diprioritaskan untuk segera dibahas tersebut, salah satunya adalah RUU Perlindungan Saksi.  Selan-
jutnya pada tanggal 30 Agustus 2005 akhirnya Presiden SBY mengeluarkan sebuah Surat Presiden (Su-
pres) mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan RUU perlindungan Saksi dan  sekaligus menunjuk 
menteri Hukum dan  perundang-undangan sebagai  wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut. Turun-
nya Surpres  tersebut sudah menunjukkan itikad baik dari pemerintah agar RUU Perlindungan saksi dan 
Korban (selanjutnya di sebut  RUU PSK) dapat segera di bahas di DPR. Hal tersebut kemudian di respon 
oleh Komisi III DPR RI yang menetapkan pembahasan RUU ini dalam bentuk Panja. Panitia Kerja (Panja) 
pembahasan RUU ini di bantu oleh wakil dari pemerintah  telah melakukan pembahasan secara marathon 
sejak tanggal 8 februari 2006,  hasil pembahasan tersebut di rumuskan oleh Tim Perumus (Timus) dan 
Penelitian Bahasa (Libas) yang diteruskan dalam Rapat Komisi III  dan Pleno DPR. Pada tanggal 18 Juli 
2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
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Perlindungan terhadap saksi, karena itu menjadi hal yang penting, mengingat saksi 
selama ini seringkali mendapatkan intimidasi maupun tekanan dari berbagai pihak. Jaminan 
pemberian perlindungan ini untuk memberikan jaminan terhadap saksi untuk mengungkap 
fakta sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
Dari seluruh uraian di atas, penulis berpandangan bahwa pemberantasan tindak pidana 
korupsi di Indonesia  membutuhkan strategi yang menempatkan integritas penyelenggara 
negara baik secara personal maupun kelembagaan dengan didukung oleh peran serta 
masyarakat. 
Aparat penyelenggara negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 
lembaga penyelenggara negara sehingga cara berpikir, cara bersikap dan etika aparat 
penyelenggara negara ditentukan pula oleh integritas dari lembaga penyelenggara negara 
baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, peneliti berpandangan bahwa 
upaya pemberantan tindak pidana korupsi dilakukan secara penal dan nonpenal dengan 
melibatkan tiga aktor utama yaitu personal, lembaga penyelenggara negara dan masyarakat 
dan pemberantasan tindak pidana korupsi hanya bisa dilakukan apabila ketiganya berada 
dalam satu kesatuan yang integral yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang 
menjadi acuan dalam integritas penyelenggara negara tersebut. 
Etika dan moral menjadi dasar bagi integritas baik personal maupun lembaga. Dalam 
upaya menciptakan suatu mekanisme lembaga yang memiliki pola yang legal dan tetap 
maka dibutuhkan substansi hukum. Integritas antara aparat penyelenggara negara, lembaga 
penyelenggara negara dan masyarakat serta integritas antara etika dan moral dengan substansi 
hukum dapat dijadikan sebagai salah satu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi 
baik melalui jalur penal maupun nonpenal. 
PENUTUP
Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui sarana penal dan 
non penal. Kedua sarana ini membutuhkan integritas aparat penyelenggara negara baik 
secara personal maupun kelembagaan yang beranjak dari nilai-nilai moral dan etika serta 
dinormatifkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Untuk peningkatan integritas personal, perlu untuk membenahi mekanisme penerimaan 
dan seleksi aparat penyelenggara Negara, peningkatan motivasi terhadap aparat penyelenggara 
Negara melalui sistem penggajian dan penghargaan yang layak, serta pengendalian internal 
dengan konsistensi dalam penerapan sanksi bagi aparat penyelenggara Negara yag melakukan 
penyimpanga dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.  
(Supriyadi Widodo Eddyono, Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006  tentang Perlind-
ungan	Saksi	dan	Korban,	2006,	Koalisi	Perlindungan	Saksi	&	Lembaga	Studi	dan	Advokasi	Masyarakat.	
Jakarta. hlm. 2).
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Untuk peningkatan integritas kelembagaan, perlu untuk membenahi sistem 
kepemimpinan pada lembaga penyelenggara Negara, penetapan standar prilaku, peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga, keterbukaan dan 
penjaringan partisipasi masyarakat.  Seluruh upaya untuk mengingkatkan integritas personal 
dan integritas lembaga penyelenggara negara harus dilakukan dengan melakukan perubahan-
perubahan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang belum mendukung upaya-
upaya tersebut.  
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PENDAHULUAN 
Seiring dengan beragam perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tentunya membawa implikasi dalam dinamika ketatanegaraan 
Republik	Indonesia.	Hal	yang	tidak	dapat	dinafikan,	yang	juga	mengalami	banyak	perubahan,	
yakni pasal yang mengatur tentang Presiden/Wakil Presiden. Sebuah proses perjalanan 
yang sangat panjang terhadap pemegang kekuasaan pemerintahan negara, ternyata ada hal 
yang hampir selalu masih di pertanyakan, yakni tentang kedudukan dan kewenangan wakil 
presiden. 
Namun, tidak banyak yang tahu, kalau jabatan wakil presiden dalam sistem 
ketatanegaraan ternyata mengandung diskursus intelektual, baik dari aspek peran, fungsi 
dan	wewenangnya	dalam	menjalankan	roda	pemerintahan.	Secara	harfiah,	Wakil	Presiden	
mempunyai arti sebagai orang yang mempunyai hak dan kuasa untuk mengambil alih 
KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM 
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Oleh:
Andi Muhammad Irfan
AMI AIPI Makassar
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Abstract: Vice-President is a position in the government that is one level lower than the 
President. Typically in the order of succession, the vice president will take over as president 
when he was unable to temporary or permanent. In Indonesia and Latin American countries, 
the vice president directly elected by the citizens and is bundled with the president. In another 
electoral system, the vice president may also be submitted to the candidate who obtained 
the second highest vote, or appointed directly by the president. Vice President is generally 
defined by the constitution by a country to assist the president if the president carry out 
duties in another state or if the president handed over the resignation of the presidency or a 
hindrance in performing tasks such as death experience when he was president.
Keywords: Vice President, Authorities
Abstrak: Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah 
daripada Presiden. Biasanya dalam urutan suksesi, wakil presiden akan mengambil alih 
jabatan presiden bila ia berhalangan sementara atau tetap. Di Indonesia dan negara-negara 
Amerika Latin, wakil presiden dipilih langsung oleh warga negara dan merupakan satu paket 
dengan presiden. Dalam sistem pemilihan umum lain, jabatan wakil presiden dapat juga 
diserahkan pada kandidat yang memperoleh suara kedua terbanyak, atau ditunjuk langsung 
oleh presiden. Wakil Presiden umumnya ditetapkan oleh konstitusi oleh suatu negara untuk 
mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara 
lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau 
halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat 
presiden.
Kata Kunci: Wakil Presiden, Kewenangan
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pemerintahan manakala presiden sedang berhalangan atau karena alasan lain yang dengannya, 
ia (baca: pemimpin) tidak dapat melakukannya sendiri. Maka, kata ‘wakil’ dalam istilah itu, 
berarti ‘pengganti’.
Dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 
1945 disebutkan bahwa:
“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”, 
Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan kata “dibantu”? Menteri juga 
adalah pembantu Presiden, lalu apa perbedaan kualitas tugas yang diemban oleh Menteri 
dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Wakil Presiden? 
Dari sudut pandang UUD NRI 1945 Pasal 4 ayat (2), yang menyebutkan: 
“Presiden di dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden”. 
Perlu dicermati, kata ‘dibantu’ pada Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945 oleh sejumlah 
kalangan menandakan bahwa presiden merupakan “the first man” dan wapres merupakan 
“the second man”. Wapres baru bisa tampil sebagai “the first man” apabila presiden berada 
dalam keadaan seperti disebutkan dalam Pasal 8 UUD NRI 1945. Pertanyaannya, bagaimana 
sebenarnya tafsiran politik dari sudut pandang ketatanegaraan UUD NRI 1945 tersebut?
Tugas dan wewenang Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 
yang tidak secara tegas dalam konstitusi, mengakibatkan pertanggungjawaban Wakil Presiden 
menjadi kurang jelas. Meskipun telah dilakukan amendemen UUD NRI 1945, peran Wakil 
Presiden masih sebagai orang kedua atau pembantu. Padahal ketika tugas-tugas Presiden 
yang begitu banyak sering kali pembagian tugas diberikan kepada Wakil Presiden.1
Jimly Asshidique menguraikan organ-organ negara yang terdapat di dalam UUD NRI 
1945 setelah melalui empat kali amendemen sebanyak 28 organ negara, ditambah “badan-
badan lain”, yakni sebagai berikut:2
1. Presiden
2. Wakil Presiden
3. Dewan Perwakilan Rakyat
4. Dewan Perwakilan Daerah
5. Majelis Permusyawaratan Rakyat
6. Mahkamah Konstitusi
7. Mahkamah Agung 
8. Badan Pemeriksa Keuangan
9. Menteri dan Kementerian Negara
10. Dewan Pertimbangan Presiden
1  Peranan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Perspektif Amendemen 
Undang-Undang 1945 dan Hukum Islam). Dikutip pada situs: http://digilib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal, 
28 Februari 2010, pukul 22.00 wita.
2  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Setjen dan 
Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006). hlm. 24. 
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11. Tentara Nasional Indonesia
12. Kepolisian Negara  RI
13. Komisi Yudisial
14. Komisi Pemilihan Umum
15. Pemerintahan Daerah Provinsi
16. Gubernur
17. Wakil Gubernur
18. DPRD Provinsi
19. Pemerintah Daerah Kebupaten
20. Bupati
21. DPRD Kabupaten
22. Pemerintah Daerah Kota 
23. Walikota
24. DPRD Kota
25. Satuan Pemda Khusus/Istimewa
26. Bank Sentral:Bank Indonesia
27. Duta
28. Konsul, dan
29. Badan-badan Lain
Sedangkan Ni’matul Huda, menjelaskan bahwa dari 28 organ negara, tidak semuanya 
ditentukan dengan jelas keberadaan dan kewenangannya dalam UUD NRI 1945, hanya 23 
organ atau 24 subjek jabatan yang ditegaskan dengan jelas dalam konstitusi, yakni:
1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Wakil Presiden (dapat pula disebut tersendiri)
3. Menteri dan Kementerian Negara
4. Dewan Pertimbangan Presiden
5. Pemerintah Daerah Provinsi
6. Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
8. Pemerintah Daerah Kebupaten
9. Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten
11. Pemerintah Daerah Kota
12. Walikota Kepala Pemerintaha Daerah Kota
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
14. Majelis Permusyawaratan Rakyat 
15. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
16. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
17. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
18. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
19. Mahkamah Agung (MA)
20. Mahkamah Konstitusi (MK)
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21. Komisi Yudisial (KY)
22. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
23. Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI)
Dari uraian di atas, subjek jabatan semuanya memuat dan menempatkan Presiden di 
nomor urut 1 (satu) dan Wakil Presiden ditempatkan di nomor 2 (dua). Sebagaimana sejak 
proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, posisi ini beberapa 
kali mengalami pasang dan surut dalam hal penyelenggaraan tugas dan wewenangnya.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Kewenangan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” 
dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Kata “wewenang” 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti: 
1. Hak dan kekuasaan bertindak; kewenangan
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada 
orang lain,
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan 
Sedangkan “kewenangan” memiliki arti :
1. Hal berwenang 
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu
Soerjono Soekanto menguraikan bahwa perbedaan antara kekuasaan dan wewenang 
adalah bahwa setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, 
sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang 
yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.
Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh 
wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban 
hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam 
negara hukum; “geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority 
without responsibility” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Di dalam setiap 
pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban 
dari pejabat yang bersangkutan. 3
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh 
secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata 
lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu 
dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam  hal atribusi, penerima kewenangan dapat 
menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung 
3  Ridwan H R, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT	Raja	Grafindo	Persada,	Jakarta,	hlm	108.
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jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada 
pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada 
pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggungjawab yuridis 
tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi. Sementara 
itu pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, 
tanggungjawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. 
Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat. 4
UUD NRI 1945 sangat terbatas pasal yang mengatur tentang wakil presiden. Sampai 
dengan amendemen ke empat, jumlah pasal yang mengatur tentang wakil presiden berjumlah 
sembilan belas. Dari sembilan belas jumlah pasal yang menyebutkan tentang wakil presiden 
tersebut, tidak ada satupun pasal yang menunjukkan kewenangan wakil presiden. Tugas 
dan wewenang Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang tidak 
secara tegas dalam konstitusi, mengakibatkan pertanggungjawaban Wakil Presiden menjadi 
kurang jelas. 
Beberapa Kepemimpinan Wakil Presiden
a) Periode Mohammad Hatta (1945-1956)
Menurut A.K Pringgodigdo,5 pada periode Dwitunggal Mohammad Hatta (1945-1956) 
yang kala itu menjabat Wakil Presiden disebut bahwa wakil presiden adalah merupakan 
“presiden kedua”. Sebagai presiden kedua, wakil presiden menjalankan fungsi dan tugas 
yang sama bobotnya dengan presiden. Peran yang sama bobotnya degan presiden ini pertama 
kali terlihat jelas pada saat dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 16 Oktober 
1945 yang juga ditandatangani sendiri oleh Hatta dengan jabatan Wakil Presiden dan setelah 
keluarnya maklumat tersebut tidak mendapat tantangan dari Presiden Soekarno dan justru 
menjadi konvensi ketatanegaraan pada saat itu. Yang menjadi pertanyaan kemudian apakah 
yang dilakukan oleh Hatta tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam konstitusi? 
Meskipun jawabannya adalah konvensi ketatanegaraan, namun hal tersebut belum tentu 
dapat dibenarkan karena konteksnya adalah kewenangan yang tentunya selalu memerlukan 
landasan yang kuat dalam pengambilan suatu keputusan dan kebijakan.
Kekuatan	 dan	 figur	 Dwitunggal	 Soekarno-Hatta	 ternyata	 tidak	 terpengaruh	 oleh	
adanya perubahan struktur politik. Bahkan juga terhadap perubahan bentuk negara dan 
sistem pemerintahan. Terbukti pada saat Undang-Undang Republik Indonesia Serikat 1949, 
oleh konstitusi RIS ini tidak diatur mengenai lembaga wakil presiden, hal ini kemudian 
menempatkan Hatta sebagai Perdana Menteri dimana kedudukan, tugas dan wewenangnya 
kurang lebih hampir sama dengan wakil presiden yakni apabila presiden berhalangan dalam 
4 Ridwan H.R, Loc.cit.
5 Roy B. B Janis, op.cit, hlm 46-47.
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menjalankan pekerjaan sehari-hari ia digantikan oleh perdana menteri. Dalam periode ini cukup 
banyak hal yang pernah dilakukan oleh Mohammad Hatta, antara lain dengan mengeluarkan 
Maklumat Wakil Presiden/Maklumat Pemerintah yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta 
Sebagai Wakil Presiden, diantaranya adalah:
a. Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 16 Oktober 1945.
b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang mengatur tentang pembentukan 
partai-partai politik
c. Surat Keputusan tentang Pembentukan Angkatan Perang (tentang Keamanan Rakyat/
TKR), tanggal 5 Oktober 1945.6 
b) Periode Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1973-1978)
Pada periode Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1973-1978), juga dapat dikatakan 
bahwa skop normatif yang sama yang mengatur tentang wakil presiden adalah wakil presiden 
membantu presiden. UUD 1945 tidak mengatur secara terperinci tentang tugas dan wewenang 
wakil Presiden, namun tugas wakil presiden agak sedikit jelas ketika Presiden Soeharto dalam 
pengumumannya pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, 27 Maret 1973, menjelaskan 
tugas wakil presiden sebagai berikut :
a. Tugas umum:
Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tugas wakil presiden ialah 
membantu presiden didalam melaksanakan tugasnya.
b. Tugas khusus:
	Memerhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu, yang 
menyangkut bidang tugas kesejahtraan rakyat.
	Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-
departemen, dalam hal ini adalah inspektur-inspektur jenderal dan departemen-
departemen yang bersangkutan7.
Sebagai perbandingan bisa kita lihat wakil presiden di Amerika Serikat, meskipun 
istilah “ban serep” yang dirujuk kepada wakil presiden namun dalam konstitusi Amerika 
Serikat setidaknya memberikan tugas dan wewenang yang diberikan langsung dari 
konstitusi. Wakil Presiden bertugas bersama-sama dengan Presiden. Selain berhak atas 
suksesi, wakil presiden juga memimpin Senat. Amandemen ke dua puluh lima yang diadopsi 
tahun 1967 memperjelas prosesi suksesi Presiden. Amandemen tersebut mendeskripsikan 
kondisi-kondisi	 spesifik	 di	 mana	 wakil	 presiden	 diberi	 wewenang	 untuk	mengambil	 alih	
jabatan kepresidenan jika Presiden sudah tidak mampu bertugas lagi. Amandemen ini juga 
menentukan dibukanya kembali jabatan Presiden jika ia pulih. Sebagai tambahan, amandemen 
6  Roy B. B Janis, op.cit, hlm 47-48.
7  Ibid, hal 75.
217
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 2, Juni 2012
AMANNA GAPPA
218
ini juga memperbolehkan presiden menunjuk seorang wakil presiden yang disetujui kongres 
jika jabatan Wakil  Presiden kosong.8 Dalam bab II telah dijelaskan bahwa meski Undang-
Undang Dasar Amerika Serikat secara terperinci menguraikan beberapa tugas dan kekuasaan 
Presiden,	Undang-Undang	Dasar	 tidak	mendelegasikan	kekuasaan	eksekutif	yang	spesifik	
untuk wakil presiden.9
c) Periode Adam Malik (1978-1983)
Adam Malik merupakan salah seorang dari wakil presiden yang juga pernah 
mendampingi Soeharto, Adam Malik adalah seorang tokoh pergerakan yang telah berpuluh 
tahun menjalani berbagai tekanan dan ketegangan saat berkecimpung dalam pemerintahan. 
Usai pemilu 1977, ia berniat mengakhiri pengabdiannya bagi republik di lingkungan 
parlemen sebagai pengisi masa peralihan ke masa tua.10
Ketika Soeharto terpilih sebagai Presiden dan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai 
Wakilnya, Adam Malik dipercaya sebagai menteri luar negeri. Sebuah posisi yang amat 
cocok denga riwayat kariernya yang panjang di dunia diplomasi. Sebagai Menlu dalam 
pemerintahan orde baru, Adam Malik berperan penting dalam memulihkan keanggotaan 
Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengakhiri konfrontasi dengan 
Malaysia.
Pada 1 Oktober tahun itu, ia terpilih menjadi Ketua MPR/DPR. Sebagai Ketua MPR/
DPR, tugas berat pertama yang harus dilakoniya adalah mempersiapkan Sidang Umum MPR 
pada 16-24 Maret 1978 untuk mensahkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan memilih 
presiden serta wakil presiden periode 1978-1983. Dalam kurun waktu masa sidang kejutan 
menimpa Adam Malik. Soeharto memintanya menjadi wakil presiden menggantikan Sri 
Soeltan Hamengku Buwono IX yang menolak dicalonkan kembali.11
Disaksikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono, pada 23 Maret, Adam Malik dilantik 
menjadi wakil presiden RI ke-3 di muka Sidang Umum MPR. Sehari sebelumnya, Soeharto 
dilantik sebagai Presiden RI periode 1978-1983. Dalam melakukan tugas sebagai wakil 
presiden Adam Malik diberi tugas utama dalam hal pengawasan, Adam menjalankannya 
dengan memanggil para aparat pengawasan dan menugaskan mereka bertindak sesuatu. 
Kunjungan kenegaraan pertama kali ia laksanakan pada April 1979 ke Irak dan Turki. 
Misinya antara lain memperluas hubungan perdagangan RI dengan negara-negara tersebut.12
Sebagai Wakil Presiden, sikap Adam Malik yang begitu terbuka dan ceplas-ceplos dalam 
tutur kata, sesekali menimbulkan kontroversi di masyarakat. Tepat setahun sebagai wakil 
8 Ibid, hal 48-49.
9 Richard C. Schroeder, 2000, Hukum Administrasi Negara, Kantor Program Informasi Internasional 
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, hlm 48.
10  Roy B. B Janis, op.cit, hlm 86.
11  Ibid, Hal 86
12  Ibid, Hal 101
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presiden,	 lewat	biografinya	Mengabdi Republik Jilid III, Adam Malik sudah melontarkan 
berbagai kritik sekaligus peringatan terhadap jalannya roda pembangunan orde baru yang 
disokongnya sejak awal, Adam menganggap sudah banyak lampu kuning yang menandakan 
adanya bahaya-bahaya yang bisa menggagalkan keberhasilan Repelita III, malahan mungkin 
bisa merontokkan Era Pembangunan sama sekali.
Berbagai hal yang dijalani oleh Adam Malik semasa menjabat sebagai wakil presiden 
sangat jelas terlihat bahwa apa yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai wakil presiden 
masih didominasi oleh pembagian tugas yang diberikan oleh Presiden kepada dirinya.
d) Periode Umar Wirahadikusumah (1983-1988)
Sidang Paripurna MPR RI yang dipimpin Amirmachmud mengangkat Jenderal (Purn) 
Umar Wirahadikusumah menjadi Wakil Presiden periode 1983-1988 menggantikan Adam 
Malik dengan Ketetapan Nomor VIII/MPR/1983. Banyak yang menganggap jabatan wakil 
presiden hanya sebagai “ban serep”. Anggapan ini tak sepenuhnya benar diterapkan pada 
Umar. Tugasnya tak sekedar mendampingi Soeharto dalam berbagai kesempatan, tapi juga 
memiliki agenda kerja dan kegiatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.13
Meski sosoknya dikenal pendiam, tapi sebagai mantan tentara, Mobilitas Umar cukup 
tinggi. Tak terbatas beraktivitas di Ibukota Jakarta, ia juga kerap merambah daerah-daerah 
pelosok. Berbekal pengalamannya selama dua periode memimpin BPK, ia amat gandrung 
mengembangkan nilai-nilai kejujuran dan keluhuran budi kepada para pejabat dan petinggi 
di republik yang amat dicintainya.14 
Selama menjadi wakil presiden Umar beberapa kali ditugaskan memimpin delegasi RI 
dalam pertemuan atau konferensi internasional, seperti Konferensi IV para raja dan kepala 
negara/pemerintahan OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Casablanca, Maroko, 16-18 Juni 
1984. Dua tahun kemudian, ia menghadiri sidang ke-8 para Kepala Negara/Pemerintahan 
Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Non Blok di Harare, Zimbabwe, 1-6 September 
1986. Di tahun berikutnya, Umar kembali menghadiri Konferensi V para raja dan Kepala 
Negara/Pemerintahan OKI di Kuwait, 26-29 Januari.
e) Periode Baharuddin Jusuf Habibie (11 Maret-21 Mei 1998)
Sebagai wakil presiden, Habibie juga menegaskan siap membantu dan mendampingi 
presiden/mandataris MPR untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan 
bangsa Indonesia memasuki abad ke-21, abad globalisasi dan teknologi sesuai dengan 
harapan seluruh rakyat Indonesia.
Dua hari usai dilantik, Habibie mendampingi Presiden Soeharto di Istana Merdeka 
untuk mengumumkan susunan anggota kabinet. Sebagai wapres, ia secara umum mendapat 
13  Ibid, Hal 127
14  Ibid, Hal 127
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tiga tugas utama dari Presiden. Pertama, membantu tugas-tugas dalam percaturan global 
melalui berbagai organisasi dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan 
Non-Blok	(GNB),	APEC	(Kerjasama	Ekonomi	Negara	Asia	Pasifik),	Organisasi	Konferensi	
Islam (OKI), Kelompok 15 (G-15), Kelompok 8 (G-8), ASEM (Asia-Europe Meeting), dan 
ASEAN. Kedua, menyerasikan pembangunan industri yang meliputi, (a) industri hulu dan 
hilir, (b) insdustri berat, menengah dan kecil, (c) agroindustri dan industri rumah tangga. 
Ketiga, membina persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa.15
Menurut K.H Yusuf Hasyim, mantan anggota DPR/MPR dan pengasuh Pondok 
Pesantren	 Salafiyah	Tebuireng,	 Jombang,	 penugasan	 Presiden	 Soeharto	 terhadap	Habibie	
merupakan tugas terberat seorang wakil presiden sepanjang sejarah orde baru. Tugas itu 
menunjukkan, wapres bukan berfungsi seperti ban “serep”. Penugasan ini juga berada dalam 
satu alur proses suksesi kepemimpinan nasional.16
Meski diberi peran strategis dan luas, tapi Habibie belum seperti Mohammad Hatta, 
wakil presiden pertama RI. Pada awal kemerdekaan, Hatta tak Cuma melakukan diplomasi 
internasional di forum PBB, Gerakan Non-Blok dan lainnya tapi juga membuat sejumlah 
keputusan penting. Sebaliknya Habibie tak punya kewenangan mengambil keputusan 
strategis.17
Hal ini antara lain terlihat saat terjadi kerusuhan sosial pada 14 Mei. Habibie kala itu tak 
berani mengambil tindakan tegas karena Presiden Soeharto tengah mengadakan pertemuan 
G-15 pada 13-14 Mei di Kairo, Mesir. Padahal ekses dan tingkat kerusakan kerusuhan yang 
terjadi jauh lebih buruk dan bersifat meluas dibandingkan dengan kerusuha Malapetaka 
12 Januari 1974 (Malari) atau Kasus 27 Juli 1966 di Jakarta.18 Jika dalam kedua peristiwa 
tersebut (Malapetaka 12 Januari 1974 (Malari) atau Kasus 27 Juli 1966 di Jakarta) jumlah 
bangunan yang rusak masing-masing 144 buah dan puluhan bangunan serta kendaraan 
senilai	ratusan	miliar,	kerugian	fisik	akibat	kerusuhan	akibat	kerusuhan	Mei	1998	ditaksir	
mencapai 2,5 Triliun rupiah.
Pasca kerusuhan, kondisi sosial politik ditanah air kian memanas. Krisis ekonomi dan 
moneter pun kian tak terkendali. Berbagai komponen mahasiswa dan kelompok masyarakat 
kian kuat menggelar unjuk rasa menekan Soeharto untuk meletakkan jabatan. Gerakan massa 
yang kian besar untuk mendesak Soeharto turun dari jabatannya pun mencapai klimaks 
pada 21 Mei 1998 yakni dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI. Dan sejarah 
baru pun tercatat bahwa dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden maka pada saat itu 
15  Ibid, Hal 228-229
16  Ibid, Hal 231-232
17  Ibid, Hal 232
18  Ibid, Hal 232-233
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pula kekuasaan presiden dialihkan ke B. J. Habibie selaku wakil presiden untuk selanjutnya 
diangkat sumpahnya sebagai Presiden RI ke-3.
f) Periode Muhammad Jusuf Kalla (2004-2009)
Dalam setahun pertama, pemeritahan SBY-JK terlihat bahwa Jusuf Kalla sebagai wakil 
presiden menjalankan perannya lebih fokus pada bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat 
sesuai dengan kompetensinya sebagai pengusaha dan mantan menko kesra, dan Presiden 
SBY fokus pada bidang keamanan dan urusan luar negeri. 
Peran Kalla kemudian terasa dominan ketika dengan sigap menangani bencana tsunami 
di Nanggoe Aceh Darussalam. Begitu bencana terjadi ia menggerakkan beberapa menteri 
untuk meninjau lokasi. Sehari kemudian, ia langsung datang ke Banda Aceh dan kemudian 
menandatangani keputusan tentang pembentukan tim nasional penanggulangan bencana 
gempa dan tsunami.19
Momen	 bencana	 itu	 juga	 dimanfaatkan	Kalla	 untuk	 sekaligus	menuntaskan	 konflik	
dengan Gerakan Aceh Merdeka. Beberapa orang terdekatnya seperti Farid Husain, seorang 
dokter bedah yang juga Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, dan 
Hamid Awaluddin, dipercaya untuk melakukan berbagai pendekatan dengan tokoh-tokoh 
GAM di luar negeri. Hasilnya kita ketahui bersama pada 15 Agustus 2005 nota kesepahaman 
damai ditandatangani di Helsinki Finlandia. Farid juga berperan aktif dalam merintis 
perjanjian damai Malino 1 (perdamaian di Poso) dan Malino 2 (perdamaian di Ambon) yang 
di prakarsai Kalla.20
Menurut Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Denny Januar Aly, tiga hal yang 
membuat Jusuf Kalla menjadi wakil presiden paling powerfull dalam sejarah Indonesia, yang 
ternyata memang tak bisa diabaikan oleh presiden sekalipun. 
Pertama, presiden dan wakil presiden sudah dipilih langsung dan dua tokoh ini berasala 
dari partai politik yang berbeda. Padahal di Amerika Serikat, presiden dan wakil presiden 
selalu dari partai yang sama. Lebih dari itu, partai wakil presiden lebih kuat dibanding partai 
presiden. Golkar lebih kuat daripada Partai Demokrat, baik ditinjau dari kursi di parlemen, 
SDM, jaringan masyarakat ataupun jam terbang politik. Di luar kekuasaan konstitusional, 
dalam kekuasaan riil politik di masyarakat, suka atau tidak suka, memang Kalla lebih kuat 
daripada Yudhoyono. 
Kedua, antara Yudhoyono dan Kalla juga sudah ada semacam “kontrak politik” yang 
mereka sepakati sebelum maju bersama. Tentang hal ini, dalam wawancara dengan Kompas, 
24 Juni 2004, Kalla menyatakan,“kami sepakat untuk berbicara soal kompetensi masing-
masing dengan tetap memerhatikan struktur RI-1 dan RI-2. Pokoknya wakil presiden bukan 
19  Ibid, Hal 349
20  ILoc.cit.
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ban serep, tapi bekerja berdasarkan kompetensi.”
Ketiga, karakter pribadi Kalla lebih kuat daripada Yudhoyono. Kalla lebih berani 
mengambil resiko, lebih cepat mengambil keputusan dan lebih tahan tekanan politik. 
Sebaliknya, Yudhoyono memiliki pribadi yang terlalu baik hati dan terlalu halus untuk ukuran 
seorang politisi di sebuah negeri yang masih gonjang-ganjing. Personalitas komandan justru 
tampak pada Kalla, sang wakil presiden.
Sebagai wakil presiden, sepak terjang Jusuf Kalla tak Cuma sebatas berkeliling ke 
pelosok daerah, tapi juga kerap melawat ke belasan Negara, di antaranya: 21
1. 2 Agustus 2005, memimpin delegasi Indonesia memberikan penghormatan terakhir 
kepada Raja Kerajaan Arab Saudi yang wafat dalam usia 82 tahun pada 1 Agustus.
2. Kuwait, 7 Januari 2006, menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah Kuwait. 
Syeikh Jaber wafat dalam usia 78 tahun akibat pendarahan otak. 
3. Belgia, 17-19 Januari 2006, melakukan pertemuan dengan Komisioner Perdagangan 
dan Ekonomi Uni Eropa Peter Mandelson, dan Perdana Menteri Belgia.
4. Finlandia, 19-21 Januari 2006, bertemu para petinggi GAM di Swedia dan Mantan 
PM Finlandia Marti Ahtisari.
5. Berkunjung ke Jepang, 22-26 Januari 2006.
6. China, 22-28 April 2006, bertemu dengan Wakil Presiden Republik Rakyat Cina Zeng 
Qinghong, mengunjungi tiga kota yakni Shanghai, Shen Zhen, dan Hai Kou. Kunjungan 
ini untuk menarik investor Cina agar menanamkan modal di sekto infrastruktur, 
khususnya jalan tol dan pembangkit listrik. 
7. Amerika Serikat, 22-25 September 2006, selama empat hari di sana, dia melakukan 30 
pertemuan maraton, baik dengan tokoh pemerintahan, tokoh bisnis, ataupun masyarakat 
Indonesia di negeri itu. 
8. Berkunjung ke Kanada dan Timur Tengah, 22 September-4 Oktober 2006.
9. Spanyol, 29 September 2006, Wapres Jusuf Kalla beserta rombongan telah mengadakan 
kunjungan kerja ke Spanyol dalam rangka Simposium Internasional tentang Jururunding 
Pemerintah untuk Perdamaian yang diadakan di Madrid dengan sponsor Kementerian 
Luar Negeri dan Kerjasama Spanyol.
10. India, 29-30 Januari 2007, bertemu dengan Perdana Menteri India Manmohan Singh 
dan membicarakan beberapa persoalan menyangkut hubungan kedua negara, di bidang 
ekonomi.
11. Malaysia, 31 Agustus 2007, peringatan HUT Malaysia ke-50. Banyak yang menentang 
terkait pemukulan polisi Malaysia terhadap wasit karateka Indonesia.
12. Sidang OPEC, 18-19 November 2007, memimpin delegasi Indonesia di KTT OPEC 
di Riyadh, Arab Saudi. Indonesia antara lain mengusulkan oil for education dan oil for 
forest, serta penggunaan mix energy.
21  Ibid, Hal 356.
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Upaya pelembagaan Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah satu kesatuan lembaga 
kepresidenan	 adalah	 sebuah	 hal	 yang	wajib	 utuk	 difikirkan	 oleh	 kalangan	 legislatif,	 dari	
sekian banyak pemegang tampuk kekuasaan di negeri ini sangat jelas terlihat dan memang 
menegaskan bahwa wakil presiden adalah “ban serep” dan tidak dapat digunakan apabila ban 
utama masih dapat dipakai. 
Dalam hal kewenangan, Wakil Presiden bahwa dalam pelaksanaan tugas, peran 
dan wewenangnya, wakil presiden pada hakikatnya memang tidak dapat dan tidak boleh 
melakukan berbagai tindakan, kebijakan dan/atau melaksanakan tugas yang berkenaan dengan 
jabatannya yang dapat melampaui apa yag telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945, wakil 
presiden tetaplah seorang wakil yang membantu presiden dalam melakukan kewajibannya. 
Namun perlu ditinjau kembali bahwa, meskipun tidak dapat melebih tugas, peran dan 
wewenang presiden, wakil presiden ideal nya mendapatkan tugas dan wewenang yang 
berasal dari sebuah aturan yang mengikat tanpa perlu melaksanakan tugas karena deal politik 
pada saat pemilihan umum. Karena jabatan wakil presiden merupakan jabatan konstitusional 
maka apa saja yang menjadi tugas dan wewenangnya haruslah bersifat konstitusional.  
Dari beberapa pembahasan terhadap para wakil presiden yang pernah menjabat di 
Indonesia, tentunya terdapat sebuah garis besar yang dapat dijadikan sebuah kesimpulan 
bahwa wakil presiden nyaris tidak mempunyai kewenangan yang secara tegas dan jelas di 
atur dalam konstitusi di Indonesia. Beberapa wakil presiden memperoleh tugasnya tergantung 
pada Presiden yang sementara menjabat, bahwa apakah presiden bersedia mendelegasikan 
sebagian kekuasaannya kepada wakil presiden semuanya kembali kepada presiden yang 
bersangkutan karena memang yang menjadi kepala pemerintahan di Indonesia adalah 
Presiden. Ada pula sebagian wakil presiden yang menjalankan sebagian tugas wakil presiden 
berdasarkan Keputusan Presiden. 
Upaya untuk memperjelas hubungan dan mekanisme kerja antara presiden dan 
wakil presiden sebetulnya telah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Lembaga 
Kepresidenan. RUU ini menjadi salah satu inisiatif  DPR sejak 1999-2004. Melalui RUU 
tersebut, relasi dan kinerja pucuk pimpinan nasional tidak hanya diatur oleh kesepakatan atau 
dinamika sesaat antara presiden dan wapres, tapi oleh sebuah sistem yang lebih memberikan 
kepastian politik bagi semua.22
Dalam Draf RUU Lembaga Kepresidenan, paling tidak tugas dan wewenang wakil 
presiden sudah lebih dirinci dalam dua pasal, yaitu  pasal 5 dan pasal 6 yang masih cukup 
aktual untuk di jadikan acuan. Disitu di sebutkan , misalnya tugas wapres secara umum 
adalah membantu dan/atau mewakili tugas presiden dibidang kenegaraan dan pemerintahan.23 
22  Ibid, Hal 363. 
23  Ibid, Hal 363
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Dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, wakil presiden berwenang, 
a. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan.
b. Menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan 
pemerintah yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada presiden
Selain itu, wapres berwenang melakukan tugas-tugas khusus di bidang kenegaraan 
yang diberikan oleh presiden. Tugas khusus itu diberikan apabila presiden berhalangan 
sementara atau dalam hal-hal yang dianggap perlu.24  
Wacana ketatanegaraan yang kontemporer dalam hal hubungan kerja Presiden dan 
Wakil Presiden, tentunya perlu untuk ditelaah lebih dalam. Mengingat kesenjangan yang 
sangat terjal antara Presiden dan Wakil Presiden. Wakil Presiden paling tidak harus dilibatkan 
dalam segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan negara Republik Indonesia. 
Menurut hemat penulis, analisis perbandingan antara Wakil Presiden di Amerika Serikat 
dengan Wakil Presiden di Indonesia, tentunya terdapat persoalan yang sangat substansial. 
Meskipun dalam perputaran politik di Republik ini telah ada wakil presiden yag mampu 
untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang mematahkan dominasi Presiden namun tentunya 
kewenangan yang melekat pada Wakil Presiden haruslah di muat dalam kontitusi secara 
tegas sehingga dasar pengambilan keputusan, kebijakan, dan langkah taktis di bidang 
pemerintahan lebih terjaga dari aspek pelaksanaan tugas dan wewenangnya jika dilandaskan 
pada sebuah aturan.
Jika pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh beberapa Wakil Presiden 
ditentukan melalui pemberian tugas oleh Presiden melalui Keputusan Presiden, tentunya hal 
ini juga masih terlihat masih sangat didominsi oleh faktor-faktor politik yang bisa saja tidak 
mengindahkan asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang dicita-citakan. Hal yang kemudian 
yang menjadi landasan adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 
a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi 
bersama dengan gubernur; 
b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah 
kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau 
24  Ibid, Hal 364
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nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang 
setingkat diatur dengan Perataran Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui 
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan 
oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kalimat yang tertulis dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah penegasan bahwa 
kekuatan hukum dari sebuah peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki 
yang telah ditetapkan dalam Pasal 1. Hal ini kemudian juga akan memberikan dampak positif 
dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dari Wakil Presiden apabila ketentuan yang mengatur 
tentang tugas dan wewenang wakil presiden diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang hierarkinya memberikan sebuah penegasan yang tidak mudah untuk dipolitisasi, yakni 
ketentuannya sebaiknya dimuat dalam UUD NRI 1945 atau sekurang-sekurangnya dimuat 
secara tegas dalam sebuah undang-undang untuk lebih menjamin legitimasi dan kepastian 
hukum dari kewenangan yang dijalankan oleh Wakil Presiden. 
PENUTUP 
Kedudukan wakil presiden dalam kaitannya dengan tugas pembantuan yang dilakukan 
dengan menteri negara adalah kedudukan wakil presiden dalam struktur kenegaraan Republik 
Indonesia adalah setingkat dengan Presiden sebagai konsekuensi dari konsep pemilihan 
umum secara langsung oleh rakyat, yang membedakan antara Presiden dengan Wakil Presiden 
adalah kualitas kewenangan, kedudukan Wakil Presiden lebih tinggi dibandingkan dengan 
jajaran Menteri-Menteri negara karena wakil presiden dipilih langsung melaului mekanisme 
pemilihan umum sedangkan menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Kewenangan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia tidak 
pernah diatur dalam konstitusi. Beberapa wakil presiden memperoleh tugasnya tergantung pada 
Presiden yang yang mendelegasikan kepada Wakil Presiden sebagian dari kewenangannya, 
hal ini berpotensi merusak tatanan pelaksanaan pemerintahan dan kenegaraan Republik 
Indonesia karena dapat di sisipkan kepentingan partai politik yang mengusung pasangan 
calon tersebut. Hal ini karena pasangan Presiden dan Wakil Presiden di usung oleh partai 
politik atau gabungan partai politik yang pada dasarnya berbeda platform sehingga jika saja 
terjadi partai politik yang merupakan kekuatan Wakil Presiden lebih dominan di parlemen 
maka hal ini juga membuka ruang bagi Wakil Presiden untuk memangkas kewenangan dari 
Presiden.
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PENDAHULUAN
Eksistensi kedaulatan negara-negara di dunia adalah sebuah keniscayaan yang harus diakui 
keberadaannya. Keadaan tersebut mengakibatkan hubungan antar negara menjadi sesuatu 
yang tidak dapat dihindari. Hubungan antar negara tersebut dapat berupa suatu hubungan 
yang baik (positive relation of state) atau hubungan yang kurang baik (negative relation of 
state).
Hubungan antar negara yang pertama biasanya berbentuk kerja sama antar dua negara 
dalam berbagai hal, seperti: perjanjian di bidang ekonomi, pertahanan keamanan, program 
pertukaran budaya, hingga perjanjian yang bersifat preventif dalam menangani kejahatan 
yang melibatkan dua wilayah Negara, seperti yang membutuhkan suatu perjanjian seperti 
ekstradisi.	Sementara	hubungan	yang	kedua	biasanya	dipicu	melalui	konflik	yang	melibatkan	
kepentingan	dua	negara	yang	berbeda.	Konflik	tersebut	bentuknya	dapat	beragam	misalnya	
terjadi kejahatan yang melibatkan dua warga negara yang berbeda, sengketa batas teritorial 
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Abstract: Numerous cases of torture committed against the citizens of Malaysia citizen of 
Indonesia re-occur. Interesting thing happened to Manohara Odelia Pinot, an Indonesian 
citizen, a mixture of Sulawesi and the United States. Manohara was not Labor Women, she 
is a citizen who married of the King of Kelantan, Malaysia. Manohara claims often get the 
torture and inhumane treatment of her husband, Tengku Fahri. Manohara case be a unique 
problem because now the individual citizens of Malaysia is not just a ‘regular’ torturing 
maids in Indonesia but now penetrated the daughter of a king in the state of Malaysia.
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Abstrak: Berbagai kasus penyiksaan yang dilakukan warga negara Malaysia terhadap 
warga negara Indonesia kembali terjadi. Hal menarik terjadi pada Manohara Odelia Pinot, 
seorang Warga Negara Indonesia campuran Sulawesi dan Amerika Serikat. Manohara 
bukanlah Tenaga Kerja Wanita, ia adalah warga negara Indonesia yang diperistri Putera 
Raja Kelantan, Malaysia. Manohara mengaku kerap mendapatkan penyiksaan dan perlakuan 
tidak manusiawi dari suaminya, Tengku Fahri. Persoalan Manohara menjadi unik karena 
kini oknum warga negara Malaysia tidak saja ‘biasa’ menyiksa TKW Indonesia tetapi kini 
merambah pada menantu seorang raja di negara bagian Malaysia tersebut.
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dua negara, hingga kebijakan suatu negara yang berdampak pada negara lain.1
Timbulnya hubungan internasional secara umum tersebut pada hakikatnya merupakan 
proses perkembangan hubungan antarnegara, karena kepentingan dua negara saja tidak 
dapat menampung kehendak banyak Negara.2 Positifnya dari sebuah hubungan internasional 
adalah dengan adanya beberapa faktor yang penting yaitu hubungan antara bangsa untuk 
merintis kerjasama dan persahabatan.3
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan persinggungan antar negara 
mudah terjadi dan hampir tanpa batas (borderless). Globalisasi dan perkembangan zaman 
menjadikan orang asing maupun WNI (warga negara Indonesia) mudah melintasi batas 
negara dan berada di wilayah negara lain. Dewasa ini kita mulai tidak begitu aneh lagi 
melihat orang dari berbagai negara seperti Jepang, Malaysia, Amerika berada di Indonesia 
dengan berbagai kepentingan, seperti bekerja, belajar, wisata, bisnis dan lain-lain. Sama 
halnya dengan WNI yang juga mulai tidak asing berada di negara luar dengan intensitas 
kunjungan yang semakin sering dengan berbagai kepentingan pula: bekerja, belajar, wisata, 
bisnis dan lain-lain.
Nasionalitas (nationality) sering merupakan satu-satunya hubungan antara satu individu 
dan satu negara, yang menjamin diberlakukannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut 
hukum internasional kepada individu tersebut.4 Kondisi ini di satu sisi mendatangkan dampak 
yang positif, seperti dalam hal pertumbuhan perekonomian, pertukaran budaya dan ilmu 
pengetahuan dan lain-lain. Namun kondisi tersebut juga mendatangkan dampak yang negatif 
yang tidak menutup kemungkinan adalah terjadinya kejahatan. Kejahatan yang terjadi yang 
melibatkan dua negara (baik melibatkan dua kewarganegaraan maupun lintas batas teritorial 
negara) menjadi suatu kemungkinan yang akan sering terjadi. 
Dalam konteks ini kemudian kita mengetahui berbagai kasus dewasa ini kembali 
muncul seperti penyiksaan yang dilakukan warga negara Malaysia terhadap warga negara 
Indonesia. Hal menarik terjadi pada Manohara Odelia Pinot, seorang WNI (Warga Negara 
Indonesia) campuran Sulawesi dan Amerika Serikat. Manohara bukanlah TKW (Tenaga 
Kerja Wanita), ia adalah WNI yang diperistri Putera Raja Kelantan, Malaysia. Manohara 
mengaku kerap mendapatkan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dari suaminya, 
Tengku Fahri. Persoalan Manohara menjadi unik karena kini oknum warga negara Malaysia 
tidak saja ‘biasa’ menyiksa TKW Indonesia, tetapi kini merambah pada menantu seorang 
Raja di Negara Bagian Malaysia. 
1  Ferry Fathurokhman. 2009. Manohara, Siti Hajar dan Modesta Dalam Perspektif Hukum Pidana 
Internasional. (http://feryfaturohman.blogspot.com/2009/08/manohara-siti-hajar-dan-modesta-dalam.html). 
Diakses pada hari Kamis, 19 Januari 2012. Pukul 08:55 WITA.
2  Sumaryo Suryokusumo. Hukum Organisasi Internasional. (Jakarta: UI-Press, 1990). Hlm.1
3  Sumaryo Suryokusumo. Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus. (Bandung: Alumni, 2005). Hlm.5
4  J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional,	Edisi	Kesepuluh	(Jakarta:	Sinar	Grafika,	2007).	Hlm.	457
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Pada umumnya wanita sebagai korban kekerasan tidak memahami masalah-masalah 
hukum dan tindakan darurat yang harus dilakukan jika mengalami kekerasan dalam rumah 
tangga,	khususnya	jika	mengalami	kekerasan	fisik,	misalnya	memeriksakan	ke	dokter	atau	
lapor	ke	polisi	sesegera	mungkin	sebelum	bekas	kekerasan	fisik	menghilang.	Selain	itu,	masih	
banyak perempuan yang mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangannya 
dan tidak memahami bahwa yang mereka alami adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam 
rumah tangga,5 dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan suatu 
pelanggaran	yang	dapat	dikualifikasikan	sebagai	salah	satu	bentuk	kejahatan/tindak	pidana.
Kejahatan tersebut tentu saja menimbulkan akibat hukum yang tidak sederhana. 
Ketidaksederhanaan tersebut muncul karena kejahatan yang terjadi bukanlah kejahatan 
biasa pada umumnya. Kejahatan tersebut melibatkan dua kewarganegaraan yang berbeda 
yang berdampak pada sistem hukum masing-masing negara. Peristiwa hukum ini kemudian 
menjadi permasalahan tersendiri dalam kerangka kajian Hukum Pidana Internasional. Oleh 
karena itu, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini, yaitu Apakah kejahatan 
tersebut merupakan tindak pidana/kejahatan internasional? Dapatkah kejahatan tersebut 
diselesaikan di mahkamah internasional? Serta asas apa yang dapat diberlakukan pada kasus 
tersebut? 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Kasus Manohara Sebagai Kejahatan Internasional
Untuk menjawab permasalahan ini, dibutuhkan suatu standar untuk menentukan 
apakah kriteria suatu kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional? 
Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), seorang Jerman yang juga tokoh aliran mazhab 
sejarah	menentang	pengodifikasian	hukum.	Von	Savigny,6 pernah menyatakan bahwa sejarah 
berkembang terus, tetapi hukum telah ditetapkan. Pernyataan tersebut sebenarnya merupakan 
kritik terhadap hukum yang secara rigid dituliskan, sementara masyarakat berkembang, 
kejahatan berkembang, kejahatan baru akan muncul atau bahkan terjadi dekriminalisasi atas 
suatu kejahatan dalam perspektif masyarakat, namun hukum telah terlanjur ditetapkan dan 
tak dapat menjangkau perkembangan tersebut.
Pernyataan Savigny tersebut di atas, menjadi relevan dalam konteks hukum pidana 
internasional. Kejahatan dalam hukum pidana internasional telah ditetapkan, tetapi sejarah 
berkembang terus, kemungkinan kejahatan baru muncul dapat terjadi. Bagaimana cara 
menentukan apakah kejahatan tersebut merupakan kejahatan internasional atau bukan? Kita 
membutuhkan suatu standar/ilmu untuk menentukannya.
5  Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2009). Hlm. 41
6  Ferry Fathurokhman. Loc.Cit.
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Sebelum membahas persoalan di atas, kita akan membahas sekilas apa yang menjadi 
kajian Hukum Pidana Internasional (International Criminal Court), agar pembahasan tulisan 
ini menjadi komprehensif. Cherif Bassiouni, pernah menjelaskan Hukum Pidana Internasional 
dengan sangat baik dengan cara yang sederhana. Menurut Bassiouni:7
“Hukum Pidana Internasional adalah suatu hasil pertemuan pemikiran dua disiplin 
hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi 
dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini adalah aspek-aspek hukum pidana dari hukum 
internasional dan aspek-aspek internasional dalam hukum pidana.”
Aspek pidana di dalam hukum internasional adalah aspek-aspek sistem hukum 
internasional melalui tingkah laku atau tindakan yang dilakukan perorangan sebagai pribadi 
atau dalam kapasitas sebagai perwakilan atau kolektif/kelompok yang melanggar ketentuan-
ketentuan internasional dan dapat diancam dengan pidana. Sedangkan yang dimaksud 
dengan aspek internasional di dalam hukum pidana nasional adalah aspek-aspek sistem 
hukum internasional dan sistem hukum nasional yang mengatur kerja sama internasional 
di dalam masalah-masalah kejahatan yang melibatkan perorangan, yang melanggar hukum 
pidana dari negara-negara tertentu.
Setelah	 mengetahui	 definisi	 hukum	 pidana	 internasional,	 kini	 kita	 beralih	 pada	
permasalahan pertama pada tulisan ini: Apakah kasus penganiayaan atas Manohara Odelia 
Pinot merupakan kejahatan internasional. Untuk dapat menentukan suatu kejahatan 
merupakan kejahatan internasional atau bukan, Bassiouni secara cerdas merumuskan kriteria 
tindak pidana internasional sebagai pedoman. Ciri pokok suatu tindak pidana internasional 
adalah adanya unsur internasional, transnasional, dan necessity element (unsur kebutuhan). 
Secara berurutan penjelasan ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut:
1. Unsur Internasional
a) Ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan dunia;
b) Ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan dunia;
c) Menggoyahkan perasaan kemanusiaan (shocking to the conscience of humanity).
2. Unsur transnasional
a) Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara; 
b) Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih 
dari satu negara;
c) Sarana dan prasarana serta metode-metode yang digunakan melampaui batas-batas 
teritorial suatu negara.
3. Unsur necessity
Kebutuhan akan kerjasama antar negara-negara untuk melakukan penanggulangan. 
7   Ibid.
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Untuk dikategorikan sebagai sebuah kejahatan internasional tidak diperlukan ketiga 
unsur tersebut terpenuhi. Meskipun suatu kejahatan hanya memenuhi satu unsur di atas, 
maka ia telah dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional.
Dari penjelasan Bassiouni tersebut, dapat diketahui bahwa peristiwa hukum yang 
menimpa Manohara adalah merupakan kejahatan internasional. Manohara berusia 16 tahun 
saat ia menikah dengan Tengku Fahri, putra Raja Kelantan, Malaysia. Selama hidupnya di 
istana, Manohara mengaku kerap mendapatkan perlakuan buruk seperti torture (penyiksaan), 
sex abuses (penyiksaan seksual) dan child abuse (perlakuan kejam terhadap anak). Dalam 
kasus Manohara, unsur transnasional telah terpenuhi. Pengakuan Manohara tentang 
penyiksaan yang dialaminya merupakan tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih 
dari satu negara karena melibatkan Indonesia dan Malaysia. Kasus penyiksaan Manohara 
juga merupakan tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara 
lebih dari satu negara (Manohara merupakan WNI).8
Selain penjelasan di atas, Bassiouni pernah menginventarisir berbagai jenis kejahatan 
internasional dan menempatkan slavery and related crimes as torture sebagai kejahatan 
internasional. Maka dengan demikian kasus penyiksaan yang dialami Manohara merupakan 
kejahatan internasional. 
Kasus Manohara Tidak Dapat Diselesaikan di Mahkamah Internasional
Kini kita beralih pada permasalahan berikutnya yakni dapatkah kasus Manohara 
diselesaikan melalui jalur Mahkamah Internasional? Pertanyaan ini muncul ketika 
sebuah pernyataan heroik dari seorang pengacara Manohara, Yri Ander Darmas, sudah 
menyatakan bahwa :
“Tim kuasa hukum Manohara akan membawa masalah ini lewat jalur hukum, kalaupun 
di Indonesia atau di Malaysia tidak bisa diselesaikan maka kasus ini akan dibawa ke 
pengadilan internasional.”9 
Manohara Odelia Pinot, mungkin tiga kata itu yang pada tahun 2009 lalu hangat 
diperbincangkan masyarakat Indonesia, Manohara sudah kembali ke Indonesia dan 
berdasarkan pengakuannya ternyata dia memang benar-benar disiksa oleh suaminya yang 
merupakan pangeran Kelantan. Dia bisa kabur ke Indonesia saat keluarga kerajaan sedang 
melakukan medical check up di Singapura. Dengan bantuan polisi Singapura dia berhasil 
kembali ke tanah air.10
Kabar inilah yang banyak menghiasi media Indonesia di tahun 2009 yang lalu, terlepas 
dari kedramatisan proses ‘pembebasan’ Manohara, yang menarik untuk diperhatiakan adalah 
8  Ibid.
9  Yasir Alkaf. 2009. Mungkinkah Kasus Manohara Diselesaikan Lewat Jalur Hukum (http://yasiralkaf.
wordpress.com/2009/06/02/mungkinkah-kasus-manohara-diselesai kan-lewat-jalur-hukum/). Diakses pada 
hari Kamis, 19 Januari 2012. Pukul 09:15 WITA.
10   Ibid.
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apakah kasus Manohara, terutama penyiksaan terhadapnya, bisa diselesaikan lewat jalur 
pengadilan internasional? Kasus penyiksaan Manohara ini boleh dibilang kasus KDRT yang 
isitimewa karena melibatkan seorang pangeran. Dalam hal ini Manohara menjadi istri dari 
seorang warga Malaysia dan tinggal di sana. Otomatis KDRT itu-pun (locus delicti) terjadi 
di Malaysia. Sebagaimana asas hukum yang cukup tradisional, bahwa suatu tindakan pidana 
harus diselesaikan di negara tempat kejadian itu terjadi dengan mengikuti hukum negara 
tersebut. Karena peristiwa KDRT Manohara dilakukan oleh orang Malaysia dan terjadi di 
Malaysia, maka kasus itu harus diurus disana. Akan sia-sia jika Manohara melaporkan kasus 
ini ke Kepolisian Indonesia, sebab kasus ini berada di luar yurisdiksi Kepolisian Republik 
Indonesia.
Lantas, bagaimana jika Manohara melaporkan kasus KDRT yang dialaminya ke 
Kepolisian Malaysia? Meskipun berbekal bukti yang sangat kuat seprtinya hal itu akan sulit 
tercapai. Biar bagaimanapun Manohara dan tim berhadapan dengan keluarga kerajaan. Tidak 
mudah berurusan dengan penguasa. Apalagi kehidupan di Malaysia sepertinya belum benar-
benar demokratis. Media konon banyak disetir pemerintah. Rakyat tidak bernai mengkritik 
penguasa. Etnis Melayu diutamakan sementar etnis lainnya dipinggirikan serta beberapa bukti 
kurang demokratisnnya pemerintahan Malaysia, dan yang perlu diketahui terlebih dahulu 
apakah keluarga kerajaan kebal hukum atau tidak. Makna kebal hukum, berarti keluarga 
kerajaan tidak bisa dikenai hukum seperti layaknya orang biasa. Kalau kekebalan hukum itu 
benar ada, praktis langkah hukum Manohara di Malaysia juga akan terhenti.
Kuasa hukum Manohara mengatakan akan membawa kasus ini ke pengadilan 
internasional, namun apakah ini mungkin? Mari kita cermati bersama. Pengadilan nasional 
akan selalu mempunyai yuridiksi atas sejumlah kejahatan. Berdasaarkan prinsip saling 
melengkapi, ICC hanya akan bertindak ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak 
mau mengambil tindakan. Pemerintah mungkin tidak ingin menjatuhkan hukuman atas 
warga negaranya terlebih jika orang tersebut adalah orang yang berpengaruh atau ketika 
sistem	pengadilan	pidana	telah	runtuh	sebagai	akibat	dari	konflik	internal	sehingga	tidak	ada	
pengadilan yang mampu mengatasi kasus-kasus tipe kejahatan tersebut.11 
Pengadilan mempunyai yurisdiksi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku 
kejahatan ketika:
a) Kejahatan	dilakukan	di	wilayah	yang	telah	meratifikasi	Statuta	Roma.
b) Kejahatan	dilakukan	oleh	warga	negara	yang	telah	meratifikasi	Statuta	Roma.
c) Negara	 yang	 belum	 meratifikasi	 statuta	 Roma	 telah	 memutuskan	 untuk	 menerima	
yurisdiksi pengadilan atas kejahatan tersebut;
11  Anonim. 2012. Pengadilan Pidana Internasional (https://sesukakita.wordpress.com /2012/01/25/
pengadilan-pidana-internasional/). Diakses pada hari Kamis, 19 Januari 2012. Pukul 09:30 WITA.
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d) Kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan 
internasional dan Dewan Keamanan PBB sudah mengajukan situasi tersebut ke muka 
Pengadilan berdasarkan bab 7 Piagam PBB.
Yurisdiksi dari mahkamah internasional terbatas pada tindak pidana yang oleh seluruh 
masyarakat internasional dianggap paling serius, Pasal 5 menjelaskan bahwa mahkamah 
internasional memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana sebagai berikut:12
a) Tindak pidana genosida.
b) Tindak pidana terhadap perang/kejahatan perang.
c) Tindak pidana terhadap kemanusiaan.
d) Agresi.
Prinsip-prinsip hukum terpenting dalam hal ini adalah Prinsip Komplementaritas 
(Complementarily Principle). Prinsip ini dicantumkan dalam Pasal 1 Statuta Roma (1998), 
sebagai berikut:
“An International Criminal Court shall be a permanent institution and shall have 
the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of 
international concern, ...shall be complementary to nationalcriminal jurisdiction.”
Pengertian “complementary” atau komplementaritas, sebagaimana dicantumkan dalam 
Pasal 1 Statuta Roma tersebut, bahwa telah disepakati secara bulat oleh seluruh peserta, 
bahwa yurisdiksi (pengadilan) nasional memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan 
penyidikan dan penuntutan setiap kejahatan internasional yang menjadi wewenang Mahkamah 
Pidana Internasional. Prinsip ini menunjukan bagaimana hubungan antara Mahkamah Pidana 
Internasional (International Criminal Court) dengan Pengadilan Nasional. Berdasarkan 
prinsip tersebut, maka ada 2 (dua) hal yang esensial sebagai berikut:
a) bahwa sesungguhnya Mahkamah Pidana Internasional merupakan kepanjangan tangan/
wewenang dari pengadilan nasional dari suatu negara;
b) bahwa sesungguhnya bekerjanya Mahkamah Pidana Internasional tidak serta merta 
mengganti kedudukan pengadilan nasional. 
Kedua hal yang bersifat esensial tersebut di atas, dapat diukur dari standar penerimaan 
atau standards of admissibility (Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma-1998), yang mensyaratkan 4 
(empat) keadaan.13
Mahkamah Pidana Internasional harus menentukan bahwa suatu kasus adalah tidak 
dapat diterima oleh Mahkamah, jika:
a) Kasus kejahatan internasional sedang disidik atau dituntut oleh sejumlah negara 
yang memiliki jurisdiksi atas kejahatan internasional tersebut, kecuali negara yang 
12   Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. 
(Bandung: Alumni, 2005). Hlm. 295
13   Anonim. Loc.Cit.
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bersangkutan tidak mau (unwilling) atau tidak mampu secara bersungguh-sungguh 
(unable genuinely) melaksanakan penyidikan atau penuntutan.
b) Kasus kejahatan internasional tersebut telah disidik oleh negara yang bersangkutan, 
akan tetapi negara yang bersangkutan telah menetapkan untuk tidak menuntut 
tersangka/terdakwa, kecuali tindakan tersebut disebabkan oleh tidak adanya kehendak 
atau ketidakmampuan negara yang bersangkutan untuk secara bersungguh-sunguh 
melakukan penuntutan.
c) Terdakwa sudah diadili dan peradilan Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat 
dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 ayat (3).
d) Kasus tersebut tidak bersifat serius untuk diteruskan dan di adili oleh Mahkamah.
Prinsip “ne bis in idem” (double jeopardy), prinsip ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2) 
Statuta Roma (1998) yang menyatakan:
“No person shall be tried before another court for a crime referred to in article 5 for 
which that person has already been convicted or acquitted by the Court.”
Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 2 di atas, terdapat 
kekecualian dalam Pasal 20 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:
“No person who has been tried by another Court for conduct also proscribed under 
articles 6, 7, or 8 shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless 
the proceedings in the Court:14
a) Were the purposes of shielding the person concerned from criminal responsibility 
for crimes within the jurisdiction of the court; or
b) Otherwise were not conducted independently or impartially in accordance with 
the norms of due process recognized by international law and were conducted in 
manner which, in circumstances, was inconsistent with an intent to bring the person 
concerned to justice.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 3 tersebut di atas, ditegaskan bahwa terhadap 
kejahatan-kejahatan genocide, crime against humanity and war crimes, sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 6, 7, dan 8, prinsip ne bis in idem dapat dikesampingkan hanya dalam 
2 (dua) keadaan sebagimana telah diuraikan di atas, yaitu:
a) Pengadilan nasional dilaksanakan untuk melindungi seseorang/kelompok orang 
dari pertanggungjawaban pidana; dan
b) Pengadilan nasional tidak dilaksanakan secara bebas dan mandiri sesuai dengam 
norma-norma “due process” yang diakui Hukum Internasional dan tidak sejalan 
dengan tujuan membawa keadilan bagi orang/kelompok orang yang bersangkutan.
Prinsip “nullum crimen sine lege”. Prinsip ini diatur dalam Pasal 22 yang sangat 
dikenal dengan asas legalitas merupakan tiang yang kokoh dan memperkuat supremasi 
14   Ibid.
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hukum, yang sangat penting dari Statuta Roma (1998) mengenai asas ini adalah bagi Pasal 
22 ayat 2, yang menyatakan: 
“The definition of crime shall be strictly construed and shall not be extended by 
analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person 
being investigated, prosecuted or convicted.”15
Dari ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa sejalan dengan asas “praduga tak bersalah” 
(presumption of innocence), jika ada keragu-raguan mengenai materi muatan dalam Statuta 
Roma ini, kepada seseorang yang sedang disidik, dituntut, atau diadili.
Ketiga prinsip sebagaimana telah diuraikan di atas hanyalah sebagian saja dari 
seluruh prinsip-prinsip yang dimuat dalam Statuta Roma (1998) yang sangat penting dan 
dapat dikatakan merupakan prinsip-prinsip dasar Statuta tersebut. Bertitik tolak pada latar 
belakang, substansi dan muatan ketentuan dalam Statuta Roma (1998).
Berdasarkan uraian diatas mmaka dari itu, maka biarpun kasus ini melibatkan dua 
negara dan melibatkan anggota kerajaan, namun bagaimanapun ini adalah masalah keluarga, 
dan bukanlah suatu pelanggaran HAM berat sehingga tidak dapat diselesaikan melalui 
jalur pengadilan internasional. Perlu diperhatikan sekarang, yaitu pekerjaan rumah bagi 
pemerintah Indonesia untuk mengurus warga negaranya sebaik mungkin. Konon, masih 
banyak Manohara-Manohara lain di sana. Mereka itulah yang perlu diurus, melalui kebijakan 
pemerintah dan kelihaian diplomasi tentunya. Melindungi warga negara yang meski berada 
di luar negeri merupakan amanat yang tercantum dalam konstitusi. Pemerintah tidak bisa 
melupakan itu.
Permasalahan Asas yang Digunakan Terkait dengan Kasus Manohara
Sebagaimana ditulis sebelumnya bahwa Hukum Pidana Internasional adalah suatu 
hasil pertemuan pemikiran dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara 
berbeda serta saling melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini adalah aspek-
aspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dalam hukum 
pidana. Dari pengertian tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa asas-asas hukum pidana 
nasionalpun menjadi dasar hukum pidana internasional dengan catatan asas-asas tersebut 
memiliki dimensi/aspek internasional. 
Beberapa asas-asas hukum pidana yang dapat berhubungan dengan aspek internasional 
adalah sebagai berikut:
a) Asas Teritorialitas
PAF Lamintang pernah mengutip Simon dalam menjelaskan makna asas ini. Asas ini 
bermakna berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada 
tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak 
15   Ibid.
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di dalam wilayah negara yang bersangkutan.16
Asas ini jelas tidak dapat dipakai pada Manohara, disebabkan locus delicti-nya (tempat 
terjadinya kejahatan) berada di Malaysia, bukan di Indonesia.
b) Asas Nasional Aktif atau Personalitas (Personaliteits beginsel)
Menurut asas ini Negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warganegaranya.17 
Pendapat lain mengemukakan bahwa, asas nasional aktif ini bermakna undang-undang 
pidana suatu negara tetap dapat diberlakukan terhadap warga negaranya, dimanapun mereka 
itu berada, bahkan juga seandainya mereka itu berada di luar negeri. Tertuang dalam Pasal 
3, 5-8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 5 dan 6 KUHP  dikenal juga 
sebagai asas personalitas terbatas atau nasional aktif yang dibatasi penggunaannya, lebih 
lanjut akan diterangkan sebagai berikut:
Pasal 5 ayat 1 ke 2 berarti bahwa asas nasional aktif dapat ditegakan jika perbuatan yang 
dilakukan seorang WNI di negara luar dirumuskan sebagai kejahatan dan dalam perundang-
undangan Indonesia perbuatan tersebut juga dirumuskan sebagai kejahatan. Sehingga asas 
ini mensyaratkan adanya prinsip double criminality di kedua negara. Sekiranya seorang WNI 
melakukan Aborsi di suatu negara yang negara tersebut tidak merumuskan aborsi sebagai 
kejahatan sementara Indonesia merumuskan aborsi sebagai kejahatan, maka WNI tersebut 
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun ia kembali ke Indonesia.18 
Pasal 5 ayat 2, penuntutan perkara sebagaimana dimaksud ke 2, dapat juga dilakukan 
jika terdakwa menjadi warga negara setelah perbuatan dilakukan. Misalnya seorang warga 
negara Singapura melakukan pembunuhan, maka sekiranya warga negara Singapura tersebut 
berniat lari dari pertanggungjawaban pidana dengan cara melarikan diri ke Indonesia 
dan menjadi WNI, maka orang tersebut dapat diadili di Indonesia karena Indonesia juga 
merumuskan pembunuhan sebagai kejahatan. Orang tersebut diadili sebagai WNI bukan 
sebagai warga negara Singapura.19 
Pasal 5 ayat 1 ke 2 dibatasi tidak dapat dijatuhi hukuman mati, jika menurut perundang-
undangan di negara locus delicti tidak diancam pidana mati.20 Ini berarti bahwa sekalipun di 
Indonesia perbuatan yang dilakukan seorang WNI di luar negeri diancam dengan pidana 
mati, namun jika negara dimana perbuatan tersebut dilakukan tidak mengancam dengan 
pidana mati, maka pidana mati tidak dapat dijatuhkan. 
16   P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997). 
Hlm.90. Lihat juga Simons, Leerboek. Hlm.105
17   J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional,	Edisi	Kesepuluh	(Jakarta:	Sinar	Grafika,	2008).	Hlm.303.	
Perhatikan juga bermacam-macam Headquarters Agreement yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 
serta Badan-Badan Khusus.
18  Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge 
Raad.	(Jakarta:	PT.	RajaGrafindo	Persada,	2000).	Hlm.14
19  Ibid.
20  Ibid.
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Asas ini juga tidak dapat menjadi dasar untuk menegakan hukum pada kasus Manohara 
di Indonesia karena asas ini lebih menekankan WNI yang menjadi pelaku kejahatan (sesuai 
yurisdiksi kriminal Indonesia) di luar wilayah Indonesia. Sedangkan Manohara berstatus 
sebagai korban di Malaysia, bukan sebagai pelaku. 
c) Asas Nasional Pasif atau Asas Perlindungan
Asas perlindungan atau nasionaliteit pasif adalah asas berlakunya hukum pidana 
menurut atau berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang 
dilanggar diluar wilayah Indonesia. Kepentingan hukum yang dilindungi ini bukan didasarkan 
pada kepentingan hukum pribadi, tetapi pada kepentingan hukum negara dan bangsa atau 
kepentingan nasional dari negara Indonesia, asas ini bertumpu pada kepentingan hukum 
bangsa dan negara dan bukan kepentingan hukum individu/pribadi.21
Pendapat lain mengemukakan bahwa berlakunya undang-undang pidana suatu negara 
itu tidak tergantung pada tempat seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan 
pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut dan negara yang 
kepentingan hukumnya menjadi sasaran tindak pidana itu, berwenang menghukum pelaku 
tindak pidana tersebut. Dalam KUHP, pengaturan asas nasional pasif ini digabung dengan 
asas universal dalam Pasal 4 KUHP dan “kepentingan nasional” yang akan dilindungi juga 
dirumuskan secara limitatif/enumeratif yang rigid, yaitu berupa:
1. Kejahatan tertentu terhadap keamanan negara dan martabat presiden (Pasal 4 ayat 1 
KUHP)
2. Kejahatan mengenai mata uang, uang kertas, materai dan merek (Pasal 4 ayat 2 KUHP)
3. Pemalsuan	 surat	 dan	 sertifikat	 hutang	 atas	 tanggungan	 Indonesia	 atau	 tanggungan	
daerah/bagian daerah Indonesia (Pasal 4 ayat 3 KUHP)
Di samping itu, ada pula “kepentingan nasional” yang juga merupakan “kepentingan 
internasional/universal” yang diatur dalam Pasal 4 ayat 4 KUHP jo. UU No. 4 Tahun 1976, 
berupa:
1. Kejahatan yang berkaitan dengan pembajakan laut dalam (Pasal 438, 444-446)
2. Penyerahan perahu dalam kekuasaan bajak laut (Pasal 447)
3. Pembajakan pesawat udara (Pasal 497 j)
4. Kejahatan yang mengancam penerbangan sipil (Pasal 479 l s/d o)
Berdasarkan asas ini, warga negara seperti Manohara belum diakomodir sebagai 
“kepentingan nasional”. Kepentingan hukum dari asas nasional pasif yang sekarang berlaku 
hanya mengakomodir kepentingan negara yang belum menyentuh pada warga negaranya 
(kecuali Presiden). Maka asas ini pun tidak dapat dijadikan dasar untuk memproses hukum 
21   Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana.	(Jakarta:	PT.	RajaGrafindo	Persada,	2010).	Hlm.	218-219
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dan mengekstradisi pelaku kejahatan pada kasus Manohara ke Indonesia. 
Namun hal yang menggembirakan adalah Konsep KUHP ke depan memperluas 
“kepentingan nasional” terhadap warga negara. Di dalam konsep KUHP 2004-2007, asas 
nasional pasif diatur dalam pasal tersendiri (yaitu diatur dalam Pasal 4), terpisah dari asas 
universal. Bunyi lengkap Pasal 4 tersebut adalah sebagai berikut:
d) Asas Universalitas atau Asas Persamaan
Asas ini berarti bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam 
usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain. Seperti telah 
dikemukakan di atas, asas universal dalam KUHP yang berlaku saat ini, diatur bersama-sama 
dengan asas nasional pasif (dalam Pasal 4) dan hanya ditujukan pada kejahatan-kejahatan 
tertentu (termaktub dalam Pasal 4 angka 2 dan 4 KUHP. Pasal 438, 444-446 dan 447 KUHP 
(kejahatan pelayaran). Demikian pula dalam konsep 2000-2002 dan sebelumnya.
Dalam Konsep 2004-2007, “kepentingan internasional/universal/global” yang akan 
dilindungi, tidak dengan cara menyebut kejahatan-kejahatan internasional tertentu secara 
limitatif, tetapi dirumuskan secara umum/terbuka agar dapat menampung perkembangan dari 
kesepakatan internasional.22
Dengan asas universal ini, sebetulnya ada peluang kemungkinan dimintakannya pelaku 
pada penyiksaan Manohara. Namun kemungkinan tersebut kecil dan lemah karena dari 
berbagai penjelasan di atas kita memiliki peluang yang kecil dalam hal yurisdiksi. Kecilnya 
kemungkinan tersebut juga menandakan sebaliknya, kewenangan menerapkan yurisdiksi ada 
pada Malaysia sebagai negara locus delicti. Selain itu Malaysia-pun memiliki asas teritorial 
(berkaitan dengan locus delicti) yang memperkokoh yurisdiksi penegakan hukum atas kasus 
Manohara.
Dari uraian panjang tersebut, jelas bahwa kewenangan yurisdiksi untuk menegakan 
hukum pada kasus Manohara ada pada Malaysia, bukan Indonesia. Penegakan hukum dalam 
kasus Manohara dalam terminologi hukum pidana internasional dikenal sebagai penegakan 
hukum pidana internasional yang sifatnya indirect (secara tidak langsung). Ini berarti 
penegakan hukum pidana internasional yang diselenggarakan oleh hukum pidana nasional. 
Bukan penegakan hukum pidana internasional yang sifatnya direct seperti pada kasus 
Rwanda, Yugoslavia, atau kasus lain yang diadili oleh ICC (International Criminal Court). 
PENUTUP
Dari uraian pembahasan dan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan pokok permasalahan 
sebagai berikut:
1. Dalam kasus Manohara, unsur transnasional telah terpenuhi. Pengakuan Manohara tentang 
22   Ibid.
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penyiksaan yang dialaminya merupakan tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih 
dari satu negara karena melibatkan Indonesia dan Malaysia. Kasus penyiksaan Manohara 
juga merupakan tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga 
negara lebih dari satu negara, oleh karena itu kasus Manohara merupakan kejahatan 
internasional yang penegakan hukumnya dilakukan secara indirect.
2. Walaupun kasus Manohara melibatkan dua negara dan melibatkan anggota kerajaan 
namun biar bagaimanapun ini adalah masalah keluarga, dan bukanlah suatu pelanggaran 
HAM berat, sehingga tidak dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan internasional.
3. Asas yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap kasus Manohara adalah asas 
universalitas, jadi jelas bahwa kewenangan yurisdiksi untuk menegakan hukum pada 
kasus Manohara ada pada Malaysia, bukan Indonesia.
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PENDAHULUAN
Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan 
umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan 
yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Oleh karena itu, masalah perkawinan 
dengan segala prolog dan epilognya, pengamanan dan pengamalan tata aturannya adalah 
menjadi tugas suci bagi warga negara Indonesia. 
Untuk melangsungkan suatu perkawinan dalam rangka membangun keluarga, harus 
diperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Hal ini 
perlu dilakukan disebabkan walaupun manusia adalah mahluk yang bebas dan merdeka, 
tetapi manusia hidup dalam masyarakat. Bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral 
menempatkan masalah perkawinan sebagai hal yang prinsip dan sangat dihormati, sehingga 
pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan prinsip dan norma yang telah disepakati bersama. 
Demikian pula dengan bangsa Indonesia, masalah perkawinan dinilai sebagai suatu hal yang 
sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia 
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Abstract: The legal consequences of marriage under the hand has very detrimental to the 
husband/wife, children, marriage and property in general, according to both state law and 
the social aspect. By state law, wife and children are not considered as legitimate wives and 
children, wife and children do not have the force of law in the event of a dispute the division 
of the estate if the husband dies, the wife is not entitled to the property in case of gono-gini 
separation and the child is not entitled to maintenance. Kids only have a civil relationship 
with her mother and mother’s family. 
Keywords: Marriage, Records, Legal Consequences
Abstrak: Akibat hukum perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi 
suami/istri, anak, dan harta perkawinan pada umumnya, baik menurut hukum negara dan 
aspek sosial. Secara hukum negara, Isteri dan anak tidak dianggap sebagai isteri dan anak 
sah, Isteri dan anak tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan pembagian 
harta waris  jika suami meninggal dunia, isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi 
perpisahan dan anak tidak berhak mendapatkan nafkah. Anak hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibu dan keluarga ibu.  
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Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 20 Nomor 2, Juni 2012
AMANNA GAPPA
243
sejak awal kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius berkenaan 
perkawinan ini. 
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dilahirkannya berbagai peraturan perundang-
undangan untuk mengatur perkawinan, yang terakhir dan utama adalah Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta beberapa ketentuan pelaksananya, yang 
intinya mengatur agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 
itu.     
Mengingat masyarakat Indonesia yang tergolong heterogen dalam segala aspeknya, 
eksistensi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap telah menampung prinsip-
prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang sesuai dengan landasan falsafah 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). UU 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini di satu pihak mewujudkan prinsip-prinsip yang 
terkandung dalam Pancasila dan konstitusi, dan di lain pihak mengakomodasi segala kenyataan 
yang hidup dalam masyarakat. Selain itu undang-undang perkawinan ini telah menampung di 
dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang berlaku 
di Indonesia. 
Ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan 
untuk memberikan pengaturan yang sebaik-baiknya. Namun demikian, tidak menutup 
kemungkinan terdapat beberapa kekurangan, karena walau bagaimanapun hukum serta 
pranata-pranata lain yang dibuat oleh manusia tidaklah sempurna dan untuk itu dituntut untuk 
berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat yang terus mengalami perubahan-
perubahan dan terus mengalami kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. 
Salah satunya adalah keberadaan hukum perkawinan yang dipayungi oleh UU No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Fakta empiris di masyarakat menunjukkan bahwa ketentuan 
dimaksud belum sepenuhnya aspiratif.1 
Dengan kata lain, undang-undang dimaksud belum memenuhi aspirasi sebagian 
anggota masyarakat guna menfasilitasi seluruh anggota masyarakat secara nasional. Salah 
satu aspek yang hingga kini masih tetap mengemuka dan pengaturannya menjadi persoalan 
di dalam undang-undang tersebut, adalah keabsahan perkawinan di bawah tangan. 
Keabsahan suatu perkawinan sendiri telah diatur di dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 
1974,  yang mengatur bahwa:
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu. 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1   Mudiarti Trisnanningsih. Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di 
Indonesia. (Bandung: CV.Utomo, 2007), hlm. 2
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Keabsahan perkawinan di bawah tangan menjadi polemik, disebabkan belum adanya 
keseragaman penafsiran dan pendapat terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 
1974, yang mengatur:
Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Berkenaan dengan ketentuan di atas, dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan disebutkan bahwa:
Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap 
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat 
keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 
Sehubungan dengan hal di atas, Soemiyati,2 menyatakan, bahwa dengan memahami 
apa yang termuat dalam penjelasan umum itu, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan 
bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang 
bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu daftar yang khusus 
disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat 
dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau 
dicegah suatu perbuatan yang lain. 
Meskipun pencatatan perkawinan telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) UU 
No. 1 Tahun 1974, tetapi sampai saat ini masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. 
Terhadap ketentuan tersebut, para ahli hukum baik di kalangan akademis maupun para praktisi 
hukum masih berbeda pendapat tentang pengertian yuridis formal sahnya perkawinan. 
Mengenai hal ini, terdapat dua pendapat yang berkembang yaitu pendapat pertama yang 
menyatakan, bahwa perkawinan telah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 
ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-
syarat yang telah ditetapkan agamanya. Adapun mengenai pencatatannya hanyalah tindakan 
administrasi, jika tidak dipenuhi tidak mempengaruhi sahnya perkawinan tersebut. 
M. Idris Ramulyo,3 mengemukakan pendapat yang sama dengan menyatakan, penjelasan 
undang-undang perkawinan yang menentukan bahwa pencatatan perkawinan hanya bersifat 
administratif belaka, hal tersebut berarti tanpa pencatatan perkawinan, suatu perkawinan 
tetap sah, asalkan rukun dan syarat sebagaimana ditentukan menurut hukum agama dipenuhi. 
Menurut. Sebagai akibat dari pengaturan demikian yang menyatakan pencatatan perkawinan 
2  Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan  (Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan). (Yogyakarta. Liberty, 2004), hlm. 64
3  Moh. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakaf 
Menurut Hukum Islam. (Jakarta.	PT.Sinar	Grafika,	2008),	hlm.	70-71.
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hanya bersifat administratif belaka sehingga tidak menyebabkan batalnya perkawinan, 
memunculkan anggapan umum bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah. 
Selain itu, argumentasi kelompok yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan 
hanya sebagai urusan administrasi dan saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat 
pendaftaran atau pencatatan tetapi setelah terjadinya ijab kabul, adalah ketentuan Pasal 2 ayat 
(1) UU No. 1 Tahun 1974 lepas dari ketentuan ayat (2). Argumentasi lain yang dikemukakan, 
ialah kebiasaan sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak dan Rujuk untuk daerah Jawa dan Madura dan kemudian diberlakukan secara nasional 
oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, 
ditentukan pejabat agama hanya berperan sebagai pengawas nikah, talak dan rujuk, bukan 
undang-undang yang mengatur perihal tata cara perkawinan sebagaimana halnya undang-
undang perkawinan. Berkenaan dengan ini, Wasit Aulawi mencatat bahwa secara tegas 
undang-undang ini hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, yang berarti 
hanya acara, bukan materi hukum.
Adapun kelompok yang berpendapat pencatatan sebagai syarat sah perkawinan, 
secara umum mengemukakan alasan antara lain ayat yang ada di dalam Pasal 2 Undang-
Undang Perkawinan sebagai satu kesatuan. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi syarat 
keagamaan dan atau kepercayaan segera disusul dengan pendaftaran atau pencatatan, karena 
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 43 
Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Kristen dan Jawa, Minahasa dan Ambon, bahwa 
akte perkawinan adalah bukti satu-satunya dari suatu.
Patut pula dicermati, bahwa meskipun eksistensi perkawinan di bawah tangan masih 
menjadi perdebatan mengenai keabsahannya dan menimbulkan sikap pro dan kontra, 
namun tetap saja perkawinan di bawah tangan telah menjadi fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat, misalnya pada beberapa daerah di Kabupaten Garut. Dalam kajian M. Idris 
Ramulyo,4 bahwa hingga saat ini, nikah dan cerai di bawah tangan masih banyak berlangsung 
terutama di wilayah pedesaan yang jauh terpencil. Hal tersebut berlangsung akibat kesadaran 
pentingnya pemahaman tentang undang-undang perkawinan dan tata cara perceraian masih 
rendah. Lebih jauh, berdasarkan keterangan salah satu pejabat pada Departemen Agama 
Garut dinyatakan, bahwa pernikahan di bawah tangan adalah sah. Sebagian kalangan 
menilai perkawinan di bawah tangan sebagai masalah kecil, tetapi tidak mempertimbangkan 
dampaknya terhadap berbagai aspek khususnya aspek hukum dari perkawinan itu, terutama 
yang menyangkut dengan pembuktian nasab (hubungan darah atau keturunan), masalah 
harta bersama antara suami dengan istri dan pembagian harta waris jika suami meninggal 
yang cenderung merugikan pihak isteri karena tidak memiliki hak secara hukum untuk itu, 
4  Ibid. hlm. 72
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serta hak mewaris anak terhadap orang tua. 
Kecenderungan yang terjadi di Gorontalo, beberapa pasang suami isteri, sebagian 
di antaranya berstatus pegawai negeri, kawin tanpa melalui proses sesuai dengan undang-
undang perkawinan dan tanpa pendaftaran di Kantor Urusan Agama Kota atau Kabupaten 
di Gorontalo, dan tetap saja berjalan dengan aman dan lancar. Seorang yang berhasrat 
melaksanakan niatnya, cukup datang kepada kedua orang tua calon isterinya disaksikan oleh 
beberapa oknum. Seorang di antara oknum bertindak sebagai saksi dan seorang sebagai 
penghulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.5
Selain itu, perkawinan di bawah tangan juga menjadi persoalan yang berpengaruh 
khususnya dalam bidang kependudukan di Jawa Barat. Modus perkawinan di bawah tangan 
telah mendistorsi kewajiban negara untuk mencatat berbagai aspek kependudukan. Beberapa 
daerah di Jawa Barat telah memiliki stigma sebagai daerah yang nyaman untuk melakukan 
perkawinan di bawah tangan. Ironisnya, perkawinan di bawah tangan secara tidak langsung 
dijadikan daya tarik wisata.6
Gejala-gejala yang telah disebutkan di atas kemudian mendorong lahirnya persoalan 
lain terutama di bidang hukum dan bidang sosial lainnya. Perkawinan di bawah tangan 
mendorong timbulnya dampak sosial yang dapat mendistorsi hak-hak gender dan 
kerancuan aspek kependudukan. Begitupun ketika mencermati kemudahan dan kepraktisan 
dalam tata cara perkawinan di bawah tangan, bisa disalahgunakan sebagai pemuas nafsu 
sekaligus melepaskan tanggung jawab keluarga dan sosialnya yang cenderung merugikan 
perempuan dan anak dari hasil perkawinan tersebut. Bahkan lebih Ironis lagi, ada pihak 
yang justru memanfaatkan perkawinan di bawah tangan ini sebagai stimulus bidang industri 
kepariwisataan, yang sangat melenceng dari hakikat dan tujuan diadakannya perkawinan itu 
sendiri.7
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan
Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah 
tersebut mengandung makna yang berbeda.  Menurut Neng Djubaidah,8 bahwa, istilah 
“perkawinan tidak dicatat” bermakna, bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur 
“dengan sengaja” yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan 
perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung iktikad atau niat 
buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” 
5  Ibid. hlm. 74
6  Sebagaimana dikutip pada laman website: http://www.tribunjabar.co.id Senin, 19 Januari 2009.
7  Dikutip pada laman website: http://www.antaranews.com Senin, 20 Februari 2010.
8  Neng Djubaedah. Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di 
Indonesia dan Hukum Islam. (Jakarta.	Sinar	Grafika.	2010),	hlm.	153
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tidak dicatatkan.
Menurut penulis, bahwa kedua istilah tersebut baik “perkawinan tidak dicatat” maupun 
“perkawinan tidak dicatatkan”, dibedakan oleh unsur “tidak sengaja” dan “sengaja” untuk 
tidak mencatatkan perkawinannya. Ketika berbicara pada tataran normatif, maka unsur 
sengaja atau tidak sengaja yang melekat pada istilah “perkawinan tidak dicatat” maupun 
“perkawinan tidak dicatatkan”, tidak dapat dijadikan landasan pembenaran nantinya, tatkala 
ditemukan suatu kesimpulan sehubungan keabsahan perkawinan di bawah tangan yang 
memiliki karakteristik tidak dicatatkan.
Menelaah keabsahan perkawinan di bawah tangan, khususnya yang memiliki 
karakteristik tidak dicatatkan, maka tolok ukur untuk menentukan kesimpulan tersebut, juga 
tidak terlepas dari ketentuan Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, yang menegaskan, bahwa:
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu.”
Selanjutnya, disebutkan pula pada Pasal 2 ayat (2), bahwa:
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
Adapun pandangan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan keabsahan 
perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan, misalnya pandangan dari Bagir Manan 
sebagaimana dikutip Neng Djubaedah,9 yang menyatakan, bahwa perkawinan yang sah 
adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula. 
Pencatatan perkawinan, sebagaiman ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor	 1	Tahun	1974	 tentang	Perkawinan,	 tidak	menunjukkan	kualifikasi	 sederajat	 yang	
bermakna sahnya perkawinan menurut agama, adalah sama dengan pencatatan perkawinan, 
sehingga yang satu dapat menganulir yang lain. Menurut Bagir Manan “tidak demikian”. 
Bagir Manan berpendapat, bahwa perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat 
agama) merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan dengan alasan-alasan berikut:
1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan 
tegas menyebutkan bahwa “Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-
masing agama”. Suatu rumusan yang sangat jelas (plain meaning), sehingga tidak 
mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi.
2. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah 
sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan 
seseorang, misalnya kelahiran, kematian”.
9  Ibid. hlm. 157
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Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2), Bagir Manan, mengemukakan bahwa, 
pencatatan kelahiran, demikian pula pencatatan perkawinan, sekadar dipandang sebagai suatu 
peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum. Gunung meletus, tsunami adalah peristiwa 
penting, tetapi bukan peristiwa hukum. Pesta perkawinan adalah peristiwa penting tetapi 
bukan peristiwa hukum. Demikian (pula) pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, sebab perkawinan 
sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, karena itu (pencatatan perkawinan) tidak 
perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengenyampingkan sahnya 
perkawinan yang telah dilakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agama. 
Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) menurut Bagir Manan,10  telah 
menujukkan suatu rumusan yang sangat jelas (plain meaning), sehingga tidak mungkin 
ditafsirkan, ditambah atau dikurangi dan menjadi syarat tunggal sahnya suatu perkawinan. 
Menurut peneliti ketentuan rumusan pasal tersebut tidak mengenyampingkan ketentuan 
tentang pencatatan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan dalam 
argumentasinya di atas, bahwa di dalam penjelasan umum Pasal 2 ayat (2) disebutkan, 
“pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa 
penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian.” 
Frasa dari penjelasan umum tersebut, oleh Bagir Manan dijadikan sebagai landasan 
argumentasi sehingga menganggap pencatatan perkawinan sekadar peristiwa penting, 
sehingga tidak menentukan sah tidaknya perkawinan, dikemukakan secara parsial atau hanya 
dikemukakan secara sebagian. Padahal,  pada penjelasan umum tersebut tatkala ditelaah 
secara menyeluruh, justru menunjukkan bahwa syarat menurut hukum agama dan syarat 
perkawinan harus dicatatkan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah untuk dipenuhi 
terkait dengan keabsahan suatu perkawinan. Penjelasan Umum Pasal 2 Ayat (2) dapat 
dikemukakan sebagai berikut:
Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap 
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat 
keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 
Mengacu pada penjelasan umum di atas, peneliti berpendapat bahwa, frasa yang 
menyatakan, bahwa “Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan 
harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sangat tegas dan 
jelas menunjukkan, bahwa sahnya suatu perkawinan manakala dilakukan menurut hukum 
10  Loc.cit
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masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Frasa ini tidak berhenti di situ saja, 
dilanjutkan kemudian dengan frasa “dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kata “dan” dalam frasa tersebut, 
menunjukkan, bahwa kedua hal ini merupakan dua syarat yang tidak terpisahkan, dan 
keduanya harus dipenuhi dalam menentukan sah tidaknya perkawinan, sebagaimana telah 
disebutkan pada awal rumusan penjelasan umum ini. 
Ketentuan Pasal 7 KHI yang mengatur tentang Itsbat nikah, dapat pula memberikan 
penjelasan mengenai keabsahan perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan. 
Ketentuan ini dapat disebutkan sebagai berikut:
Itsbat Nikah hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:
a. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya akta nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 
perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dijelaskan, bahwa itsbat nikah atau penetapan/
pengesahan perkawinan hanya dapat dimohonkan ke pengadilan agama tatkala alasan 
yang mendasari permohonan tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam 
ketentuan ini. Selain dari alasan-alasan tersebut, pengesahan terhadap suatu perkawinan 
tidak dapat dilakukan oleh pengadilan. 
Sehubungan dengan perkawinan di bawah tangan sendiri, pengajuan itsbat nikah 
terhadapnya hanya dapat dilakukan jika didasarkan atas alasan perceraian, selain dari 
alasan tersebut maka pengadilan tidak dapat menerima permohonannya. Hal ini diakui oleh 
Mahmuddin,11 bahwa:
Bagi pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan di bawah tangan, itsbat nikah 
hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan agama jika alasan yang diberikan dalam 
rangka perceraian. Itsbat nikah tersebut diberikan oleh pengadilan jika alasannya 
untuk bercerai, sangat erat kaitannya dengan hubungan-hubungan hukum yang timbul 
dari perkawinan tersebut. Pengadilan juga sangat berpegang terhadap ketentuan itsbat 
nikah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.
Mengacu kepada wawancara tersebut, penulis berpendapat, bahwa secara normatif 
ketentuan perundang-undangan khususnya Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan 
kejelasan bahwa perkawinan di bawah tangan khususnya yang memiliki karakteristik tidak 
dicatatkan, oleh negara tidak memiliki legalisasi atau pengesahan. Perkawinan dengan 
karakteristik demikian meskipun dengan alasan perceraian, memerlukan suatu pengesahan 
11  Hakim pada Pengadilan Agama Makassar, wawancara pada tanggal 4 Februari 2011.
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terlebih dahulu oleh negara yang terepresentasi oleh kewenangan pengadilan agama untuk 
menjalankan fungsi di bidang tersebut sebelum dilakukan proses perceraian. Artinya, 
karakteristik perkawinan demikian, oleh negara dianggap tidak sah sebelum memperoleh 
itsbat nikah dari lembaga yang berwenang.
Keberadaan itsbat nikah pada dasarnya merupakan tahapan yang memberikan peluang 
terhadap perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada lembaga berwenang, untuk 
memperoleh pengesahan secara hukum negara. Satria Effendi M. Zein,12 dalam kajiannya 
berpendapat, bahwa akad nikah yang diberi peluang untuk diisbatkan di kemudian hari, 
seperti yang diatur dalam KHI tidak lain adalah akad nikah yang tadinya belum dianggap 
sah secara hukum yang berlaku, disebabkan memiliki kekurangan syarat administratifnya, 
meskipun telah sah menurut hukum syara’.
Satria Effendi M. Zein13 berpendapat, bahwa meskipun akad nikah yang tidak 
dicatatkan dianggap belum sah secara hukum negara, tetapi akad nikah tersebut tidaklah 
dianggap tidak pernah terjadi, sebab negara masih memberikan peluang atas akad nikah 
yang tidak dicatatkan ini untuk memperoleh pengakuan secara hukum. Tatkala pandangan 
demikian dipertahankan, oleh pihak-pihak tertentu dapat dimanfaatkan secara negatif untuk 
melepaskan tanggung jawabnya, baik terhadap isterinya, maupun terhadap anak yang lahir 
dari hubungan tersebut. 
Peneliti berpendapat, Ide hukum yang tertuang secara normatif di dalam ketentuan 
KHI sehubungan isbat nikah, secara substansial memiliki tujuan dengan segala manfaatnya, 
yang mana sebaliknya menghindarkan kemudaratan terhadap pihak-pihak yang melakukan 
akad nikah tetapi tidak dicatatkan. Ketika aspek ini tidak dicermati, khususnya oleh penegak 
hukum,	memberikan	kecenderungan	yang	signifikan	bagi	pihak-pihak	yang	melaksanakan	
akad nikah yang tidak dicatatkan. Misalnya, bagi isteri yang harus menderita secara 
psikologis, disebabkan mengemban beban mental sebagai seorang wanita yang tidak 
jelas statusnya, apakah sebagai seorang janda yang tidak jelas perceraiannya, demikian 
pula statusnya sebagai seorang isteri yang tidak jelas akad nikahnya. Anak yang lahir dari 
hubungan tersebut turut memperoleh imbas berupa beban mental selama hidup, sebab 
tidak jelas statusnya sebagaimana seorang anak yang sah. Anak bersangkutan menanggung 
akibat	yang	sangat	signifikan,	yaitu	tidak	jelasnya	pihak	yang	bertanggung	jawab	atas	masa	
depannya.
Satria Effendi M. Zein,14 dalam analisisnya berpendapat, bahwa keberadaan dampak 
negatif yang diderita hanya salah satu pihak, ketika memandang akad nikah yang tidak 
12  Satria Effendi M Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yuriprudensi 
dengan Pendekatan Ushuliyah). (Jakarta. Kencana. 2004), hlm. 41
13  Ibid.
14  Ibid.
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dicatatkan sebagai akad nikah yang tidak sah, merupakan penerapan hukum yang kosong 
dalam penerapannya. Setiap bentuk hukum dirumuskan dengan pertimbangan adanya 
manfaat yang akan diraih oleh pihak-pihak yang menerapkannya atau adanya mudarat 
yang dieliminasi, jika dalam penerapan hukum ternyata harus ada pihak yang menderita. 
Pihak yang menderita hendaknya pihak yang layak untuk menanggung sebuah derita akibat 
perbuatannya sendiri, bukan menderita akibat perbuatan dari pihak lain.
Bagir Manan juga mengemukakan dalam hal alat bukti perkawinan, bahwa akta nikah 
dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti mengenai adanya perkawinan 
atau keabsahan perkawinan, karena itu, akta nikah dan pencatatan nikah adalah sebagai 
alat bukti tetapi bukan alat bukti yang menentukan. sebab yang menentukan keabsahan 
suatu perkawinan adalah menurut agama. olehnya, alat bukti perkawinan juga harus tidak 
bertentangan dengan agama.
Sehubungan dengan akta nikah dan pencatatan perkawinan sebagai alat bukti, 
peneliti cenderung berpendapat bahwa akta nikah dan pencatatan perkawinan merupakan 
alat bukti utama khususnya dalam membuktikan proses pelaksanaan perkawinan, artinya 
apakah perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat  menurut 
agama dan kepercayaanya. Pendapat peneliti ini ditopang argumentasi, bahwa akta nikah 
dan pencatatan perkawinan merupakan alat bukti yang telah memperoleh legitimasi oleh 
pejabat atau lembaga negara yang memiliki wewenang menyelenggarakan kegiatan di 
bidang tersebut. Keberadaannya memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang utama dan 
menentukan legalitas suatu hubungan perkawinan. Tatkala dibandingkan dengan alat bukti 
lainnya, seperti keberadaan saksi, peneliti tetap cenderung menilai eksistensi akta nikah dan 
pencatatan perkawinan lebih dominan dibanding dengan alat bukti saksi ini. 
Sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal, bahwa terdapat kecenderungan 
alat bukti saksi dimanipulasi oleh pihak tertentu yang memiliki ittikad yang cenderung 
mempengaruhi keluhuran hubungan perkawinan. Gejala di Gorontalo menjadi bukti atas 
perilaku pihak tertentu yang memanipulasi proses perkawinan, termasuk di dalamnya 
keberadaan saksi perkawinan, yang mana proses perkawinan tersebut cenderung bertentangan 
dengan ketentuan perundang-undangan dan mekanisme secara hukum yang berlaku.15
Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan pada dasarnya menurut Bagir Manan,16 
adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrumen 
kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. 
Olehnya,  jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, 
karena itu telah sah pula menurut Pasal 2 ayat (1), tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir 
15  M. Idris Ramulyo. Op.cit., hlm. 74
16  Neng Djubaidah. Op.cit., hlm. 157
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Manan, cukup dilakukan pencatatan, jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah 
lagi, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1). Akibatnya perkawinan yang baru 
menjadi tidak sah. 
Menurut Mustafa Bola,17 bahwa perkawinan yang telah melalui pencatatan bertujuan 
menciptakan kemaslahatan bagi umum, artinya semua pihak yang memiliki kepentingan 
atas keberadaan hubungan perkawinan tersebut, seperti kaum wanita serta anak terlindungi 
hak asasinya, tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, nikah di bawah 
tangan  itu tidak diakui sama sekali. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya 
jika dicatat oleh petugas yang ditunjuk. Sehingga, di dalam struktur kantor urusan Agama 
dilengkapi petugas pencatatan nikah (PPN) yang kita sebut penghulu. Penghulu itu yang 
bertanggung jawab untuk mencatat, bukan menikahkan. Terkadang terdapat  kekeliruan 
penafsiran, bahwa penghulu memiliki fungsi menikahkan. 
Pada sisi yang lain, pejabat bersangkutan juga dapat bertindak menjadi naibul wali 
ketika wali menyerahkan untuk memimpin kewaliannya itu. Namun hal tersebut didahului 
pelimpahan kekuasaan dari wali yang sesungguhnya. Tidak bisa dia mengangkat dirinya 
menjadi wali. Apalagi pihak lain yang mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai 
penghulu,  yang tidak ada surat keputusannya sebagai penghulu. Perkawinan di bawah 
tangan bukan merupakan perkawinan yang sah di hadapan hukum dan negara, hanya sah 
menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah. Banyak ahli hukum dan sarjana hukum 
berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan 
perkawinan atau syarat administratif saja. Tatkala melihat ketentuan Pasal 2 UU No. 1 
Tahun 1974 harus dianggap sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang 
dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan. 
Tatkala mencermati, ketentuan perundang-undangan di bidang perkawinan dengan 
aturan pelaksanaanya, dapat dikategorikan dalam tiga rezim hukum, yaitu: Pertama, rezim 
hukum perdata, hukum pidana, dan administrasi negara. Dimaksud rezim hukum perdata, 
adalah aspek aturan hukum keperdataan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi, 
antara lain syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan. Kedua, 
rezim hukum pidana, adalah aspek aturan hukum menyangkut tindak pidana dan ancaman 
hukumannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 
45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketiga, rezim hukum administrasi negara, 
yaitu aspek aturan hukum yang berkaitan dengan pencatatan dan pendaftaran oleh pejabat 
administrasi atau tata usaha negara.
17  Hasil wawancara dengan Mustafa Bola, Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, wawancara pada tanggal 4 Februari 2011.
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Aspek hukum keperdataan (muamalah) dalam undang-undang perkawinan secara 
subtansial dikembalikan kepada ajaran agama masing-masing, atau setidak-tidaknya 
rumusan formalnya tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini nampak jelas 
jika melihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agama 
dan kepercayaannya itu.” 
Selanjutnya, Pasal 6 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1974, mengatur: 
“Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan 
tidak menentukan lain.”
Berdasarkan logika hukum dari Pasal 2 ayat 1 tersebut dapat ditarik kaidah hukum, 
bahwa secara materil sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama. Menurut 
Mustafa Bola, bahwa otoritas menentukan sah tidaknya perkawinan secara materil, adalah 
Syari’ (pembuat syariat), bukan manusia atau kelompok manusia, baik melalui legislasi 
ataupun yurisprudensi. Dengan demikian perkawinan yang sah menurut agama maka sah 
menurut peraturan perundang-undangan secara materil. Tidak terdapat dikotomi antara 
hukum agama dan hukum negara.
Ditinjau dari sisi lainnya, perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat 
dan atau tidak dicatat, tidak memenuhi aspek hukum administrasi negara sehingga tidak 
memiliki dokumen resmi dari negara (akte nikah) dan berimplikasi tidak mempunyai 
kekuatan hukum. Kaidah hukum ini merujuk antara lain pada Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 
1974, yang mengatur: 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa kekuatan hukum artinya kekuatan pembuktian 
secara legal formal dan kekuatan mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang. Perkawinan 
yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik 
oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan 
pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka 
tidak diakui dalam daftar kependudukan, tidak dapat memperoleh akte kelahiran bagi 
anak-anak mereka dan seterusnya. Dengan kata lain, pernikahan di bawah tangan banyak 
membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Perkawinan di bawah tangan menunjukkan gejala yang menimbulkan dampak 
negatif, maka peraturan perundang-undangan menggariskan bahwa setiap perkawinan harus 
dilakukan di hadapan pejabat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu. 
Keharusan dilaksanakan di hadapan pejabat dan dicatat  bermaksud menciptakan ketertiban 
dan kepastian hukum. 
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Persoalan lainnya, adalah apakah dasar syar’inya pembuat undang-undang 
mengharuskan pencacatan sebuah perkawinan jika ditinjau dari perspektif agama? Padahal 
pada masa Rasulullah maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. 
Menjawab pertanyaan tersebut, dapat dikemukakan dasar pencatatan sebagai rukun 
perkawinan, yaitu Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu.”
Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Ahmad Musthafa Al-Maraghi sebagaimana 
dikutip dari makalah Soleman Soleh, menjelaskan yang dimaksud dengan “Ulil Amri” adalah 
pemerintah (Pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun menerintah di bawahnya, yang mana 
tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan 
yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan 
tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Menurut Mujahid, Atha dan 
Hasan Basri yang dimaskud dengan “Ulil Amri” adalah pemimpin yang ahli dalam agama. 
Dengan demikian yang dimaksud dengan “Ulil Amri Minkum” adalah pemimpin-
pemimpin yang diangkat oleh masyarakat itu sendiri atau yang dinobatkan sebagai raja, untuk 
mengatur kehidupan masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin atau raja untuk 
kemaslahatan manusia harus ditaati, selama aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan Al-
Quran dan Sunnah. Aturan-aturan yang dimaksud adalah yang dibuat oleh pemenitah/raja, 
atau aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu/para ulama yang kemudian 
dijadikan sebagai kebijakan dalam pemerintahannya. Dengan demikian dapat disimpulkan 
aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Agama 
RI. yang mana aturan-aturan tersebut dibuat oleh orang-orang Muslim untuk kemaslahatan 
Umat Islam, maka peraturan-peraturan itu wajib untuk ditaati.
Menurut para pakar hukum Islam, sekurang-kurangnya ada dua alasan hukum yang 
dijadikan pijakan perintah pendaftaran/pencatatan nikah. Pertama, berdasarkan qiyas dan 
kedua atas dasar maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh 
syari’at dan juga tidak dilarang oleh syari’at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan 
masyarakat. Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam 
hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam peroalan mudayanah yang dalam situasi 
tertentu	diperintahkan	untuk	mencatatnya,	seperti	disebutkan	dalam	firman	Allah	dalam	QS.	
Al-Baqarah ayat 282, yang artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”
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Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti 
disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 21, yang artinya: 
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul 
(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah 
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
 Apabila akad utang-piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya 
akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan 
demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang 
besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas 
melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang 
melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama 
isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip 
dalam penetapan hukum Islam. 
Berkenaan dengan perkawinan di bawah tangan ini, Mustafa Bola,18 berpendapat bahwa 
hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram 
sebab menimbulkan implikasi negatif terhadap pihak tertentu. Sehingga, pernikahannya 
sendiri tidak batal, tapi memberikan kemudaratan sebab terdapat pihak yang ditelantarkan, 
misalnya istri atau anak. Sah, akan tetapi haram tatkala memberikan implikasi negatif.
Hal ini hendaklah diantisipasi dan haruslah perkawinan di bawah tangan dicatatkan 
secara resmi pada instansi berwenang. Hal ini sebagai langkah preventif untuk menolak 
dampak negatif (mudarat). Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara 
hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Penting bagi pemenuhan hak-hak istri 
dan anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, 
istri memiliki dasar hukum yang kuat  untuk menggugat suaminya.
PENUTUP
Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, penulis berpendapat bahwa baik dari segi 
hukum Islam maupun dari segi hukum positif, sahnya suatu akad nikah itu apabila, telah 
dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam, di hadapan PPN dan dicatat oleh PPN. 
Adapun dalil syarinya yang dapat memperkuat pendapat penulis tersebut, ialah:
1. Mentaati perintah agama dan mentatati perintah negara /pemerintah, adalah wajib 
sebagaimana	firman	Allah	dalam	Al-Quran	Surat	Al	Nisa	ayat	58:	Perintah	Al-Quran	
ini sangat positif, karena mendidik manusia untuk menciptakan masyarakat yang 
sadar dan taat hukum agama dan hukum negara, demi terwujudnya kesejahteraan dan 
kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. 
18  Wawancara pada tanggal 14 February 2011
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2. Akta nikah sebagai bukti otentik sahnya perkawinan seseorang, adalah sangat 
bermanfaat dan masalahah bagi dirinya dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk 
menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya 
dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan 
hak	 kewarisannya),	 dan	 juga	 untuk	melindunginya	 dari	 firtnah,	 tuhmah/qadzaf zina 
(tuduhan zina). Maka jelaslah, pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah itu 
sangat penting untuk saddud dari’ah (preventive action) dan juga maslahah mursalah 
(good interest).
Adapun dari aspek hukum positif yang memperkuat pendapat penulis ialah sebagai 
berikut:
1. Maksud Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu telah dirumuskan 
secara organik oleh Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
2. Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1/1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 
154 /1991, Pasal 5,6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh 
PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah.
3. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tampaknya condong 
kepada pendapat pertama yang tersebut di atas. Dalam sebuah Putusan Kasasi Reg. 
No. 1948/K/PID/1991 tentang perkara poligami liar, kawin di bawah tangan dan tidak 
dicatatkan pada instansi yang berwenang mengemukakan bahwa yang dimaksud 
perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaanya, 
dan dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinan 
yang telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 secara kumulatif. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia 
hanya mengakui sahnya perkawinan jika telah terpenuhinya sehingga segala ketentuan 
yang telah ditetapkan oleh agama yang dianutnya, dilakukan di hadapan pejabat 
pencatat nikah dan dicatat oleh pejabat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan KUA oleh petugas KUA yang berwenang 
serta perkawinan tersebut didaftarkan menurut tatacara perundang-undangan yang 
berlaku; karena itu perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap 
tidak ada perkawinan.
4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk Pelaksanaan PP 
Nomor 45/1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan 
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dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, butir IX menegaskan, bahwa isteri pertama/
kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil yang dinikahi sah, yaitu yang dilakukan 
sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 diberikan Kartu Isteri. 
Urgensi dari pencatatan perkawinan sebagaimana telah dikemukakan, menunjukkan 
bahwa meskipun secara normatif dan tekstual tidak menunjukkan bahwa pencatatan 
perkawinan tidak menentukan keabsahan perkawinan, menurut penulis, sudah selayaknya 
aspek pencatatan perkawinan ini dianggap sebagai syarat keabsahan perkawinan, selain 
syarat perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Terlebih 
jika ketentuan perundang-undangan sendiri telah memberikan kejelasan mengenai aspek 
pencatatan sebagai syarat keabsahan suatu perkawinanan, sebagaimana telah dikemukakan 
dalam beberapa argumentasi sebelumnya. Dengan demikain, jelaslah bahwa menurut hukum 
positif, perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan menurut hukum syariat Islam di hadapan 
PPN dan dicatatkan oleh PPN.
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